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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Proses  Perencanaan dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633),

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-
Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-
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Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 180);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014
tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 111);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Cilacap Nomor 134);
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.

-l

10.

13

12,

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-
2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan
penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang
wilayah nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam struktur
dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil

(outcome) suatu program.
Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam

pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang undangan.




[image: image2.jpg]13. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud

14. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra PD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari
RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Penyusunan
Renja PD Kabupaten Cilacap.

(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Renstra Sekretariat Daerah;

Renstra Sekretariat DPRD;

Renstra Inspektorat;

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Renstra Dinas Kesehatan;

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

9. Renstra Dinas Sosial;

10. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Renstra Dinas Perhubungan;

12. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;

14. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

15.Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

16. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

17. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

18. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

19. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah,;

20. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

21. Renstra Dinas Pertanian;

22. Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan;

23. Renstra Dinas Perikanan;

24. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;

25. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah,;

26. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah;
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[image: image3.jpg]27.Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah;

28. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

29. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renstra Kecamatan Adipala;

31. Renstra Kecamatan Bantarsari;

32. Renstra Kecamatan Binangun;

33. Renstra Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renstra Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renstra Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renstra Kecamatan Cimanggu;

37. Renstra Kecamatan Cipari;

38. Renstra Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renstra Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renstra Kecamatan Jeruklegi;

41. Renstra Kecamatan Kampunglaut;
42. Renstra Kecamatan Karangpucung;
43. Renstra Kecamatan Kawunganten;
44, Renstra Kecamatan Kedungreja;

45. Renstra Kecamatan Kesugihan;

46. Renstra Kecamatan Kroya;

47. Renstra Kecamatan Majenang;

48. Renstra Kecamatan Maos;

49. Renstra Kecamatan Nusawungu;
50. Renstra Kecamatan Patimuan;

51. Renstra Kecamatan Sampang;

52. Renstra Kecamatan Sidareja;

53. Renstra Kecamatan Wanareja;

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3
(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB Il PERMASAILLAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP




[image: image23.png]e e e =3





[image: image24.jpg]



[image: image4.jpg]KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Renstra Dinas Kesehatan)
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan
dokumen ini.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap
berakhir pada tahun 2022 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 — 2022.
Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 ini
memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra
tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome
kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena
itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima
kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Semoga
dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Cilacap, Maret 2022

GRIANA DEWILM.Kes, M.Si
emiRina Utdma Muda
9644128 199103 2 003
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Lampiran Nomor Tanggal

: Peraturan Bupati Cilacap
: 37 Tahun 2022
: 25 Maret 2022
Tentang
: Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Periode Renstra sekarang adalah 4 tahun yaitu Tahun 2023 – 2026 yang merupakan masa transisi. Renstra Dinas Kesehatan berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap berpedoman pada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (Renja). Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan berupaya mengantisipasi kebutuhan pembangunan bidang kesehatan dalam jangka waktu empat tahun, sehingga penyusunannya dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku  kepentingan  pembangunan. Proses penyusunan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap; dan (4) penetapan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
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Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Cilacap juga tidak terlepas dari RPD, Renstra Kementerian / Lembaga terkait dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap  Nomor  145  tahun  2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
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Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
b) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026. Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Cilacap.
c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap. RPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap.
d) Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cilacap.
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Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 1.2
Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaiana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005  — 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden RI No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
29. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  59
Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun  2011  – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun  2011  – 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
33. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2022- 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 20).
34. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
35. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026.
1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap periode 2023- 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Sebagai landasan atau pedoman umum Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan
setiap
tahap
pembangunan kesehatan
selama 4 tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Cilacap.
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
3. Pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan kesehatan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika
Rencana
Strategis
(Renstra)
Dinas
Kesehatan Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :
BAB I
Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
BAB II       Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
BAB III     Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan penentuan Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
BAB IV      Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
BAB V         Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
BAB VI      Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
BAB VII    Kinerja Urusan Kesehatan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
BAB VIII    Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
BAB II
GAMBARAN  PELAYANAN
2.1. Tugas dan Susunan Organisasi
2.1.1 Tugas dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Cilacap
Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 145  Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
Jumlah personil sampai dengan tahun 2022, Dinkes sebanyak 145 orang (98 PNS; 47 Non PNS),
Adapun Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 2.1
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
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Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
1. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan ;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Kesehatan;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Kepala Dinas mempunyai tugas :
1. Merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas Kesehatan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
3. mengoordinasikan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
4. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
5. menyelenggarakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan ;
6. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan Dinas dengan mengarahkan perencanaan / perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
7. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPTD;
8. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
9. menyampaikan
saran
dan
masukan
kepada
pimpinan untuk bahan
10. pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. melaporkan
pelaksanaan
tugas
sebagai
wujud pertanggungjawaban; dan
12. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
atas
perintah pimpinan sesuai dengan tugasnya.
Adapun
uraian
tugas
Sekretariat,
Bidang,
Subagian
dan Kelompok Jafung adalah sebagai berikut :
(1) Sekretariat mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan,  keuangan dan aset, serta umum dan kepegawaian;
e. menyelenggarakan urusan perencanaan dan pelaporan dalam lingkup Dinas sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyelenggarakan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
h. merumuskan bahan penetapan evaluasi rencana kerja serta laporan lain sesuai dengan bidang tugas Dinas melalui koordinasi dengan bidang-bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tertib administrasi pelaksanaan kegiatan;
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan
pelaksanaan
tugas
sebagai
wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Susunan Organisasi Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset,
mempunyai uraian tugas :
1. menyiapkan bahan program kerja keuangan  dan aset    berdasarkan    Rencana
Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset dengan unit kerja terkait;
5. menyiapkan bahan pengajuan dan memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang dan Surat Permintaan

Pembayaran-Langsung

serta mengajukan
verifikasi
Surat
Permintaan Pembayaran ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran penatausahaan keuangan;
6. memverifikasi laporan surat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pemeriksaan;
7. menyiapkan bahan untuk pengesahan surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD guna dikirimkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan ketentuan untuk kelancaran kegiatan
8. menyiapkan bahan penyusunan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar, jurnal umum dan laporan realisasi anggaran baik bulanan, semester maupun tahunan sesuai ketentuan sebagai bahan informasi dan evaluasi;
9. menyiapkan bahan dan koordinasi objek sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan, pengawasan penatausahaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas berjalan lancar;
11. menyiapkan
bahan
koordinasi

dalam pengusulan/penunjukkan

kuasa
pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara serta pejabat penatausahaan keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku     sebagai

dasar pertanggungjawaban keuangan;
12. melakukan rekonsiliasi aset tetap dan belanja antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran;
13. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
14. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
15. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Kepala Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1. menyiapkan bahan program kerja  urusan  umum dan kepegawaian berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat masuk, surat keluar, pengembangan arsip dan dokumen serta pengelolaan sistem informasi manajemen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. menyiapkan
bahan
keorganisasian
dan ketatalaksanaan, kehumasan dan  keprotokolan, dan hukum dengan menyiapkan bahan analisis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. melakukan
pengelolaan
aset
meliputi pendistribusian dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melakukan      pengelolaan kerumahtanggaan  dinas
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melakukan
pengelolaan  administrasi kepegawaian
sesuai
ketentuan
peraturan perundang-undangan;
10. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
11. menyampaikan
saran dan masukan kepada pimpinan
untuk

bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
12. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
a. merumuskan program dan rencana kerja bidang kesehatan masyarakat berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujudsinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. melaksanakan analisis data dan identifikasi potensi wilayah setempat yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan gizi;
e. menyelenggarakan pengelolaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, batita, balita dan anak melalui peningkatan mutu pelayanan klinis dan pemantapan sistem rujukan, Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan lanjut usia (lansia), Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan Upaya Perbaikan Gizi Institusi (UPGI), serta Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI);
f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan higiene sanitasi pada Tempat Tempat Umum (TTU), Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Industri, Tempat Pengelolaan Pestisida dan Tempat Pengelolaan Makanan Minuman, pembinaan dan inpeksi sanitasi pada Sarana Penyediaan Air Bersih, Jamban keluarga, Pembuangan Air Limbah, Pengelolaan Sampah dan sarana sanitasi dasar lainnya, dan pembinaan, pengawasan dan penerbitan izin Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dan Laik Higiene Sanitasi bagi TTU, Makanan dan Minuman serta pest control;
g. melaksanakan pemetaan, deteksi dini dan penanggulangan akibat pencemaran lingkungan, penyakit/kecelakaan akibat kerja dan kecelakaan akibat olahraga, dan penanggulangan gangguan dan pencemaran lingkungan fisik yang berdampak terhadap timbulnya penyakit akibat kerja dan masalah kesehatan masyarakat;
h. menyelenggarakan
promosi
kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat melalui media cetak maupun elektronik, dan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan mendukung Desa Siaga;
i. menyelenggarakan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Saka Bhakti Husada (SBH) dan kader kesehatan lainnya, dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekolah melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), individu, keluarga dan masyarakat dalam Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
j. menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan daerah rawan, dan
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kemitraan secara lintas program dan lintas sektoral termasuk dengan pihak swasta dalam rangka menunjang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
k. menyelenggarakan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi bidang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, dan
promosi
kesehatan,
kemitraan
dan pemberdayaan masyarakat;
l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
m. menyampaikan saran  dan  masukan  kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator,  terdiri dari :
a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;
b. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga;
c. Sub Koordinator Promosi Kesehatan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai  pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujudsinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e. menyelenggarakan survailans epidemiologi dan penanggulangan masalah kesehatan akibat kejadian luar biasa dan kejadian bencana;
f. menyelenggarakan upaya pencegahan penyakit menular melalui imunisasi bayi, anak sekolah, Wanita Usia Subur (WUS) dan calon jemaah haji, dan penyakit potensial wabah dan penyakit akibat kejadian bencana;
g. melaksanakan  pemantauan    surveilans,    imunisasi dan KLB termasuk penyelenggaraan  kesehatan  haji pra dan pasca embarkasi dan calon transmigrasi serta penanganan wabah dan bencana;
h. menyelenggarakan pengendalian penyakit malaria, demam berdarah, penyakit menular seksual dan HIV- AIDS, TB Paru, Kusta, Flu Burung, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), Diare, deteksi dini Hepatitis, Leptospira dan penyakit menular lainnya, dan penggunaan insektisida dalam rangka pengendalian vektor penyakit menular;
i. menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular berpotensi Wabah dan Kejadian Luar Biasa, dan penyakit menular yang bersifat kronis maupun akut;
j. menyelenggarakan screening, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza, deteksi dini penyakit tidak menular melalui Pos  Pembinaan Terpadu (Posbindu),
dan pengelolaan gangguan kesehatan jiwa melalui program bebas pasung;
k. 
menyelenggarakan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi surveilans, KLB dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
l. 
menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
m. menyampaikan saran  dan  masukan  kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kelompok
Jabatan
Fungsional,
dalam
melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, terdiri dari
:
a. Sub Koordinator Survailans, Kejadian Luar Biasa dan Imunisasi;
b. Sub
Koordinator
Pencegahan
dan
Pengendalian Penyakit Menular;
c. Sub
Koordinator
Pencegahan
dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular danKesehatan Jiwa
(4) Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program kerja bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, dan jaminan kesehatan dan manajemen mutu pelayanan;
e. menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan gigi dan pelayanan kesehatan indra di pelayanan primer, dan upaya kesehatan komunitas yang meliputi PPPK, pengobatan massal dan pelayanan bencana alam;
f. menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan yang meliputi Pelayanan Penanganan Gawat Darurat (PPGD), Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Public Safety Center (PSC) dalam rangka pelayanan kegawatdaruratan pra hospital, pemeriksaan kesehatan haji, Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara, mahasiswa dan/atau sejenisnya, dan pengobatan tradisional yang meliputi pelayanan jamu, akupuntur, pijat dan sejenisnya;
g. melaksanakan pengaturan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan primer, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
h. Menyelenggarakan kebijakan teknis dan operasional pelayanan tingkat lanjutan atau spesialis baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap, pelayanan tingkat lanjutan/spesialis, kegawat daruratan, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensip  (PONEK) dan pelayanan kecelakaan lalu lintas,  dan  pembinaan dan supervisi dokter spesialis ke fasilitas kesehatan primer dan rujukan dan pelayanan pengaduan masyarakat;
i. menyelenggarakan pengelolaan dokumen persyaratan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten, izin laboratorium, izin penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD), unit Hemodialisa, dan unit radiologi;
j. melaksanakan pembinaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat dalam pembiayaan dan jaminan kesehatan;
k. menyelenggarakan kebijakan teknis dan operasional pelayanan jaminan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), Revitalisasi dan Akreditasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), pemantapan sistem rujukan melalui Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKR), dan akuntabilitas dan dukungan masyarakat dalam penyusunan Maklumat Pelayanan (MP);
l. menyelenggarakan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, dan jaminan kesehatan dan manajemen mutu pelayanan;
m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator,  terdiri dari :
a. Sub
Koordinator
Pelayanan
Kesehatan
Primer
dan Tradisional;
b. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan;
c. Sub Koordinator Jaminan Kesehatan dan Manajemen Mutu Pelayanan.
(5) Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program kerja bidang sumber daya kesehatan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan
unit
kerja Dinas  agar  terwujud
sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sarana prasarana dan alat kesehatan, farmasi, makanan minuman, perizinan kesehatan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM), pengembangan organisasi profesi dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
e. melaksanakan  inventori data sarana prasarana  dan alat kesehatan berdasarkan daftar skala prioritas;
f. menyelenggarakan fasilitasi kalibrasi alat kesehatan, penerbitan izin toko alat kesehatan dan optikal, dan rekomendasi izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
g. melaksanakan analisis kebutuhan dan daftar skala prioritas pengadaan obat, reagen serta pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan
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farmasi;
h. melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat, vaksin, reagen dan perbekalan kesehatan berdasarkan daftar
skala
prioritas,
dan
pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
i. menyelenggarakan penerbitan izin apotek dan toko obat, dan izin produksi makanan dan minuman pada Industri Rumah Tangga (PIRT), penerbitan rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan produksi kosmetika, pengawasan post market produk makanan minuman industri
rumah        tangga,
rekomendasi
dan penyelenggaraan izin praktik, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;
j. menyelenggarakan pembinaan lembaga pendidikan kesehatan dan organisasi profesi kesehatan;
k. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dalam rangka meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Sistem Informasi Kesehatan dan pengembangan  aplikasi sistem informasi  kesehatan dan pemanfaatan data dan penyusunan profil kesehatan;
l. menyelenggarakan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi sarana prasarana dan alat kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan perizinan kesehatan, dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, pengembangan organisasi profesi dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator,  terdiri dari :
a. Sub Koordinator Sarana Prasarana dan  Alat Kesehatan;
b. Sub Koordinator Farmasi, Makanan, Minuman dan Perizinan Kesehatan;
c. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi dan Sistem Informasi Kesehatan
(6) UPTD
Untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasiaonal dan/atau penanggungjawab dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Selain UPTD, terdapat UPTD di bidang kesehatan sebagai berikut:
a. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai  Unit  Organisasi yang bersifat Khusus yang memberikan layanan secara professional
b. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi yang bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional
(7) Sub Koordinator Pada Dinas Kesehatan
A. SEKRETARIAT, terdiri dari :
1. Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan program kerja di
lingkungan Dinas Kesehatan, meliputi :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Perencanaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dengan unit kerja terkait;
d. menyiapkan bahan RKA dan DPA, Renja, Renstra, Standar Pelayanan Minimal, LAKIP, LPPD, LKPJ berdasarkan bahan dan materi dari bidang- bidang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas;
f. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
g. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk
bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
B. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, terdiri dari :
1. 
Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelayanan
kesehatan keluarga dan pelayanan gizi, meliputi :
	a. menyiapkan
	bahan
	program
kerja
	Sub

	Koordinator
	Kesehatan
	Keluarga
dan
	Gizi


sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
c. menyiapkan bahan analisis data dan identifikasi potensi wilayah setempat yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan gizi;
d. menyiapkan bahan pengelolaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, batita, balita dan anak melalui peningkatan mutu pelayanan klinis dan pemantapan sistem rujukan;
e. menyiapkan bahan pengelolaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan lanjut usia (lansia);
f. menyiapkan bahan pengelolaan Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan dan Upaya Perbaikan Gizi Institusi (UPGI);
g. menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI);
h. menyiapkan bahan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi kesehatan keluarga dan gizi;
i. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga, meliputi :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah raga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan higiene sanitasi pada Tempat Tempat Umum (TTU), fasilitas pelayanan kesehatan, industri, tempat pengelolaan pestisida dan tempat pengelolaan makanan minuman;
d. menyiapkan bahan pembinaan dan inspeksi sanitasi pada sarana penyediaan air bersih, jamban keluarga, pembuangan air limbah, pengelolaan sampah dan sarana sanitasi dasar lainnya;
e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan penerbitan izin Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dan laik higiene sanitasi bagi TTU, makanan dan minuman serta pest control;
f. menyiapkan bahan pemetaan, deteksi dini dan penanggulangan akibat pencemaran lingkungan, penyakit/kecelakaan akibat kerja dan kecelakaan akibat olahraga;
g. menyiapkan bahan penanggulangan gangguan dan pencemaran lingkungan fisik yang berdampak terhadap timbulnya penyakit akibat kerja dan masalah kesehatan masyarakat;
h. menyiapkan bahan penyusunan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
i. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Koordinator Promosi Kesehatan,  Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan promosi kesehatan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat meliputi
:
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Promosi Kesehatan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
c. menyiapkan bahan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;
d. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan     sesuai     dengan
fungsi  dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
e. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
f. menyiapkan bahan pemberdayaan individu, keluarga    dan
masyarakat dalam rangka pengembangan

Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan mendukung Desa Siaga;
g. menyiapkan bahan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Saka Bhakti Husada (SBH) dan kader kesehatan lainnya;
C. BIDANG
PENCEGAHAN
DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT terdiri dari:
1. Sub Koordinator Survailans, Kejadian Luar  Biasa dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan survailans penyakit, kejadian luar biasa akibat penyakit dan imunisasi, meliputi :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Survailans, Kejadian Luar Biasa dan Imunisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) penyelenggaraan survailans, Kejadian Luar Biasa (KLB) dan imunisasi;
d. menyiapkan
bahan

penyelenggaraan survailans/penyelidikan
epidemiologi
dan penanggulangan masalah kesehatan akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kejadian bencana;
e. menyiapkan bahan upaya pencegahan penyakit menular melalui imunisasi bayi, anak sekolah, Wanita Usia Subur (WUS) dan calon jemaah haji;
f. menyiapkan bahan upaya pencegahan penyakit potensial wabah dan penyakit akibat kejadian bencana;
g. menyiapkan bahan pemantauan surveilans, imunisasi dan KLB termasuk penyelenggaraan kesehatan haji pra dan pasca embarkasi dan calon transmigrasi serta penanganan wabah dan bencana;
h. menyiapkan bahan penyelenggaraan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi  surveilans, KLB dan imunisasi;
i. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk
bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pengendalian penggunaan pestitisida, dan pemantauan wilayah setempat dan pemetaan vektor penyebab penyakit  menular, dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit  kerja  Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pencegahan danpengendalian penyakit menular;
d. menyiapkan bahan pengendalian penyakit malaria, demam berdarah, penyakit menular seksual dan HIV-AIDS, TB Paru, Kusta, Flu Burung, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), Diare, deteksi dini Hepatitis, Leptospira dan penyakit menular lainnya;
e. mengendalikan penggunaan insektisida dalam rangka pengendalian vektor penyakit menular;
f. menyiapkan bahan pemantauan wilayah setempat dan pemetaan vektor penyebab penyakit menular dan kejadian penyakit menular di wilayah Kabupaten Cilacap;
g. menyiapkan
bahan
pencegahan
dan pengendalian penyakit menular berpotensi Wabah dan Kejadian Luar Biasa, dan penyakit menular baikyang bersifat kronis maupun akut;
h. menyiapkan bahan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
i. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk
bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza, dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
d. menyiapkan bahan screening penyakit tidak menular, gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza;
e. menyiapkan bahan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan jiwa dan penyalahgunaan Napza;
f. menyiapkan bahan deteksi dini penyakit tidak menular melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
g. menyiapkan bahan pengelolaan gangguan kesehatan jiwa melalui program bebas pasung;
h. menyiapkan bahan penyusunan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
i. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk
bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
D. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, terdiri dari :
1. 
Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan kesehatan
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indra, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK), pengobatan massal, pelayanan bencana alam, pelayanan penanganan gawat darurat (PPGD), pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), dan Public Safety Center (PSC), dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
d. menyiapkan bahan pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan gigi dan pelayanan kesehatan indra di pelayanan primer;
e. menyiapkan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan komunitas yang meliputi PPPK, pengobatan massal dan pelayanan bencana alam;
f. menyiapkan bahan pelayanan kegawat daruratan yang meliputi Pelayanan Penanganan Gawat Darurat (PPGD), Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Public Safety Center (PSC) dalam rangka pelayanan kegawatdaruratan pra hospital;
g. menyiapkan bahan pelayanan pemeriksaan kesehatan institusi yang meliputi pelayanan pemeriksaan kesehatan Haji, Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara, Mahasiswa, dan sejenisnya;
h. menyiapkan bahan pengobatan tradisional yang meliputi pelayanan jamu, akupuntur, pijat dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
i. menyiapkan bahan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan primer, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
j. menyiapkan bahan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
k. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. 
Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensip (PONEK), pelayanan kecelakaan lalu lintas, pelayanan kesehatan rujukan spesialistik dan pemantapan sistem rujukan, pembinaan dan supervisi dokter spesialis, pelayanan pengaduan masyarakat, penerbitan izin rumah sakit kelas  C  dan  D  dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten, izin laboratorium, izin penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD), unit  Hemodialisa,  dan unit radiologi, dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan;
d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional  pelayanan tingkat lanjutan atau spesialis baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap;
e. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan operasional unit atau instalasi pelayanan tingkat lanjutan/spesialis, kegawat daruratan, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensip (PONEK), dan pelayanankecelakaan lalu lintas;
f. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan operasional pelayanan kesehatan rujukan spesialistik dan pemantapan sistem rujukan;
g. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan operasional pembinaan dan supervisi dokter spesialis ke fasilitas kesehatan primer dan rujukan, dan pelayanan pengaduan masyarakat;
h. menyiapkan bahan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten, izin Laboratorium, izin penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD), unit hemodialisa, dan unit radiologi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
i. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk
memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Koordinator Jaminan Kesehatan dan Manajemen Mutu Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan jaminan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), pembinaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dalam pembiayaan dan jaminan kesehatan, revitalisasi
	dan
akreditasi
pada
	Fasilitas
	Kesehatan
	Tingkat

	Pertama
(FKTP)
dan
	Fasilitas
	Kesehatan
	Tingkat


Lanjutan (FKTL), peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui Alat Pantau Kinerja Klinis (APKK), pemantapan sistem rujukan melalui Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKR), penyusunan Maklumat Pelayanan (MP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan kesehatan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Jaminan Kesehatan dan Manajemen Mutu Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
c. menyiapkan bahan pembinaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dalam pembiayaan dan jaminan kesehatan;
d. 
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional  pelayanan jaminan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL);
e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional Revitalisasi dan Akreditasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL);
f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui Alat Pantau Kinerja Klinis (APKK);
g. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional pemantapan sistem rujukan melalui Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKR);
h. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional akuntabilitas dan dukungan masyarakat dalam penyusunan Maklumat Pelayanan (MP);
i. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan kesehatan dan penilaian kinerja pelayanan UPTD;
j. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk
bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
E. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN, terdiri dari :
1. Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi inventarisasi data sarana prasarana dan alat kesehatan, penyusunan analisis dan daftar skala prioritas pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, fasilitasi pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan, bahan penerbitan izin toko alat kesehatan dan optikal, bahan penerbitan izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dengan uraian tugas sebagai berikut
:
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator
Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pengelolaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
d. menyiapkan bahan inventori data sarana prasarana dan alat kesehatan berdasarkan usulan dan kondisi lapangan di fasilitas kesehatan;
e. menyiapkan bahan penyusunan analisis dan daftar skala prioritas pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
f. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan berdasarkan daftar skala prioritas;
g. melakukan fasilitasi pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan;
h. menyiapkan bahan penerbitan izin toko alat kesehatan dan optikal, izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
i. menyiapkan bahan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan     sesuai     dengan
fungsi  dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Koordinator Farmasi, Makanan Minuman dan Perizinan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi  dan pelaporan meliputi pengelolaan  farmasi, makanan
minuman
dan
perizinan kesehatan,dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Farmasi, Makanan Minuman dan Perizinan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pengelolaan Farmasi Makanan Minuman (Farmamin) dan perizinan kesehatan;
e. menyiapkan bahan penyusunan analisis kebutuhan dan daftar skala  prioritas pengadaan obat, reagen, dan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
f. menyiapkan bahan perencanaan dan pengadaan obat, vaksin, reagen dan perbekalan kesehatan berdasarkan daftar skala prioritas;
g. menyiapkan
bahan
pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
h. menyiapkan bahan penerbitan izin apotek dan toko obat, izin Produksi makanan  dan minuman pada Industri  Rumah  Tangga (PIRT);
i. menyiapkan bahan pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga;
j. menyiapkan bahan penyusunan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi pengelolaan farmamin;
k. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan     sesuai     dengan
fungsi  dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan  pelaksanaan   tugas   sebagai wujud pertanggungjawaban;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi dan Sistem Informasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
meliputi pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan sistem informasi kesehatan, dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Manusia , Pengembangan Organisasi dan Sistem Informasi Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pengembangan Organisasi Profesi dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
d. menyiapkan bahan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dalam rangka meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
e. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi dan penyelenggaraan izin praktik, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
f. menyiapkan bahan penerbitan izin praktek  dan izin kerja tenaga kesehatan;
g. menyiapkan bahan pembinaan lembaga pendidikan kesehatan dan organisasi profesi kesehatan;
h. menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan pengembangan aplikasi sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data dan penyusunan profil kesehatan;
i. menyiapkan bahan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi pengelolaan SDM Kesehatan, Pengembangan Organisasi Profesi dan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK);
j. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2.1.2 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kabupaten Cilacap.
Jumlah personil pada RSUD Cilacap sampai dengan  tahun 2022 sebanyak 822 yang terdiri dari Aparatur Sipul Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 406 orang dan  pegawai non PNS sebanyak 416 orang. Adapun Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap adalah sebagai berikut :
1. Direktur;
2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari :
1. Bagian  Program dan  Pengembangan,  terdiri  dari; a ) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan;
b ) Subbagian Hukum, Pendidikan, Penelitian dan Kerja Sama;
2. Bagian Keuangan, terdiri dari ;
a ) Subbagian  Anggaran  dan  Perbendaharaan; b ) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;
3. Bagian Umum, terdiri dari :
a ) Subbagian  Tata  Usaha,  Kepegawaian  dan  Humas; b ) Subbagian Rumah Tangga, Logistik dan Aset;
3. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, terdiri dari :
1. Bidang Pelayanan Medik;
a )  Seksi  Pelayanan  Medik Rawat  Jalan; b ) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
2. Bidang Pelayanan Keperawatan;
a ) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; b ) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik;
a ) Seksi Pelayanan Penunjang Medik Langsung;
b ) Seksi Pelayanan Penunjang Medik Tidak Langsung;
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Organisasi Pendukung
Gambar 2.2
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BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke
daerah sebagai bagiar integral dari pembangunan nasional;
bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan rencana strategis
pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan
berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan
pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran
melalui Perangkat Daecrah,;

bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-
2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan
berakhir pada bulan November 2022, maka Kepala Perangkat
Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;




2.1.3 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Majenang
Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor  116  tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis  Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, RSUD Majenang adalah UPTD Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Jumlah personil sampai dengan tahun 2022, RSUD Majenang sebanyak 430 orang (211 PNS; 219 Non PNS).
Untuk menyelenggarakan tugasnya RSUD Majenang mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Penyelenggaran pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan;
2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peninkgatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
5) Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Adapun Susunan organisasi RSUD Majenang adalah sebagai berikut:
1) Direktur
2) Bagian Umum
a. Kepala Bagian Umum
1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Kepala Sub Bagian Perencanaan
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
3) Bidang Pelayanan
a. Kepala Bidang Pelayanan
1) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap
2) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
4) Bidang Keperawatan
a. Kepala Bidang Keperawatan
1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan
2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap
5) Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal 4 ‘
Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perangkat

Daerah Tahun 2023-2026.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-
2026.
(2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6
(1) Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan
apabila RPD Tahun 2023-2026 mengalami perubahan.
(2) RPD dapat dilakukan perubahan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan tahun berjalan;

c. terjadi perubahan yang mendasar;

d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan,

kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah,
perubahan kebijakan nasional dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

pedoman perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026.
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(1) Tahapan penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap

tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD.
(2) Perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal ' HAR 2027

BUPATY] CILACAP,

TATTO Slé O PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 7§ HAR 2022 |

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 3 7
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2.2. Sumber Daya
Rincian Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, pejabat struktural dan fungsional tahun 2022 adalah sebagai berikut;
2.2.1 Sumber Daya Dinas Kesehatan Tahun 2022
Tabel 2.2.1.1 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Kesehatan Tahun 2022
	KUALIFIKASI
	ASN
	NON ASN

	PENDIDIKAN
	L
	P
	JUMLAH
	L
	P
	JUMLAH

	a
	S2
	11
	12
	23
	0
	1
	1

	b
	S1
	14
	20
	34
	12
	10
	22

	c
	D.IV
	0
	4
	4
	1
	1
	2

	d
	D.III
	11
	23
	34
	3
	3
	6

	e
	D.I
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	f
	SLTA
	1
	2
	3
	12
	1
	13

	g
	SLTP
	0
	0
	0
	3
	0
	3

	h
	SD
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PANGKAT GOLONGAN
	
	
	
	
	
	

	a
	Golongan IV
	10
	11
	21
	
	
	

	b
	Golongan III
	21
	44
	65
	
	
	

	c
	Golongan II
	6
	6
	12
	
	
	

	d
	Golongan I
	0
	0
	0
	
	
	

	PEJABAT STRUKTURAL
	
	
	0
	
	
	

	a
	Eselon II
	0
	1
	1
	
	
	

	b
	Eselon III
	4
	1
	5
	
	
	

	c
	Eselon IV
	0
	4
	4
	
	
	

	PEJABAT FUNGSIONAL
TERTENTU
	
	
	
	
	
	

	a
	Dokter Umum
	1
	0
	1
	
	
	

	b
	Dokter Gigi
	0
	0
	0
	
	
	

	c
	Apoteker
	0
	1
	1
	
	
	

	d
	Epidemiolog/
Adminkes/ Penyuluh
	8
	10
	18
	
	
	

	e
	Perawat Ahli
	0
	0
	0
	
	
	

	f
	Perawat Terampil
	0
	0
	0
	
	
	

	g
	Bidan
	0
	0
	0
	
	
	

	h
	Perawat Gigi
	0
	0
	0
	
	
	

	i
	Asisten Apoteker
	0
	2
	2
	
	
	

	j
	Sanitarian
	0
	1
	1
	
	
	


	k
	Nutrisionis Ahli
	0
	0
	0
	
	
	

	l
	Nutrisionis Terampil
	0
	1
	1
	
	
	

	m
	Pranata Laboratoriun
Kesehatan
	0
	5
	5
	
	
	

	n
	Radiografer
	0
	2
	2
	
	
	

	o
	Perekam Medis
	0
	0
	0
	
	
	


Sumber: SubBag. Umum Dinas Kesehatan Kab Cilacap
Tabel 2.2.1.2 Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan (Puskesmas) Tahun 2022
	NO
	JENIS SARANA PRASARANA
	JML
	KEADAAN TH 2022

	
	
	
	BAIK
	SEDANG
	RUSAK
	RUSAK BERAT

	1
	Puskemas
	38
	30
	5
	2
	1

	2
	Puskesmas
Pembantu
	74
	38
	24
	6
	6

	3
	Mobil
	97
	60
	20
	8
	9

	4
	Motor
	115
	50
	38
	11
	16


Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab Cilacap
Tabel 2.2.1.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Kesehatan Kab. Cilacap Tahun 2021
	N
o
	Nama/Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	1
	A.C. Split
	15
	9
	24

	2
	Air Polution Tester
	1
	-
	1

	3
	Alat Pemadam/Portable
	5
	2
	7

	4
	Alat Penghancur Kertas
	3
	2
	5

	5
	Alat Pengolah Air Limbah
	5
	-
	5

	6
	Alat Tenis Meja
	1
	-
	1

	7
	Amplifier
	3
	-
	3

	8
	Aquadestilator
	2
	-
	2

	9
	Autoclave
	1
	-
	1

	10
	Autoclave Table
	1
	-
	1

	11
	Automatic Dispenser
	1
	-
	1

	12
	B O D Meter
	2
	-
	2

	13
	Bacterial Colony Counter
	1
	-
	1

	14
	Bagan, Gambar (Diagram)
	1
	-
	1

	15
	Bangku Tunggu
	4
	1
	5

	16
	Blood Pressure Mater
	1
	-
	1

	17
	Botol Spesiman
	1
	-
	1


	N
o
	Nama/Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	18
	Brandkas
	2
	-
	2

	19
	Buret/Peralatan Titrasi
	1
	-
	1

	20
	Camera Electronic
	2
	-
	2

	21
	Camera Video
	9
	-
	9

	22
	Card Reader (Peralatan Mainframe)
	1
	-
	1

	23
	Carrying/Storage Case
	12
	-
	12

	24
	Cawan Porselin
	3
	-
	3

	25
	CCTV
	2
	-
	2

	26
	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)
	1
	-
	1

	27
	Centrifuge Heamatocrite
	2
	-
	2

	28
	Cervix Dilatator
	5
	-
	5

	29
	Chemistry Analyzer
	2
	-
	2

	30
	COD Meter
	1
	-
	1

	31
	Compact Disc
	1
	-
	1

	32
	Compact Disc Juke Box System
	1
	-
	1

	33
	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan)
	-
	1
	1

	34
	Corong
	6
	-
	6

	35
	CPU (Peralatan Personal Komputer)
	33
	11
	44

	36
	Crusses Tang
	2
	3
	5

	37
	Cryo Surgery
	1
	-
	1

	38
	Deep Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)
	1
	-
	1

	39
	Dental Chair
	1
	-
	1

	40
	Dispenser
	3
	1
	4

	41
	DVD Player
	1
	-
	1

	44
	Electro Cardiography (Alat
Kedokteran Umum)
	1
	-
	1

	45
	Electro Cardiography (Alat Kes. Kebidanan & Penyakit Kandungan)
	1
	-
	1

	46
	Emergency Kit
	6
	-
	6

	47
	Exhause Fan
	1
	-
	1

	48
	Facsimile
	1
	-
	1


	N
o
	Nama/Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	49
	Fermentor (Alat Laboratorium Pertanian)
	2
	-
	2

	50
	Filing Cabinet Besi
	4
	5
	9

	60
	Film Viewer
	1
	-
	1

	61
	Focusing Screen/Layar LCD Projector
	1
	-
	1

	62
	Fotometer
	1
	-
	1

	63
	Freezer (Alat Laboratorium
Pertanian)
	1
	-
	1

	64
	Freezer 70 Derajat C Centrifuge With Accesories
	-
	3
	3

	65
	General Purpose X-Ray Unit
	1
	-
	1

	66
	Global Positioning System
	1
	-
	1

	67
	Hand Counter
	1
	-
	1

	68
	Handy Cam
	-
	1
	1

	69
	Handy Talky (HT)
	1
	-
	1

	70
	Heamtology Analyzer
	2
	-
	2

	71
	Heating Air Incubator
	1
	-
	1

	72
	Hematology Analyzer ( Blood Cell
Counter )
	1
	-
	1

	73
	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)
	-
	1
	1

	74
	Iluminator
	1
	-
	1

	75
	Infantcare Centre
	1
	-
	1

	76
	Infrared Thermometer
	4
	-
	4

	77
	Jam Mekanis
	1
	-
	1

	78
	Kapal Motor
	-
	1
	1

	79
	Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art
Original)
	1
	-
	1

	80
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)
	4
	4
	8

	81
	Kipas Angin
	1
	10
	11

	82
	Kompor Gas (Alat Dapur)
	1
	4
	5

	83
	Kursi Besi/Metal
	4
	2
	6

	84
	Kursi Kayu
	3
	6
	9

	85
	Kursi Kerja Pegawai Non
Struktural
	2
	-
	2

	86
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II
	1
	-
	1

	87
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
	1
	-
	1

	88
	Kursi Lipat
	2
	5
	7

	89
	Kursi Putar
	11
	1
	12

	90
	Kursi Rapat
	4
	1
	5


	N
o
	Nama/Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	91
	Kursi Tamu
	2
	-
	2

	92
	laboratorium kearsipan lainnya (dst)
	4
	-
	4

	93
	Laboratory Emergency
Shower/Eyewash
	1
	-
	1

	94
	Labu Takar (Volumetrik) berbagai capasitas
	-
	1
	1

	95
	Lap Top
	13
	4
	17

	96
	Laryngoscope
	1
	-
	1

	97
	Layar Film/Projector
	2
	-
	2

	98
	LCD Monitor
	1
	-
	1

	99
	LCD Projector/Infocus
	1
	-
	1

	100
	Lemari Asam
	1
	-
	1

	101
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis
	8
	-
	8

	102
	Lemari Es
	10
	6
	16

	103
	Lemari Kaca
	6
	3
	9

	104
	Lemari Kayu
	2
	1
	3

	105
	Lemari Obat (Kaca)
	3
	-
	3

	106
	Lemari Steriil
	1
	-
	1

	107
	Loudspeaker
	5
	-
	5

	108
	Lux Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)
	1
	-
	1

	109
	Mainframe (Komputer Jaringan)
	3
	-
	3

	110
	Management dan Perkantoran
	1
	-
	1

	111
	Megaphone
	1
	-
	1

	112
	Meja 1/2 Biro
	6
	20
	26

	113
	Meja Kerja Besi/Metal
	1
	-
	1

	114
	Meja Kerja Kayu
	6
	2
	8

	115
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural
	5
	-
	5

	116
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
	10
	-
	10

	117
	Meja Ketik
	-
	6
	6

	118
	Meja Komputer
	28
	27
	55

	119
	Meja Makan Kayu
	-
	2
	2

	120
	Meja Panjang
	1
	-
	1

	121
	Meja Periksa Pasien
	1
	-
	1

	122
	Meja Rapat
	23
	-
	23

	123
	Meja Resepsionis
	1
	-
	1

	124
	Meja Tamu Biasa
	2
	-
	2

	125
	Meja Telepon
	-
	1
	1


	N
o
	Nama/Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	126
	Mesin Absensi
	1
	-
	1

	127
	Mesin Cuci
	1
	-
	1

	128
	Mesin Fogging
	4
	-
	4

	129
	Mesin Ketik Manual Portable (11-
13 Inci)
	-
	5
	5

	130
	Mesin Ketik Manual Standard (14- 16 Inci)
	-
	3
	3

	131
	Mesin Pemotong Biasa
	1
	-
	1

	132
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner
	1
	-
	1

	133
	Mesin Penghitung Uang
	1
	-
	1

	134
	Meubeleur lainnya
	217
	26
	243

	135
	Microphone
	15
	-
	15

	136
	Microphone/Boom Stand
	4
	-
	4

	137
	Microphone/Wireless MIC
	2
	-
	2

	138
	Microscope Monocular
	3
	-
	3

	139
	Microskop Binacular
	1
	-
	1

	140
	Middle Volume Air Sampler (Alat Laboratorium Hidrodinamika)
	1
	-
	1

	141
	Mikroskop
	6
	-
	6

	142
	Mobil Ambulance
	18
	-
	18

	143
	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat
	2
	-
	2

	144
	Mobil Workshop
	1
	-
	1

	145
	Modem
	39
	2
	41

	146
	Monitor
	13
	9
	22

	147
	Multi Channel Analyzer
	5
	-
	5

	148
	Nebulizer Perimeter (Anesthesi)
	1
	-
	1

	149
	Neraca Analitis
	1
	-
	1

	150
	Note Book
	46
	6
	52

	151
	Overhead Projector
	1
	-
	1

	152
	P.C Unit
	20
	-
	20

	153
	Papan Nama Instansi
	2
	-
	2

	154
	Papan Panel
	-
	28
	28

	155
	Papan Pengumuman
	-
	1
	1

	156
	Papan Visual/Papan Nama
	210
	-
	210

	157
	Penyemprot Mesin (Power
Sprayer)
	1
	-
	1

	158
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)
	1
	-
	1

	159
	Perahu Barang
	-
	3
	3

	160
	Peralatan Fitnes
	4
	-
	4


	N
o
	Nama/Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	161
	Peralatan Jaringan lainnya
	2
	-
	2

	162
	Peralatan Komputer lainnya
	3
	-
	3

	163
	Peralatan Personal Komputer
lainnya
	8
	14
	22

	164
	peralatan studio audio lainnya (dst)
	1
	-
	1

	165
	Pesawat Telephone
	2
	-
	2

	166
	Petri Dish
	30
	-
	30

	167
	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)
	3
	-
	3

	168
	PH Meter/Indicator And Lon Meter
	2
	-
	2

	169
	Pick Up
	9
	1
	10

	170
	Plotter (Peralatan Mainframe)
	1
	-
	1

	171
	Portable Generating Set
	10
	2
	12

	172
	Power Amplifier
	1
	-
	1

	173
	Printer (Peralatan Personal
Komputer)
	36
	2
	38

	174
	Pulse Oximeter
	2
	-
	2

	175
	Rak Besi
	4
	93
	97

	176
	Rak Kayu
	-
	103
	103

	177
	Reach In Frezzer
	-
	11
	11

	178
	recorder display lainnya (dst)
	-
	1
	1

	179
	Refrigerator
	16
	-
	16

	180
	Rotator
	4
	-
	4

	181
	Rotator Shaker (Alat Laboratorium Microbiologi)
	1
	-
	1

	182
	Router
	3
	-
	3

	183
	Scanner (Peralatan Mini
Komputer)
	1
	3
	4

	184
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)
	3
	-
	3

	185
	Server
	2
	-
	2

	186
	Seterika
	1
	-
	1

	187
	Sice
	2
	59
	61

	188
	Sirine (Proteksi Lingkungan)
	1
	-
	1

	189
	Slide Projector
	1
	-
	1

	190
	Slide Projector (Lapangan)
	-
	1
	1

	191
	Sofa
	4
	-
	4

	192
	Sound Level Meter (Alat
Kesehatan Matra Laut)
	1
	-
	1

	193
	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)
	1
	-
	1

	194
	Sound System
	-
	4
	4


	N
o
	Nama/Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	195
	Speaker Komputer
	1
	-
	1

	196
	Spectrophotometer
	3
	-
	3

	197
	Spirometer (Alat Kedokteran
Bagian Penyakit Dalam)
	-
	1
	1

	198
	Stabilisator
	1
	2
	3

	199
	Stationary Generating Set
	3
	-
	3

	200
	Sterilisator
	2
	-
	2

	201
	Stetoscope (Alat Kedokteran
Umum)
	6
	-
	6

	202
	Stopwatch
	-
	1
	1

	203
	Sumur Resapan
	1
	-
	1

	204
	Tabung 02
	2
	-
	2

	205
	Tabung Gas
	-
	5
	5

	206
	Tabung Reaksi
	301
	-
	301

	207
	Tanda Penghargaan Lain-lain
	16
	-
	16

	208
	Tangga Aluminium
	2
	-
	2

	209
	Telephone (PABX)
	1
	-
	1

	210
	Telephone Hybrid
	1
	4
	5

	211
	Televisi
	11
	3
	14

	212
	Tenda
	-
	1
	1

	213
	Tensimeter
	28
	-
	28

	214
	Terminal Board
	1
	-
	1

	215
	Termometer Standar
	-
	1
	1

	216
	Thermohygrometer (Alat Ukur
Universal)1
	1
	-
	1

	217
	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)
	3
	-
	3

	218
	Timbangan Badan (Alat
Kedokteran Umum)
	1
	-
	1

	219
	Timbangan Orang
	23
	7
	30

	220
	Tips Pipet Sesuai Ukuran
	5
	-
	5

	221
	Truck + Attachment
	1
	-
	1

	222
	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)
	1
	-
	1

	223
	TV Monitor
	-
	1
	1

	224
	Uninterruptible Power Supply
(UPS)
	4
	-
	4

	225
	Unit Power Supply
	1
	-
	1

	226
	Utility Trolly
	2
	9
	11

	227
	Vortex Mixer
	1
	-
	1

	228
	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)
	1
	-
	1


	N
o
	Nama/Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	229
	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)
	1
	-
	1

	230
	Wireless
	4
	-
	4


Sumber: Sekretariat Sub Bag Keuangan Dinas Kesehatan Kab Cilacap
2.2.2 
Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Tahun 2022
Tabel 2.2.2.1 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Pejabat Struktural dan Fungsional RSUD Cilacap Tahun 2022
	Kualifikasi
	L
	P
	Jumlah

	Jumlah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
	
	
	

	A. PNS
	
	
	

	Jumlah
pegawai
berdasarkan
kualifikasi
pendidikan
	
	
	406

	a) S2
	25
	2
	20
	45

	b) S1
	61
	77
	138

	c) D.IV
	10
	5
	15

	d) D.III
	43
	126
	169

	e) D.I
	
	2
	2

	f ) SLTA
	11
	21
	32

	g) SLTP
	2
	
	2

	h) SD
	3
	
	3

	Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan
golongan :
	
	
	406

	a) Golongan IV
	38
	31
	69

	b) Golongan III
	83
	161
	244

	c) Golongan II
	29
	59
	88

	d) Golongan I
	5
	
	5

	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
	
	
	

	Pejabat Struktural
	
	
	

	- Eselon II
	1
	
	1

	- Eselon III
	6
	1
	7

	- Eselon IV
	8
	4
	12

	Pejabat Fungsional Tertentu :
	
	
	

	a) Dokter Umum
	5
	10
	15

	b) Dokter Gigi
	1
	2
	3

	c)  Apoteker
	1
	3
	4

	d)  Epidemiolog/ Adminkes/ Penyuluh Kesmas
	
	1
	1

	e) Perawat Ahli
	9
	11
	20

	f)   Perawat Penyelia
	6
	21
	27


	Kualifikasi
	L
	
	P
	Jumlah

	g) Perawat Mahir
	5
	
	7
	12

	h) Perawat Terampil
	9
	11
	20

	i) Bidan
	
	40
	40

	j) Perawat Gigi
	1
	2
	3

	k) Asisten Apoteker
	2
	3
	5

	l)  Sanitarian
	1
	3
	4

	m) Nutrisionis Ahli
	1
	1
	2

	n) Nutrisionis Penyelia
	
	2
	2

	o) Nutrisionis Terampil
	
	3
	3

	p) Pranata Lab.Kesehatan
	3
	8
	11

	q) Radiografer
	7
	7
	14

	r)  Perekam Medis
	2
	9
	11

	Pejabat Fungsional Umum
	33
	48
	81

	
	
	
	

	B. NON PNS
	
	
	

	Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan
	
	
	416

	a) S2
	4
	
	4

	b) S1
	43
	44
	87

	c) D.IV
	
	3
	3

	d) D.III
	63
	96
	159

	e) D.II
	
	
	1

	f) D.I
	2
	1
	3

	g) SLTA
	108
	30
	138

	h) SLTP
	12
	2
	14

	i) SD
	8
	
	8

	Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi profesi
	
	
	

	a) Dokter Umum
	
	3
	3

	b) Dokter Gigi
	
	
	

	c) Apoteker
	1
	5
	6

	d) Epidemiolog/ Adminkes/ Penyuluh Kesmas
	
	1
	1

	e) Pelaksana THL
	
	1
	1

	f)  Perawat Ahli
	16
	13
	29

	g) Perawat Terampil
	38
	37
	75

	h) Bidan
	
	23
	23

	i) Terapis Gigi dan Mulut
	1
	
	1

	j) Asisten Apoteker
	14
	11
	25

	k) Sanitarian
	
	
	

	l) Nutrisionis Ahli
	
	
	

	m) Nutrisionis Terampil
	
	1
	1

	n) Pranata Lab.Kesehatan
	2
	4
	6

	o) Radiografer
	
	
	

	p) Perekam Medis
	3
	8
	11

	q)  Administrasi
	35
	45
	80

	
	
	
	


Sumber: SubBag. Umum Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kab Cilacap
Tabel 2.2.2.2 Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana RSUD Cilacap Tahun 2022
	No
	Nama/Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	
	
	Baik
	Rusak
	

	1
	Ac Split
	406
	-
	406

	2
	Kipas Angin
	154
	102
	256

	3
	Exhouse Fan
	-
	-
	119

	4
	Alat-alat Besar
	-
	-
	2

	5
	Alat Keselamatan Kerja
	-
	-
	4

	6
	Peralatan Olah Raga
	20
	6
	26

	7
	Alat-Alat Angkutan
	71
	11
	82

	8
	Alat Bengkel dan Alat
Ukur
	30
	6
	36

	9
	Alat Pertanian
	40
	8
	48

	10
	Alat Kantor & Rumah
Tangga
	6.224
	175
	6.399

	11
	Alat Studio dan Komunikasi
	90
	11
	101

	12
	Alkes & Kedokteran
	3.771
	262
	4033

	13
	Alat Laboratorium
	441
	25
	466

	14
	Alat Persenjataan
	-
	-
	2

	15
	Bangunan Gedung
	85
	3
	88

	16
	Monumen
	-
	-
	7

	17
	Tugu Titik Kontrol
	-
	-
	1

	18
	Jalan dan Jembatan
	-
	-
	4

	19
	Bangunan Air
	-
	-
	5

	20
	Instalasi
	15
	2
	17

	21
	Jaringan
	-
	-
	32

	22
	Buku dan Perpustakaan
	94
	6
	100

	23
	Komputer
	274
	10
	284

	24
	Laptop / Note Book
	99
	2
	101

	25
	Printer
	161
	8
	169

	26
	Scanner
	-
	-
	36

	27
	Kotak Saran
	-
	-
	23

	28
	Tempat Sampah
	
	
	

	
	-
Infeksius
	-
	-
	173

	
	-
Non Infeksius
	-
	-
	345


Sumber: SubBag. Umum Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kab Cilacap
2.2.3 Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Th 2022
Tabel 2.2.3.1 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Pejabat Struktural dan Fungsional RSUD Majenang Tahun 2022
	
	KUALIFIKASI
	ASN
	NON ASN

	
	PENDIDIKAN
	L
	P
	JUMLAH
	L
	P
	JUMLAH

	a
	S2
	10
	6
	16
	-
	5
	5

	b
	S1
	40
	33
	73
	32
	22
	54

	c
	D.IV
	6
	5
	11
	2
	-
	2

	d
	D.III
	28
	57
	85
	30
	77
	107

	e
	D.I
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	f
	SLTA
	10
	4
	14
	32
	15
	47

	g
	SLTP
	2
	-
	2
	4
	-
	4

	h
	SD
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	PANGKAT GOLONGAN
	
	
	
	
	
	

	a
	Golongan IV
	11
	11
	22
	-
	-
	-

	b
	Golongan III
	61
	67
	128
	-
	-
	-

	c
	Golongan II
	24
	28
	52
	-
	-
	-

	d
	Golongan I
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	e
	Golongan VII
	1
	7
	8
	-
	-
	-

	PEJABAT STRUKTURAL
	
	
	
	
	
	

	a
	Eselon II
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	b
	Eselon III
	3
	-
	3
	-
	-
	-

	c
	Eselon IV
	7
	-
	7
	-
	-
	-

	PEJABAT FUNGSIONAL
TERTENTU
	
	
	
	
	
	

	a
	Dokter Umum
	5
	8
	13
	2
	1
	3

	b
	Dokter Gigi
	-
	3
	3
	-
	-
	-

	c
	Apoteker
	2
	3
	5
	1
	2
	3

	d
	Epidemiolog/ Adminkes/
Penyuluh
	-
	2
	2
	-
	-
	-

	e
	Perawat Ahli
	24
	17
	41
	21
	9
	30

	f
	Perawat Terampil
	16
	19
	35
	22
	31
	53

	g
	Bidan
	-
	14
	14
	-
	18
	18

	h
	Perawat Gigi
	-
	2
	2
	-
	1
	1

	i
	Asisten Apoteker
	2
	4
	6
	1
	9
	10

	j
	Sanitarian
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	k
	Nutrisionis Ahli
	-
	2
	2
	-
	-
	-

	l
	Nutrisionis Terampil
	-
	4
	4
	-
	-
	-

	m
	Pranata Laboratoriun
Kesehatan
	1
	3
	4
	3
	4
	7

	n
	Radiografer
	1
	5
	6
	-
	1
	1

	o
	Perekam Medis
	2
	3
	5
	3
	5
	8

	p
	Administrasi
	
	
	
	10
	21
	31


	
	KUALIFIKASI
	ASN
	NON ASN

	
	PENDIDIKAN
	L
	P
	JUMLAH
	L
	P
	JUMLAH

	q
	Supir
	
	
	
	1
	-
	1

	r
	Pramugari
	
	
	
	-
	1
	1


Sumber: RSUD Majenang Kab Cilacap
Tabel 2.2.3.2 Jumlah dan Kondisi Sarana dan  Prasarana  RSUD Cilacap Tahun 2022
	JENIS SARANA DAN
PRASARANA
	TAHUN 2022

	MOBIL :
	

	BAIK
	9

	SEDANG
	4

	RUSAK
	

	RUSAK BERAT
	

	MOTOR :
	

	BAIK
	2

	SEDANG
	1

	RUSAK
	

	RUSAK BERAT
	

	SARANA DAN PRASARANA
LAINNYA
	

	Peralatan kesehatan/kedokteran/penunjang medik, gedung, tanah dan
jaringan
	

	BAIK
	3.650

	SEDANG
	104

	RUSAK
	

	RUSAK BERAT
	504


Sumber: BLUD RSUD Majenang Kab Cilacap Tahun 2022
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, RSUD Cilacap dan RSU Majenang
a.
Pelayanan Kesehatan Dasar
Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan kesehatan Tahun 2017- 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3.1.1
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	No
	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD
	Satua n
	Tar get SP M
	Target indika- tor lain nya
	Target renstra
Dinas Kesehatan Kab. Cilacap
	Realisasi capaian
	Rasio capaian

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	A
	INDIKATOR TUJUAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Indek Keluarga Sehat
	%
	
	
	0,069
	0,070
	0,075
	0,08
	0,085
	0,09
	0,069
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	171,4
	160,0
	150,
	141,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	00
	00
	

	2.
	Nilai AKIP
	Nilai
	
	
	65,76
	66
	66,2
	66,4
	66,6
	66,8
	65,76
	75,53
	75,94
	75,94
	76,03
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	114,4
	114,7
	114,
	114,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4
	1
	37
	16
	

	B
	INDIKATOR SASARAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Cakupan deteksi ibu hamil resiko tinggi
	%
	
	
	20,62
	20,6
	20,4
	20,3
	20,2
	20
	20,62
	22,64
	22,74
	20
	20
	-
	100,0
0
	90,10
	88,53
	101,
48
	100,
99
	

	2.
	Angka kematian nenonatal
	Per 1000
KH
	
	
	3,7
	3,7
	3,6
	3,5
	3,4
	3,3
	3,7
	3,6
	3,57
	3,71
	3,2
	-
	100,0
0
	102,7
0
	100,8
3
	94,0
0
	105,
88
	

	3.
	Persentase pelayanan
	%
	
	
	38,3
	100
	100
	100
	100
	100
	38,3
	39,9
	23,31
	28,82
	67,64
	-
	
	
	
	
	
	

	
	kesehatan pada usia produktif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
0
	39,90
	23,31
	28,8
2
	67,6
4
	

	4..
	Tingkat kematian karena
	Per
	
	
	2,7
	2
	1,95
	1,9
	1,85
	1,8
	2,7
	2,50
	4,83
	4,27
	5,96
	-
	
	
	
	
	
	

	
	tuberkulosis
	100.00
0
pendud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
0
	125,0
0
	247,6
9
	224,
74
	322,
16
	

	
	
	uk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image43.png]Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sesuai dengan
kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026
disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Cilacap. Diharapkan Renstra ini dapat
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Kabupaten Cilacap.

Cilacap, Maret 2022

KEPALA DINAS KEHATAN
KAB TEN CILACAP

U

dr. PRAMESTI ANA DEWI, M.Kes. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1964%128 199103 2 003

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARITY PAMUJI

D ]
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP 2023 - 2026 VIII-2




	5.
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
	%
	
	
	0,06
	0,07
	0,08
	0,09
	0,1
	0,11
	0,06
	0,01
	0,083
	0,09
	0,09
	-
	100,0
0
	14,29
	103,7
5
	100,
00
	90,0
0
	

	6.
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100,0
0
	100,0
0
	100,0
0
	100,
00
	100,
00
	

	7.
	Prosentase bayi
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	91,46
	103
	69,94
	-
	
	
	
	
	
	

	
	mendapat imunisasi dasar lengkap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
0
	100,0
0
	91,46
	103,
00
	69,9
4
	

	8.
	Persentase Puskesmas
	%
	
	
	55,26
	100
	100
	100
	100
	100
	55,26
	97,44
	97,44
	97,44
	97,44
	-
	
	
	
	
	
	

	
	dan Labkesda yang telah terakreditasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
0
	97,44
	97,44
	97,4
4
	97,4
4
	

	9..
	Cakupan
	%
	
	
	12
	12
	15
	20
	22
	25
	12
	11,2
	19,71
	19,72
	19,72
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
0
	93,33
	131,4
0
	98,6
0
	89,6
4
	

	10..
	Persentase balita
	%
	
	
	22
	21
	20
	19
	18
	17
	22
	5,3
	4,86
	4,94
	3,62
	-
	
	
	
	
	
	

	
	pendek/ sangat pendek (stunting)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
0
	174,7
6
	175,7
0
	174,
00
	179,
89
	

	11.
	Persentase penduduk
	%
	
	
	65,48
	75
	80
	85
	90
	95
	65,48
	78,51
	76,91
	75,96
	76,33
	-
	
	
	
	
	
	

	
	yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
0
	104,6
8
	96,14
	89,3
6
	84,8
1
	

	12
	Persentase desa atau
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	94
	95,1
	95,07
	100
	-
	
	
	
	
	
	

	
	kelurahan yang melaksanakan STBM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
0
	94,00
	95,10
	95,0
7
	100,
00
	

	13
	Nilai IKM
	Nilai
	
	
	77
	77
	77
	78
	78
	79
	77
	78,53
	96,88
	83,44
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	101,9
	125,8
	106,
	108,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	9
	2
	97
	85
	

	C
	INDIKATOR PROGRAM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1..
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
	Per 1000 KH
	
	
	6,32
	6,3
	6,3
	6,25
	6,25
	6
	6,32
	5,066
	6,58
	5,37
	6,39
	-
	100,0
0
	119,5
9
	95,56
	114,
08
	97,7
6
	

	2.
	Persentase ketersediaan obat kesehatan sesuai dengan kebutuhan
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	98,37
	99,92
	85,00
	-
	100,0
0
	100,0
0
	98,37
	99,9
2
	85,0
0
	

	3.
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
	%
	
	
	1,626
	2,16
	2,15
	2,14
	2,13
	2,12
	1,626
	2,99
	2,83
	1,91
	7,86
	-
	100,0
0
	61,57
	68,37
	110,
75
	- 169,
01
	

	4.
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
	%
	
	
	42,4
	43
	44
	45
	46
	47
	42,4
	51,06
	48,67
	27,78
	46,64
	-
	100,0
0
	118,7
4
	110,6
1
	61,7
3
	101,
39
	

	5.
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
	%
	
	
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	75
	75,97
	79
	84,23
	85,75
	-
	100,0
0
	99,96
	102,6
0
	107,
99
	108,
54
	

	6.
	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	80,28
	-
	100,0
0
	100,0
0
	100,0
0
	100,
00
	80,2
8
	

	7.
	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD (setingkat) dan SMP (setingkat)
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	99,47
	99,46
	99,45
	-
	100,0
0
	100,0
0
	99,47
	99,4
6
	99,4
5
	

	8.
	Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting)
	%
	
	
	22
	21
	20
	19
	18
	17
	22
	5,62
	4,86
	4,94
	3,62
	-
	100,0
0
	173,2
4
	175,7
0
	174,
00
	179,
89
	

	9.
	Persentase balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi
	%
	
	
	20,68
	18,5
	18
	17,5
	17
	16,5
	20,68
	5,17
	5,93
	5,16
	5,31
	-
	100,0
0
	172,0
5
	167,0
6
	170,
51
	168,
76
	

	10.
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100,0
0
	100,0
0
	100,0
0
	100,
00
	100,
00
	


	11.
	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
	%
	
	
	51
	51
	52
	53
	54
	55
	51
	55,85
	62,78
	62,91
	68,65
	-
	100,0
0
	109,5
1
	120,7
3
	118,
70
	127,
13
	

	12.
	Persentase ibu hamil mengalami KEK
	%
	
	
	11,53
	8,8
	8,8
	8,8
	8,75
	8,75
	11,53
	11,36
	12,82
	11,26
	9,35
	-
	100,0
0
	70,91
	54,20
	72,0
5
	93,1
4
	

	13.
	Persentase kecamatan bebas rawan gizi
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100,0
0
	100,0
0
	100,0
0
	100,
00
	100,
00
	

	14.
	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll)
	%
	
	
	79
	79
	80
	81
	82
	83
	79
	79
	81,04
	81,04
	82,12
	-
	100,0
0
	100,0
0
	101,3
0
	100,
05
	100,
15
	

	15.
	Cakupan Desa/ kelurahan  Universal Child Immunization (UCI)
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	44,72
	-
	100,0
0
	100,0
0
	100,0
0
	100,
00
	44,7
2
	

	16.
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/ Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100,0
0
	100,0
0
	100,0
0
	100,
00
	100,
00
	

	17.
	Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) (CNR)
	Per 100.00
0
pendud uk
	
	
	164
	174
	184
	194
	204
	214
	164
	212
	218
	129,`
	125,1
	-
	100,0
0
	121,8
4
	118,4
8
	66,4
9
	61,3
2
	

	18.
	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral
	%
	
	
	44
	56
	65
	70
	75
	80
	44
	86,24
	69,10
	100
	61,8
	-
	100,0
0
	154,0
0
	106,3
1
	142,
86
	82,4
0
	

	19.
	Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk
	Per 1000
pendud u
	
	
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,019
	0,019
	0,02
	0,027
7
	0,018
	0,005
	0,005
11
	-
	100,0
0
	61,50
	110,0
0
	175,
00
	173,
11
	


	20.
	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)
	Per 100000
	
	
	17,5
	25
	24
	23
	22
	21
	17,5
	7,38
	24,1
	25,71
	24,31
	-
	100,0
0
	170,4
8
	99,58
	88,2
2
	89,5
0
	

	21.
	Jumlah kasus leptospirosis (dan zoonosis lainnya)
	kasus
	
	
	38
	42
	43
	44
	45
	46
	38
	32
	11
	34
	0
	-
	100,0
0
	76,19
	25,58
	77,2
7
	0,00
	

	22.
	Cakupan Kanker Serviks
	%
	
	
	18
	25
	25
	30
	30
	35
	18
	2,41
	7,47
	12,14
	4,26
	-
	100,0
0
	9,64
	29,88
	40,4
7
	14,2
0
	

	23.
	Cakupan DM
	%
	
	
	21,25
	100
	100
	100
	100
	100
	21,25
	20,52
	82,71
	71,39
	95,13
	-
	100,0
0
	20,52
	82,71
	71,3
9
	95,1
3
	

	24.
	Cakupan Hipertensi
	%
	
	
	11,6
	100
	100
	100
	100
	100
	11,6
	12,23
	47,09
	59,39
	47,88
	-
	100,0
0
	12,23
	47,09
	59,3
9
	47,8
8
	

	25.
	Rasio Posbindu
	%
	
	
	14
	30
	35
	35
	40
	45
	14
	51,06
	99,65
	100
	100
	-
	100,0
0
	170,2
0
	284,7
1
	285,
71
	250,
00
	

	26.
	Persentase Puskesmas dan Labkesda yang telah terakreditasi
	%
	
	
	55,26
	100
	100
	100
	100
	100
	55,26
	97,44
	97,44
	97,44
	97,44
	-
	100,0
0
	97,44
	97,44
	97,4
4
	97,4
4
	

	27.
	Rasio puskesmas per satuan penduduk
	Per satuan pendud uk
	
	
	0,64
	0,64
	0,65
	0,66
	0,67
	0,68
	0,64
	0,64
	0,591
	0,59
	0,582
3
	-
	100,0
0
	100,0
0
	90,92
	89,3
9
	86,9
1
	

	28.
	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai
	%
	
	
	46,5
	54
	62
	71
	82
	94
	46,5
	54,39
	76,29
	89,92
	88,12
	-
	100,0
0
	100,7
2
	123,0
5
	126,
65
	107,
46
	

	29.
	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan
	%
	
	
	65,48
	75
	80
	85
	90
	95
	65,48
	78,51
	76,91
	75,96
	76,33
	-
	100,0
0
	104,6
8
	96,14
	89,3
6
	84,8
1
	


	30.
	Cakupan pelayanan anak balita
	%
	
	
	84,76
	100
	100
	100
	100
	100
	84,76
	84,97
	83,36
	80,63
	83,98
	-
	100,0
0
	84,97
	83,36
	80,6
3
	83,9
8
	

	31.
	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Usila
	%
	
	
	60
	100
	100
	100
	100
	100
	60
	60,75
	68,22
	62,88
	58,43
	-
	100,0
0
	60,75
	68,22
	62,8
8
	58,4
3
	

	32.
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	%
	
	
	99.95
	100
	100
	100
	100
	100
	99.95
	99,92
	99,96
	99,94
	99,95
	-
	100,0
0
	99,92
	99,96
	99,9
4
	99,9
5
	

	33.
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
	%
	
	
	94,85
	100
	100
	100
	100
	100
	94,85
	94,75
	94,51
	95,84
	95,06
	-
	100,0
0
	94,75
	94,51
	95,8
4
	95,0
6
	

	34.
	Cakupan pelayanan nifas
	%
	
	
	97,69
	97,75
	97,85
	97,95
	98
	98
	97,69
	98,01
	98,09
	98,66
	98,08
	-
	100,0
0
	100,2
7
	100,2
5
	100,
72
	100,
08
	

	35.
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
	%
	
	
	105,8
	100
	100
	100
	100
	100
	105,8
	100
	100
	100
	100
	-
	100,0
0
	100,0
0
	100,0
0
	100,
00
	100,
00
	

	36.
	Cakupan balita pnemonia yang ditangani
	%
	
	
	16,73
	30
	35
	40
	45
	50
	16,73
	29,63
	30,74
	21,33
	24,21
	-
	100,0
0
	98,77
	87,83
	53,3
3
	53,8
0
	

	37.
	Cakupan Desa ODF (%ODF)
	%
	
	
	10,2
	30
	70
	80
	90
	100
	10,2
	11,27
	12.32
	27,11
	58,45
	-
	100,0
0
	37,57
	17,60
	33,8
9
	64,9
4
	

	38
	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk
	Per 1000
pendud uk
	
	
	0,004
8
	0,004
8
	0,005
2
	0,005
2
	0,005
5
	0,005
5
	0,004
8
	0,005
9
	0,006
2
	0,006
2
	0,007
	-
	100,0
0
	122,9
2
	119,2
3
	119,
23
	127,
27
	

	39
	Cakupan Puskesmas Rawat Inap
	unit
	
	
	21
	21
	27
	30
	31
	34
	21
	21
	22
	21
	24
	-
	100,0
0
	100,0
0
	81,48
	70,0
0
	77,4
2
	


	40
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
	%
	
	
	99,94
	100
	100
	100
	100
	100
	99,94
	98,22
	98,71
	99,22
	99,27
	-
	100,0
0
	98,22
	98,71
	99,2
2
	99,2
7
	

	41
	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	88,63
	90,78
	96,73
	-
	100,0
0
	100,0
0
	88,63
	90,7
8
	96,7
3
	

	42.
	Masyarakat terlindungi dari produk farmasi, makanan minuman yang tidak memenuhi syarat
	%
	
	
	60
	60
	62
	65
	70
	70
	60
	56,90
	62,15
	72,66
	68,61
	-
	100,0
0
	94,83
	100,2
4
	111,
78
	98,0
1
	

	43.
	Cakupan temuan makanan yang mengandung zat adiktif berbahaya
	%
	
	
	40
	40
	40
	45
	45
	50
	40
	25
	40
	46,58
	39,75
	-
	100,0
0
	62,50
	100,0
0
	103,
51
	88,3
3
	

	44.
	Angka penemuan kasus kusta baru yang ditatalaksana sesuai standar
	kasus
	
	
	38
	42
	43
	44
	45
	46
	38
	46
	
	16
	20,00
	-
	100,0
0
	109,5
2
	0,00
	36,3
6
	44,4
4
	

	45.
	Prosentase  populasi rawan ( WPS, Waria, LSL, Napi dll ), nakes dan Ibu Hamil mendapatkan tes dan pengobatan Hepatitis
	%
	
	
	Na
	40
	50
	60
	70
	80
	Na
	47,04
	21,75
	49,38
	31,12
	-
	#VAL UE!
	117,6
0
	43,50
	82,3
0
	44,4
6
	

	46.
	Puskesmas yang melaksanakan dana Operasional sesuai peruntukkannya
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100,0
0
	100,0
0
	100,0
0
	100,
00
	100,
00
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	No
	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD
	Satuan
	Target
	Target indika- tor lain nya
	Target renstra
Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kab.
Cilacap
	Realisasi capaian
	Rasio capaian

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	A
	INDIKATOR TUJUAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pencapaian SPM
Kesehatan
	%
	85
	
	82,2
	85
	85
	85
	85
	85
	82,2
	80
	80
	70
	
	
	100
	94.11
	94.11
	82.35
	
	

	B
	INDIKATOR SASARAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Point
	80
	
	74,62
	80
	80
	80
	80
	80
	74,62
	80
	80
	79.18
	80,29
	
	100
	100
	100
	98.97
	100.3
	

	2.
	NDR (Net
Death Rate)
	Per Mill
	18
	
	18,89
	20
	20
	18
	18
	18
	18,89
	19,98
	17,7
	22,98
	35,74
	
	100
	99.9
	98.3
	127.5
	198.5
	

	C
	INDIKATOR PROGRAM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1..
	BOR (Bed
Occupancy Ratio)
	%
	65
	
	62,91
	65
	65
	65
	67
	70
	62,91
	54,26
	63,17
	40,91
	43,51
	
	100
	83.47
	97.18
	163.7
	153.9
	

	2.
	AVLOS (Average Length of Stay)
	Hari
	3,5
	
	3,33
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,33
	3,25
	3,35
	3,34
	4,05
	
	100
	107.6
	95.7
	95.4
	115.7
	


	3.
	GDR (Gross Date Rate)
	Per mill
	36
	
	36,15
	37
	37
	36
	35
	35
	36,15
	38,85
	40,70
	50,46
	69,62
	
	100
	105
	110
	144
	198.9
	

	4.
	TOI (Turn Over Interval)
	hari
	3
	
	1,96
	3
	3
	3
	3
	3
	1,96
	2,74
	1,95
	4,83
	5,57
	
	100
	91.3
	65
	161
	185.6
	

	5.
	BTO (Bed Turn Over)
	kali
	50
	
	68,99
	50
	50
	50
	50
	50
	68,99
	61,01
	68,8
	44,77
	38,98
	
	100
	122
	137.6
	89.54
	77.96
	

	6.
	Nilai Akreditasi (KARS)
	nilai
	80
	
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	85,49
	85,49
	85,49
	
	100
	100
	106.8
	106.8
	106.8
	

	7.
	Persentase Penduduk yang memanfaatkan RS
	%
	9,33
	
	
	
	
	9.33
	9.33
	9.33
	
	
	
	7,58
	7,67
	
	
	
	
	81.2
	82.2
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	No
	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD
	Satu an
	Target SPM
	Target indika- tor lain nya
	Target Renstra
	Realisasi capaian
	Rasio capaian

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	INDIKATOR TUJUAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nilai Akreditasi
	nilai
	
	
	86
	87
	88
	89
	92
	85
	85
	85
	85
	85
	98,84
	97,70
	96,59
	95,51
	92,39

	B
	INDIKATOR SASARAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Persentase Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit
	%
	
	
	3,92
	4,11
	4,31
	4,41
	4,54
	3,7
	3,97
	2,73
	2,66
	3
	94,39
	96,59
	63,34
	60,32
	66,08

	
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	nilai
	
	
	80,73
	82,34
	83,95
	84,65
	87,17
	82,26
	82,52
	85,92
	86,13
	86,34
	101,90
	100,22
	102,35
	101,75
	99,05

	C
	INDIKATOR PROGRAM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nilai Akreditasi
	nilai
	
	
	86
	87
	88
	89
	92
	85
	85
	85
	85
	90
	98,84
	97,70
	96,59
	95,51
	97,83

	
	Persentase Penduduk yang memanfaatkan RS
	%
	
	
	3,92
	4,11
	4,31
	4,41
	4,54
	3,7
	3,97
	2,73
	2,66
	3
	94,39
	96,59
	63,34
	60,32
	66,08

	
	Bed Occupancy Ratio (BOR)
	%
	
	
	73,5
	73,15
	72,25
	71,65
	70,25
	73,94
	82,8
	52,8
	49,85
	60
	100,60
	113,19
	73,08
	69,57
	85,41

	
	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan
	bln
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IKM
	nilai
	
	
	80,73
	82,34
	82,8
	85,56
	87,17
	82,26
	82,52
	85,92
	86,13
	86,34
	101,90
	100,22
	103,77
	100,67
	99,05

	
	AVLOS
	hari
	
	
	3,2
	3,15
	3,05
	3,01
	3
	3,5
	3,4
	3,5
	3,2
	3
	109,38
	107,94
	114,75
	106,31
	100,00

	
	GDR
	permil
	
	
	36,35
	36,1
	35,75
	35,45
	35,2
	35
	29,5
	37
	58
	35
	103,86
	122,37
	96,62
	61,12
	99,43

	
	NDR
	permil
	
	
	17,75
	17,65
	17,5
	17,3
	17,2
	14,9
	18,5
	23,6
	33,45
	22
	119,13
	95,41
	74,15
	51,72
	127,91

	
	TOI
	hari
	
	
	1,65
	1,85
	2,05
	2,45
	2,55
	0,4
	0,7
	3,4
	3,3
	3
	24,24
	37,84
	165,85
	134,69
	117,65

	
	BTO
	kali
	
	
	73,69
	74,14
	74,25
	74,75
	75,05
	78,2
	89,1
	55,4
	56,6
	56,6
	106,12
	120,18
	74,61
	75,72
	75,42


Berdasarkan tabel 2.3.1.1 Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, terdapat 61 indikator yang termasuk dalam indikator Renstra  tahun 2017 – 2022, dimana terdiri dari dua indikator tujuan, 13 indikator sasaran dan 46 indikator program. Sampai dengan tahun 2021 untuk indikator tujuan sejumlah 2 indikator sudah semua  memenuhi target, dua indikator tersebut adalah Indeks Keluarga Sehat dan Nilai AKIP.
Indikator sasaran sejumlah 13 indikator yang mencapai  target ada 11 indikator dan yang belum mencapai target ada 2 Indikator (indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif dan Tingkat kematian karena tuberkulosis). Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif capaian masih belum mencapai target, beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu tahun 2021 pelaksanaan Posbindu belum maksimal karena kendala Pandemi COVID jadi harus mematuhi prokes dan bersamaan dengan adanya vaksin covid. Tingkat Kematian karena Tuberkulosis belum mencapai target, beberapa hal yang menjadi penghambat adalah meningkatnya penyakit komorbit, dampak pandemic menyebabkan pasien terlambat pengobatan sehingga pasien datang dengan kerusakan paru yang lebih luas. Bertambahnya MDR (Multi Drug Resistant).
Indikator program sejumlah 46 indikator yang mencapai target sejumlah 37 indikator dan 9 indikator yang belum mencapai target (indikator yang belum mencapai target yaitu Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Jumlah kasus leptospirosis (dan zoonosis lainnya), Cakupan Kanker Serviks, Proporsi Cakupan Pemeriksaan Usila, Cakupan balita pnemonia yang ditangani, Cakupan Desa ODF (%ODF), Angka penemuan kasus kusta baru yang ditatalaksana sesuai standar, Prosentase populasi rawan ( WPS, Waria, LSL, Napi dll ), nakes dan Ibu Hamil mendapatkan tes dan pengobatan Hepatitis).
Indikator program yang belum memenuhi syarat ada 9 indikator yaitu yang pertama adalah Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, capaian sebesar 7,86% dari target 2,13%, hal ini penghambatnya adalah Masyarakat datang ke fasilitas pelayanan
kesehatan dalam keadaan sedang/berat. Indikator kedua adalah Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan capaian 69,72% dari target 100%, hal ini penyebabnya antara lain Terbatasnya logistik imunisasi khususnya IPV (stok IPV baru ada  di bulan Oktober), Distribusi vaksin dan BMHP untuk pelayanan imunisasi dasar dari pemerintah pusat ke daerah tersendat, karena adanya pandemi Covid -19. Indikator ketiga adalah Jumlah kasus leptospirosis (dan zoonosis lainnya) capaian sebesar 34 kasus  dengan  target  50 kasus, penyebabnya antara lain faktor keterlambatan penderita leptosirosis melakukan pencarian pengobatan, masih banyak kasus leptosirosis yang tidak terlaporkan karena sulitnya diagnostik klinis dan mahalnya alat diagnostic. Indikator keempat adalah Cakupan Kanker Serviks, capaian sebesar 4,26 dari target 30%, penyebabnya  adalah masih adanya keengganan karena rasa malu pada wanita usia subur sebagai kelompok dengan resiko kanker serviks untuk mengikuti pemeriksakan kanker serviks secara dini melalui IVA test, dan keengganan karena IVA test sudah tidak ditanggung BPJS Kesehatan, Indikator ke lima adalah Proporsi Cakupan Pemeriksaan Usila capaian sebesar 67,23% dari target sebesar 100%, penyebabnya adalah Pandemi Covid – 19 yang belum berakhir, posyandu  lansia  sempat  terhenti karena lansia merupakan kelompok resti dan kegiatan posyandu baru berjalan kembali di bulan September, petugas fokus pada percepatan Vaksin. Indikator ke enam adalah Cakupan balita pnemonia yang ditangani, capaiannya sebesar 37,28 dari target 45%, hal ini penyebabnya antara lain penurunan kunjungan balita sakit di puskesmas di masa pandemi covid -19 sehingga penemuan Pneumonia balita masih rendah, Alat penghitung nafas terbatas (Ari Sound Timer). Indikator ke tujuh adalah Cakupan Desa ODF (%ODF), capaiannya sebesar 58,4% dari target 90%, penyebabnya antara lain Tim STBM di tingkat kabupaten/kecamatan/desa belum bekerja secara optimal dalam rangka verifikasi desa ODF mengingat masih adanya pandemic Covid-19. Indikator kedelapan adalah Angka penemuan kasus kusta baru yang ditatalaksana sesuai standar, pencapaiannya sebesar 20  kasus  dari target sebesar 40 kasus, penyebabnya antara lain penyakit kusta menjadi penyakit tropis yang terabaikan (neglected diseases),
Masyarakat belum mengetahui gejala dan tanda penyakit kusta dimana gejala dan tanda awal kusta menyerupai jenis penyakit kulit  dan  tanda gejala penyakit yang lain, Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga ahli dimana hanya ada satu dokter spesialis kulit di Kabupaten Cilacap, dan kurangnya ketrampilan tenaga kesehatan  di  puskesmas  dalam mendiagnosa kusta.  Indikator  yang  kesembilan  adalah  Prosentase populasi rawan ( WPS, Waria, LSL, Napi dll ), nakes dan Ibu Hamil mendapatkan  tes  dan  pengobatan  Hepatitis),  capaian  sebesar  66,13% dari target 70%, penyebabnya  adalah  Adanya  vaksinasi  Covid-19  di tingkat puskesmas, sehingga tenaga kesehatan terkonsentrasi pada percepatan pelayanan vaksinasi Covid-19, Adanya vaksinasi Covid-19 di tingkat puskesmas, sehingga tenaga kesehatan terkonsentrasi pada percepatan  pelayanan  vaksinasi  Covid-19,   sulitnya   mencari   sasaran pada kelompok populasi rawan, mengingat belum semua sasaran pada kelompok rawan terbuka pada pelayanan public.
Total dari 61 indikator yang mencapai target sejumlah 50 indikator dan yang belum mencapai target sejumlah 11 indikator. Di tahun selanjutnya akan ditingkatkan lagi dengan meminimalisasi hambatan dan meningkatkan faktor pendorong, sehingga target bisa terapai.
Berdasarkan tabel 2.3.1.2 Rumah Sakit Umum Daerah C terdapat 10 indikator yang termasuk dalam indikator Renstra  tahun 2017 – 2022, dimana terdiri dari satu indikator tujuan, dua indikator sasaran dan tujuh indikator program. Sampai dengan tahun 2021 untuk indikator tujuan belum memenuhi target.
Indikator sasaran sejumlah 2 indikator yang mencapai target ada
2 indikator. Indikator program sejumlah 7 indikator yang mencapai target sejumlah 5 indikator dan 2 indikator yang belum mencapai target
Total dari 10 indikator yang mencapai target sejumlah 7 indikator dan yang belum mencapai target sejumlah 3 indikator. Di tahun 2022 akan ditingkatkan lagi dengan meminimalisasi hambatan dan meningkatkan faktor pendorong, sehingga target bisa terapai.
Berdasarkan tabel 2.3.1.2 terdapat 12 indikator yang termasuk dalam indikator Renstra tahun 2017-2022, dimana terdiri dari satu indikator tujuan, 2 indikator sasaran dan 9 indikator program. Sampai
dengan tahun 2021 untuk indikator tujuan sejumlah 2 indikator sudah semua memenuhi target, dua indikator tersebut adalah Indeks Keluarga Sehat dan Nilai AKIP.
Berdasarkan Tabel 2.3.1.3 bahwa tahun 2018 hingga 2022 indikator tujuan masuk kategori “akan tercapai”,  yang  berarti  untuk nilai akreditasi telah cukup baik.
Dua Indikator sasaran hingga tahun 2022 masuk kategori akan tercapai. Persentase penduduk yang memanfaatkan RS perlu ditingkatkan sebab masih memiliki capaian yang belum terlalu baik. Capaian indikator ini didukung oleh peningkatan pelayanan baik penyediaan sarana-prasarana hingga tenaga kesehatan. Indikator indeks kepuasan masyarakat, meskipun sudah masuk kategori “akan tercapai” juga perlu ditingkatkan, sebab merupakan cerminan persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Nilai BOR yang semakin menurun sejak 2018 perlu ditingkatkan kembali, namun tidak sampai melebihi ambang batas ideal. Nilai tersebut mencerminkan kondisi pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, dimana nilai ideal berada pada kisaran 60-85%. Nilai AvLos cenderung turun dari 2018-2022. Pada tahun 2020, capaiannya yaitu 3,5 hari, sehingga perlu menjadi perhatian, sebab kisaran normalnya 1-3 hari. Pada 2021 capaian sebesar 3,2 hari sementara 2022 diprediksi
mencapai 3 hari.
Capaian GDR dan NDR yang mencerminkan angka kematian pasien cenderung naik selama puncak pandemi Covid-19 (tahun 2020 dan 2021). Pada tahun 2021, untuk pertama kalinya sejak 2018, capaian GDR dan NDR melampaui batas maksimal angka kematian. Tingginya angka kematian disebabkan proporsi pasien Covid-19 yang tinggi di antara semua pasien, sementara angka kematian kasus Covid-
19 berkisar di angka 20-25%. Angka tersebut menyebabkan angka kematian pasien secara umum juga naik. Dengan berakhirnya pandemi Covid-19 dan peningkatan mutu pelayanan rawat inap, diharapkan capaian GDR dan NDR kembali ideal di tahun-tahun berikutnya. Capaian TOI cenderung naik dari 2018 ke 2022. Pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya pemanfaatan rumah sakit termasuk rawat  inap  hingga  capaian  rata-rata  jarak  terpakainya  tempat  tidur
cenderung bertambah panjang. Peningkatan mutu pelayanan rawat inap rumah sakit menjadi solusi untuk pencapaian nilai AvLoS yang kembali ideal.
Indikator BTO dimana angka idealnya adalah 40-50  kali  per tahun perlu mendapat perhatian dan perbaikan karena capaiannya melampaui batas maksimal tiap tahun.
Kondisi anggaran dan realisasi pendanaaan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yaitu rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, disajikan pada Tabel 2.3.2
Tabel 2.3.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
	N
o
	Program
	Angaran pada Tahun ke (000)
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke (000)
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)
	Rata-rata

	
	
	
	
	
	Pertumbuhan

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Ang
	Reali

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Garan
	sasi

	
	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	30,400,
356,00
0
	130,72
7,778,9
46
	50,840
,381,6
15
	-
	-
	26,533,994
,290
	106,329
,740,24
1
	45,268,
508,399
	-
	-
	87.28
	81.34
	89.04
	-
	-
	134
	122

	2
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	75,000
	1,807,2
27.450
	3,506,
082.65
0
	-
	-
	75,000
	1,375,1
86.722
	1,795,8
16.552
	-
	-
	100
	76.09
	51.22
	-
	-
	1.202
	882

	3
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	90,000
	351,19
9.850
	195,40
3.600
	-
	-
	90,000
	344,014
.850
	189,456
.600
	-
	-
	100
	97.95
	96.96
	-
	-
	123
	119

	4
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	0
	2,728,5
69
	2,063,
229
	-
	-
	0
	2,236,3
81.461
	1,783,6
94.060
	-
	-
	0
	81.96
	86.45
	-
	-
	- 12
	40

	5
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	1,088,3
35,
	1,519,5
99.050
	1,058,
587.51
0
	-
	-
	1,063,033.
650
	1,346,4
04.515
	979,042
.712
	-
	-
	97.68
	88.60
	92.49
	-
	-
	5
	- 0

	6
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
	25,000
	25,000
	0
	-
	-
	25,000
	25,000
	0
	-
	-
	100
	100
	0
	-
	-
	- 50
	- 50

	7
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
	30,000
	67,000
	0
	-
	-
	30,000
	67,000
	0
	-
	-
	100
	100
	0
	-
	-
	12
	12

	8
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
	32,500
	2,009,5
00
	5,632,
498
	-
	-
	32,500
	1,661,9
40.601
	2,578,6
40.654
	-
	-
	100
	82.70
	45.78
	-
	-
	3.132
	2.534

	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	0
	40,199.
850
	14,671
.190
	-
	-
	0
	38,579.
850
	14,371.
190
	-
	-
	0
	95.97
	97.96
	-
	-
	- 32
	- 31

	10
	Program
Pengembangan
	200,00
0
	1,352,5
00
	35,250
	-
	-
	199,962.60
0
	1,059.4
63
	27,795.
400
	-
	-
	99.98
	78.33
	78.85
	-
	-
	239
	166


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	N
o
	Program
	Angaran pada Tahun ke (000)
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke (000)
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)
	Rata-rata

	
	
	
	
	
	Pertumbuhan

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Ang
	Reali

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Garan
	sasi

	
	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Lingkungan Sehat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	65,000
	140,000
	106,260.
700
	-
	-
	65,000
	140,000
	106,260.7
00
	-
	-
	100
	100
	100
	-
	-
	46
	46

	12
	Program Pengawasan dan Pengedalian Kesehatan Makanan
	50,000
	50,000
	25,248
.400
	-
	-
	50,000
	50,000
	25,248.
400
	-
	-
	100
	100
	100
	-
	-
	- 25
	- 25

	13
	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
	15,027,
822
	43,123,
582.90
0
	32,437
,389.2
00
	-
	-
	13,518.671
,
	40,709,
509.947
	18,345,
749.988
	-
	-
	89.96
	94.40
	56.56
	-
	-
	81
	73

	14
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular
	580,00
0
	5,151,7
18.924
	22,151
.600
	-
	-
	487,730.65
0
	4,629,3
93.317
	22,151.
600
	-
	-
	84.09
	89.86
	100
	-
	-
	282
	284

	15
	Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
	5,040,0
00
	2,049,9
99.900
	3,856,
254.45
0
	-
	-
	1,750,317.
636
	55,913.
569
	3,035,6
73.525
	-
	-
	34.73
	2.73
	78.72
	-
	-
	14
	2.616

	16
	Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
	8,906,3
40
	8,136,3
21.689
	6,351,
618.74
0
	-
	-
	8,488,328.
908
	7,802,4
16.540
	5,602,8
44.040
	-
	-
	95.31
	95.90
	88.21
	-
	-
	- 15
	- 18

	17
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	7,178,21
1
	6,946,42
2.500
	9,671,
950.75
0
	-
	-
	7,084,634.
055
	6,832,9
28.413
	9,594,0
21.551
	-
	-
	98.7
	98.37
	99.19
	-
	-
	18
	18

	18
	Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
	105,484,
120
	43,332,7
69
	28,829
,000
	-
	-
	80,773,709
.335
	39,803,
610.385
	25,974,
483
	-
	-
	76.57
	91.86
	90.10
	-
	-
	- 46
	- 43

	19
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	65,825
	135,300
	0
	-
	-
	65,217
	134,496
	0
	-
	-
	99.08
	99.41
	0
	-
	-
	3
	3

	20
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	20,000
	0
	0
	-
	-
	18,611.600
	0
	0
	-
	-
	93.06
	0
	0
	-
	-
	- 50
	#DIV/
0!


	N
o
	Program
	Angaran pada Tahun ke (000)
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke (000)
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)
	Rata-rata

	
	
	
	
	
	Pertumbuhan

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Ang
	Reali

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Garan
	sasi

	
	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	21
	Program Perencanaan dan pelaporan kinerja
	-
	10,000
	35,000
	-
	-
	-
	7,838
	30,268.
100
	-
	-
	-
	78.38
	86.48
	-
	-
	125
	143

	22
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
	-
	5,151,7
18.924
	22,151
.600
	-
	-
	-
	4,629,3
93,317
	22,151.
600
	-
	-
	0
	89,86
	100
	-
	-
	- 50
	- 50

	23
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
	-
	-
	-
	115,618,3
06.925
	
	-
	-
	-
	109,091
,488.69
7
	
	-
	-
	-
	
	
	- 49,94
06
	-

	24
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	-
	-
	-
	133,521,3
49.375
	
	-
	-
	-
	113,937
,648.00
9
	
	-
	-
	-
	
	
	- 49,96
59
	-

	25
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan
	-
	-
	-
	8,948,989
.740
	
	-
	-
	-
	7,260,6
05.502
	
	-
	-
	-
	
	
	- 49,99
93
	-

	26
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan
Makanan Minuman
	-
	-
	-
	612,606.0
00
	
	-
	-
	-
	521,942
.300
	
	-
	-
	-
	
	
	- 49,96
47
	-

	27
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	-
	-
	-
	1,219,702
.000
	
	-
	-
	-
	961,648
.425
	
	-
	-
	-
	
	
	- 49,98
34
	-

	
	Jumlah
	174,35
8.509
	252,85
5,982.5
85
	151,63
5,432.
640
	259,920,9
45.040
	
	140,351,71
1.349
	215,936
,132.70
7
	121,852
,628.63
0
	231,773
,332.93
3
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabel 2.3.2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap
	N
o
	Program
	Angaran pada Tahun ke (000)
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke (000)
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)
	Rata-rata

	
	
	
	
	
	Pertumbuhan

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Ang
	Reali

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Garan
	sasi

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
	
	
	
	
	213.605.
780.384
	
	
	
	
	189.574.
315.654
	
	
	
	
	88.74
	
	

	2
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Blud
	
	128.829.
516.000
	142.599.
547.000
	124.854.675.
123
	
	
	122.153.4
83.396
	133.365.1
87.114
	121.442.5
08.144
	
	
	94.81
	93.52
	97.26
	
	
	

	3
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah
Sakit Mata
	
	13.769.5
34.000
	30.849.4
09.000
	20.965.040..
308
	
	
	13.106.49
0.792
	29.190.97
2.165
	18.445.09
4.375
	
	
	95.18
	94.62
	87.98
	
	
	

	4
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	
	
	
	
	15.673.5
34.100
	
	
	
	
	14.382.2
50.009
	
	
	
	91.76
	
	
	

	5
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	
	
	
	
	3.525.00
0.000
	
	
	
	
	2.264.78
5.733
	
	
	
	64.24
	
	
	


Tabel 2.3.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Majenang
	No
	Program
	Anggaran pada Tahun ke (000)
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke (000)
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)
	Rata-rata

	
	
	
	
	
	Pertumbuhan

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Anggaran
	Realisasi

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata
	18.271.195
	19.000.000
	16.450.000
	8.850.000
	15.500.000
	11.232.268
	2.671.806
	2.942.768
	15.674.395
	0
	61,48
	14,06
	17,89
	177,11
	0
	
	

	
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun
2019)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS
	41.978.681
	49.538.681
	57.098.681
	64.658.681
	72.218.681
	46.200.906.408
	49.038.570.268
	60.711.089.000
	86.699.912.096
	80.047.672
	110,05
	98,88
	106,32
	134,09
	110,84
	
	


	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun
2019)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	650.321
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	No
	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD
	Satuan
	Realisasi capaian

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	INDIKATOR TUJUAN
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indek Keluarga Sehat
	%
	0.069
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	B
	INDIKATOR SASARAN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan
	Nilai
	NA
	NA
	NA
	NA
	79,39
	79,39

	2
	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
	%
	NA
	42,1
	60,50
	81,57
	81,57
	81,57

	3
	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.
	%
	55
	59
	61
	65
	67
	67

	4
	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
	%
	12
	11,2
	19,71
	19,72
	19,72
	20

	C
	INDIKATOR PROGRAM
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi
	%
	0
	0
	38,46
	69,23
	100
	100

	2
	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai
	%
	46,5
	54,39
	76,29
	89,92
	88,12
	88,12

	3
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
	%
	94,85
	94,75
	94,51
	95,84
	95,06
	95,06

	4
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
	%
	99,95
	99,92
	99,96
	99,94
	99,95
	99,95

	5
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
	%
	99,94
	98,22
	98,71
	99,22
	99,27
	99,27

	6
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
	%
	84,76
	84,97
	83,36
	80,63
	83,98
	83,98

	7
	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	%
	99,27
	100,00
	99,47
	99,46
	99,45
	99,45

	8
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
	%
	38,30
	39,90
	23,31
	28,82
	67,64
	67,64

	9
	Persentase
warga negara usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
	%
	60,00
	60,75
	68,22
	62,88
	67,23
	67,23

	10
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	%
	11,60
	12,23
	47,09
	59,39
	47,88
	47,88

	11
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	%
	21,25
	20,52
	82,71
	71,39
	98,45
	98,45


	12
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
	%
	100,00
	69,50
	88,63
	90,78
	121,32
	100

	13
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
	%
	0,00
	72,77
	35,45
	27,14
	35,92
	35,92

	14
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
	%
	0,00
	79,60
	60,56
	90,93
	69,97
	69,97

	15
	Persentase desa/kelurahan STBM
	%
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	16
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
	%
	65,48
	78,51
	76,91
	75,96
	76,33
	76,33

	17
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	18
	Persentase menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit
	%
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	19
	Persentase FKTP terakreditasi
	%
	33,33
	97,44
	97,44
	97,44
	97,44
	100

	20
	Persentase pemanfaatan SIK terintegrasi di Fasyankes
	%
	40
	45
	50
	55
	60
	60

	21
	Persentase tenaga kesehatan teregistrasi
	%
	25
	35
	45
	50
	55
	55

	22
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	23
	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.
	%
	45
	50
	52
	55
	56
	56

	24
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
	%
	75,00
	75,97
	79,00
	84,23
	85,75
	85,75


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan, memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung untuk bisa dijadikan peluang dan dapat juga faktor eksternal tersebut menjadi hambatan. Namun dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.
2.4.1. Tantangan
Beberapa tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut :
a) Masih tingginya angka kesakitan dan kasus kematian pada masyarakat
b) Tuntutan masyarakat terhadap  kualitas  dan  kuantitas  sarana dan prasarana kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan semakin meningkat.
c) Tingkat kesadaran, perilaku dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan kesehatan masyarakat dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah
d) Tingginya jumlah penduduk sebagai sasaran dan penerima manfaat pelayanan kesehatan dengan posisi urutan kedua tertinggi di Provinsi Jawa Tengah
e) Belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan dan terlindungi oleh program jaminan kesehatan
f) Sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi secara baik untuk mendukung tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat
2.4.2. Peluang
Beberapa peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:
a) Regulasi dan kebijakan yang terkait dan menunjang upaya kesehatan pada masyarakat
b) Adanya kerja sama dan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan dan lintas sektor
c) Adanya kesempatan terhadap peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Kesehatan
d) Tersedianya sumber dana (retribusi puskesmas, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN/DAK, Bantuan Keuangan Propinsi, Bantuan Luar Negeri, dan sumber dana lain yang sah) serta sumber dana dari masyarakat dan pihak swasta untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat (BPJS mandiri dan CSR dan sumber dana lain yang sah)
e) Dukungan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, dan pihak swasta
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan
Mendasarkan pada permasalahan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap khususnya sumber  daya  kesehatan dan evaluasi kinerja pelayanan umum dan khusus, dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
a. Sekretariat :
1. Kurangnya sumber daya manusia kesehatan dibandingkan jumlah penduduk yang harus dilayani, antara lain Rasio Dokter 1: 6526, Dokter Gigi 1: 31.578, Gizi 1: 22.765, Farmasi 1:5.207
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, antara lain gedung puskesmas yang rusak sedang 7  unit,  rusak  berat  1 unit, mobil rusak sedang 28 unit, mobil rusak berat 9 unit, peralatan kesehatan yang rusak 27,8%.
b. Program :
1) Masih tingginya  kasus  kematian  ibu  (th  2021:  163,44  per
100.000 KH), bayi (th 2021; 5,45 per 1000 KH) dan balita (th 2021: 6,39 per 1000 KH)
2) Masih tingginya kasus gizi buruk (th 2021:  0,0388%)  dan masih adanya balita stunting (th 2021: 3,62%)
3) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. (th 2021: data pusk yg terakreditasi dasar= 2 (5,26%) dan madya= 21 (55,26%) Pusk belum punya IPAL= 44,7%
4) Masih tingginya kasus penyakit menular terutama DBD (th 2021: 24,87 per 100.000), TB (th 2021:138.52 per 100.000 penduduk ), HIV/AIDS (th 2021:69,97%),
5) Masih  tingginya  kasus  penyakit  tidak  menular  seperti hipertensi (38,71%), DM (1,8%), Ca Servik (4,26%)
6) Masih adanya PHBS tatanan rumah  tangga  kategori  sehat pratama ( 5% ) dan madya (11%)
7) Masih rendahnya akses sanitasi dasar (Jamban keluarga, penyediaan air bersih, SPAL dan penanganan sampah) baik pada tatanan rumah  tangga  maupun  tempat-tempat  umum. (th 2021 cakupan SPAL = 48% cakupan air minum= 80%)
8) Masih tingginya angka rujukan pelayanan kesehatan dasar ke faskes rujukan pelayanan kesehatan (th 2021: 7,86%)
9) Masih
rendahnya
masyarakat
yang
mempunyai
jaminan kesehatan nasional (th 2021= 76,33%)
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
	No.
	Masalah
Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	1.
	Blm optimalnya derajat kesehatan masyarakat
	Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 belum mencapai target, masih ditemukannya ibu hamil mengalami
KEK,
masih ditemukannya ibu hamil mengalami anemia, belum optimalnya deteksi resiko
tinggi ibu hamil oleh nakes

	
	
	Angka Kematian Bayi
(AKB) masih tinggi
	Prevalensi Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif masih rendah, Berat Bayi Lahir
Rendah masih tinggi.

	
	
	Prevalensi Gizi Buruk
masih tinggi
	Kasus
dengan
penyakit penyerta, akses sanitasi dasarnya masih rendah, kurangnya PMBA terutama pada kasus keluarga miskin,
kasus kambuhan

	
	
	Angka penyakit menular masih tinggi
	PSN belum maksimal, belum optimalnya PHBS, pemutusan rantai penularan belum
optimal

	
	
	Angka penyakit tidak menular masih tinggi
	Belum

membudayanya perilaku
CERDIK


pada masyarakat,



belum membudayanya
Germas,
keterbatasan
logistic
pemeriksaan

	2.
	Pemberdayaan
masyarakat
	Rendahnya   Desa
Siaga
Aktif
	Belum
optimalnya
advokasi
dan kemitraan


	No.
	Masalah
Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	
	belum optimal
	Mandiri
	

	3
	Masih

adanya hambatan

akses dan


mutu pelayanan kesehatan

dasar dan
pelayanan
rujukan
	Prosentase cakupan pelayanan

dasar dan
pelayanan rujukan
belum optimal
	Belum semua masyarakat memiliki jaminan pelayanan kesehatan,
keterlambatan masyarakat datang ke faskes untuk mendapatkan pelayanan

	4
	Kurangnya Kualitas
dan kuantitas sarpras kesehatan
	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai masih
rendah
	Sarana dan prasarana tingkat puskesmas masih rendah


3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023 – 2026:
1. Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas  Reformasi  Birokrasi  Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif dengan sasaran:
a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
c. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan
2. Tujuan
2:
Meningkatkan
Kesejahteraan
dan
Daya
Saing Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas pendidikan
b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
c. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
d. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak
3. Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi
b. Meningkatnya
kualitas
kontribusi
pertanian
dalam pertumbuhan ekonomi
c. Meningkatnya kualitas investasi dalam penamaman modal
d. Meningkatnya kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil
e. Meningkatnya pajak restoran, hiburan dan retribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah
4. Tujuan
4:
Meningkatkan
Kualitas
Lingkungan
Hidup
Dan Pengelolaan SDA dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas air dan udara
b. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah
5. Tujuan
5:
Meningkatkan
Kualitas
Pembangunan
Kawasan Strategis Perdesaan dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya
kemandirian
dan
pembangunan
di
wilayah pedesaan
6. Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Pengelolaan Bencana dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
b. Terwujudnya pemenuhan universal akses
c. Meningkatnya kualitas pelayanan angkuta
d. Meningkatnya
kesiapsiagaan
bencana
disetiap
desa/ kelurahan
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, yaitu tujuan kedua Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran kedua yaitu Meningkatnya kualitas derajat kesehatan.
Adapun
tujuan
yang
terkait
dengan
pelayanan

Dinas Kesehatan
Kabupaten

Cilacap
adalah
mewujudkan
kualitas
pelayanan kesehatan, dan sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran AKI, AKB, dan prosentase gizi buruk. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel
3.2 berikut ini.
tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
	No
	Tujuan dan Sasaran RPD
	Permasalahan Pelayanan OPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
	1) Masih
tingginya
kasus kematian ibu, bayi dan balita
2) Masih tingginya kasus gizi buruk, dan masih adanya balita stunting.
3) Kurangnya kualitas dan kuantitas
sarana
dan prasarana kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.
4) Masih
tingginya
kasus penyakit menular terutama DBD, HIV/AIDS, TB
5) Masih  rendahnya  akses sanitasi          dasar          (Jamban keluarga, penyediaan  air bersih, SPAL dan penanganan sampah) baik pada tatanan rumah
tangga
maupun tempat-tempat umum.
6) Kesadaran Masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih
terkendala
pada indikator

merokok

dan aktifitas fisik.
	1) Belum semua puskesmas mampu PONED, belum semua RS mampu PONEK; Masih ada beberapa ibu bersalinl di beberapa Puskesmas yang melahirkan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan;  Belum semua
puskesmas
memberikan

pelayanan persalinan; Tidak semua ibu hamil mau melahirkan di Puskesmas
sedangkan sebagian besar bidan praktek mandiri tidak memberikan pelayanan persalinan di Bidan Praktek Mandiri (BPM); Adanya penambahan kasus kematian ibu bersalin karena Covid-19; Beberapa wilayah ada yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan dan ada juga wilayah yang berbatasan dengan kabupaten tetangga seperti brebes berbatasan dengan wilayah Karang Pucung (Puskesmas karang Pucung 2) sehingga pelayanan persalinan kurang maksimal.
	1) Dukungan





regulasi pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh pemerintah daerah. Replikasi program emas (PONED dan PONEK), dukungan lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi terkait, dukungan pemerintah






dalam kebijakan persalinan di fasilitas



kesehatan, tersedianya








dan tersosialisasinya pedoman khusus pelayanan neonatal esensial,

Terdapatnya pedoman khusus tata laksana balita sakit, peningkatan



dukungan masyarakat dalam deteksi balita
sakit





melalui posyandu,


Tersedianya tenaga bidan diseluruh desa dan kelurahan, Tersedianya  kelas  ibu hamil di setiap desa, Terlaksananya







ANC Terpadu hampir disetiap desa melalui dana BOK, Keterlibatan kader dalam pemantauan ibu hamil, Peningkatan sarana dan prasarana di masing- masing puskesmas.
2) Perawatan dan pemberian PMT secara kontinyu dan terpadu,
pembekalan kompetensi petugas gizi, surveilans
kasus gizi, dukungan

dana.
Tersedianya
layanan kesehatan sebagai sistem rujukan (Posyandu 2170
buah,
38
Puskesmas, RSUD Cilacap/ Majenang). Juknis     tata  laksana    gizi buruk
Tersedianya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

	
	
	
	Pandemi

menyebabkan dampak kesehatan berupa terlambatnya mendapatkan pelayanan


kesehatan; Kurangnya fasilitas di RS untuk bayi dengan gangguan napas/
asfiksia

yaitu ketersediaan



CPAP; Bergesernya tempat kematian Bayi yang semula berada di BPM atau Puskesmas menjadi ke Rumah Sakit type D; Adanya kasus Covid bagi ibu hamil yang menyebabkan kondisi kehamilan tidak baik untuk bayi yang dilahirkan.
	

	
	
	
	Pandemi
menyebabkan terlambatnya

penanganan
	


	No
	Tujuan dan Sasaran RPD
	Permasalahan Pelayanan OPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	
	
	
	Balita
mengalami keterlambatan;

Tenaga Kesehatan fokus pada kasus covid 19
2) Penyebab

komplek antara lain riwayat BBLR,
kemiskinan, pendidikan keluarga yang rendah, perilaku, faktor

penyulit (penyakit penyerta : ISPA, BRPN, TB Paru/kelainan

:
Jantung,
CP, hidrocepalus/microcep alus}.
Keluarga
kurang
respon
terhadap masalah gizi yang dialami keluarga dan hanya mengandalkan bantuan,
sehingga selesai bantuan kasus kembali
kambuh.
Kondisi
lingkungan rumah yang kurang baik
kasus

kurang memanfaatkan dana ( untuk
kontrol)
sehingga
faktor
penyebab
(penyakit penyerta) pengobatan belum tuntas)
Perilaku
keluarga
dalam
Pemberian Makan Bayi Balita (PMBA) masih belum paham dan pemberian ASI Eksklusif
3) Terbatasnya anggaran dalam pembangunan, dan relokasi serta kurang kepedulian perawatan fisik bangunan
4) Mobilitas penduduk yang tinggi, masih rendahnya PSN mandiri,


belum


semua fasilitas kesehatan memiliki layanan



HIV



AIDS Terintegrasi,


Kesadaran sasaran berisiko untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan masih rendah, stigma masyarakat dan petugas kesehatan terhadap penderita HIV masih kurang mendukung terhadap upaya pencegahan







dan penanggulanan HIV AIDS, Belum
semua

fasilitas pelayanan kesehatan ikut program DOTS TB, peran lintas

sektoral



dan masyarakat dalam penemuan kasus TB belum optimal
	(RAD-PG) dan dukungan dana
APBD
untuk penanganan gizi buruk rutin tiap tahun.
Peraturan bupati Cilacap Nomor 100 tahun 2013 tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif.
SE
Bupati
Cilacap No.444/3441/16

tahun 2018 tentang kewaspadaan Gizi

Buruk


dan
Penanganan
Balita Stunting.
SDM Nutrisionis, Tim Asuhan Penanganan Gizi Buruk di Puskesmas
3) Memaksimalkan
sarana dan prasarana yang ada
4) Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan semakin baik untuk laporan cepat dan keberadaan
kader
jumantik,
Dukungan pemerintah melalui Perda tentang HIV, Peningkatan dukungan kalangan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan HIV, Adanya

komitmen masyarakat peduli TB dalam sosialisasi program TB.
5) Upaya peningkatan akses sanitasi dasar melalui program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
6) Regulasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok), aktifitas fisik melalui Germas dan Sosialisasi PHBS melalui berbagai media.

	
	
	
	5) Rendahnya ketersediaan dan akses air bersih, jamban keluarga, pengelolaan SPAL dan sampah baik ditatanan keluarga maupun masyarakat
	

	
	
	
	6)    Belum
semua
capaian indikator  PHBS   tatanan rumah tangga terpenuhi terutama pada indikator stop merokok

dan indikator
aktivitas fisik
	


3.3. Telaahan Renstra Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan Prop Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024
3.3.1 Telaahan Renstra Kemenkes RI
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Kementerian Kesehatan RI. Adapun tujuan Kemenkes RI terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. 
Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kemenkes RI (Th 2020-2024) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkes RI
	Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
	1.Adanya Peningkatan terhadap AKI, AKB, AKABA
	1.Belum




semua puskesmas


mampu PONED, belum semua RS    mampu    PONEK; Masih    ada    beberapa ibu

bersalinl

di beberapa      Puskesmas yang melahirkan tidak ditolong  oleh    tenaga kesehatan;



Belum semua

puskesmas memberikan pelayanan persalinan; Tidak semua ibu hamil mau     melahirkan      di Puskesmas sedangkan sebagian besar bidan praktek mandiri tidak memberikan pelayanan  persalinan di
Bidan


Praktek Mandiri (BPM); Adanya penambahan



kasus kematian ibu bersalin karena


Covid-19; Beberapa wilayah ada yang jauh dari fasilitas pelayanan  kesehatan dan ada juga wilayah yang


berbatasan
	1

Dukungan



regulasi pelayanan  kesehatan ibu    dan     anak     oleh pemerintah



daerah. Replikasi


program emas
(PONED

dan PONEK),
dukungan lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi





terkait, dukungan pemerintah dalam


kebijakan persalinan di fasilitas kesehatan, tersedianya dan     tersosialisasinya pedoman




khusus pelayanan


neonatal esensial,    Terdapatnya pedoman khusus tata laksana    balita     sakit, peningkatan dukungan masyarakat dalam  deteksi     balita sakit





melalui posyandu, Tersedianya tenaga






bidan diseluruh  desa      dan kelurahan, Tersedianya kelas ibu hamil  di  setiap  desa,
Terlaksananya
ANC


	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkes RI
	Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	
	
	
	dengan
kabupaten tetangga seperti brebes berbatasan dengan
wilayah
Karang Pucung (Puskesmas karang Pucung 2) sehingga pelayanan persalinan
kurang maksimal.
	Terpadu
hampir disetiap desa melalui dana

BOK,
Keterlibatan

kader dalam   pemantauan ibu
hamil,
Peningkatan
sarana dan
prasarana
di masing-masing puskesmas.

	2
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes
dasar
dan rujukan
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, sudah cukup baik cakupannya, namun di akhir th 2021 meningkat,
yaitu sejumlah 7,86% Dan untuk Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin tidak bermasalah
	Pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat enggan ke faskes tingkat pertama sehingga bila datang ke faskes pertama keadaan sudah parah sehingga diperlukan rujukan
	Sosialisasi kepada masyarakat untuk berobat seperti biasa dengan menerapkan protocol kesehatan

	3
	Meningkatnya pencegahan



dan pengendalian


penyakit serta
pengelolaan kedaruratan

kesehatan masyarakat
	Masih tingginya kasus TB, dan masih adanya kasus HIV serta Demam Berdarah, selain itu penyakit tidak menular seperti DM dan hipertensi masih perlu perhatian
	Faktor psikososial; Efek samping obat; Faktor ekonomi; Meningkatnya kasus-kasus komorbit ( DM, Jantung,    HIV, PPOK, Cancer, gastritis, ); Pandemi covid 19 menyebabkan orang takut ke fasilitas kesehatan, sehingga ketika  sudah parah ( kerusakan paru luas ) baru berobat.
	Keberadaan spesialis paru; Peningkatan kualitas survailans dengan mengevaluasi hasil akhir pengobatan pada semua kasus TBC yang diobati, menertibkan TB09 dan TB10; Keberadaan PMO ( Pengawas Menelan Obat ); Keberadaan kader TBC; Keberadaan pendamping TBC SSR Aisyiyah dan SEMAR

	4
	Meningkatnya pemenuhan
SDM
Kesehatan
dan
kompetensi
sesuai standar
	Kabupaten Cilacap sudah memenuhi syarat, hanya di lapangan tenaga kesehatan dimaksud bekerja tidak sesuai
tupoksinya
	Keterbatasan SDM yang bekerja sesuai tupoksi
	Memaksimalkan SDM dan sarana dan prasarana yang ada
Rekuitmen tenaga kesehatan

	5
	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan 76,33%
	Kepesertaan jaminan kesehatan turun drastis, turun sekitar
70.000 karena peserta PBI APBN banyak non aktif karena ada SK
Kemensos terbaru
	

	6
	Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
	a. Belum semua dunia usaha memanfaatkan CSR untuk program kesehatan
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan
	a. Ketidakaktifan menjalin kemitraan
b. Letak geografis dan keaktifan organisasi kemasyarakatan dalam bidang
	a. adanya kemitraan dan keterlibatan dunia usaha dalam program- program kesehatan
b. Melibatkan organisasi


	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkes RI
	Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	
	
	sumber dayanya untuk mendukung kesehatan selama 5 tahun  terakhir tidak mengalami kendala
	kesehatan, sehingga perlu adanya kemitraan dan kerjasama yang kontinyu
	kemasyarakatan dalam bidang kesehatan, dan informasi berjenjang bidang kesehatan sampai tingkat organisasi kemasyarakatan tingkat paling bawah, adanya regulasi yang memperkuat kinerja dalam bidang kesehatan

	7
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan
	Belum optimalnya Kegiatan penelitian yang dilaporkan ke HKI
	a. Perlu adanya evaluasi dan pemeriksaan kembali terhadap penelitian- penelitian yang dilakukan di Kabupaten Cilacap khususnya
bidang kesehatan
	a. Penelitian- penelitian yang dilakukan perlu penginventarisir sesuai dengan jenis penelitian


3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:
Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Derajat indikator tujuan Angka Harapan Hidup.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.
Sedangkan sasaran Renstra Dinas Kesehatan propinsi Jawa Tengah ada 3 sasaran yaitu:
1. Menurunnya
angka
kesakitan
dan
kematian,
dengan indikator sasaran :
1.1. AKI (Angka Kematian Ibu)
1.2. AKB (Angka Kematian Bayi)
1.3. AKABA (Angka Kematian Balita)
1.4. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
1.5. 
Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINKES 2018-2023 IV- 3
1.6. Persentase Respon cepat pelayanan kesehatan
1.7. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
1.8. Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi
2. 
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja,
dengan
indikator sasaran:
2.1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
3. 
Meningkatnya
kualitas
pelayanan,
dengan
indikator sasaran:
3.1. Nilai kepuasan masyarakat
Tabel 3.3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Th 2018-2023) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah
	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	Menurunnya
kesakitan kematian
	angka dan
	Adanya Peningkatan terhadap AKI, AKB, AKABA
	1.Belum
semua
puskesmas
mampu PONED, belum semua
	Dukungan regulasi
pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh

	
	
	
	
	RS    mampu    PONEK;
	pemerintah daerah.

	
	
	
	
	Masih    ada    beberapa
	Replikasi program emas

	
	
	
	
	ibu
bersalinl
di
	(PONED dan PONEK),

	
	
	
	
	beberapa
Puskesmas
	dukungan lintas

	
	
	
	
	yang melahirkan tidak
	program, lintas sektor

	
	
	
	
	ditolong    oleh    tenaga
	dan organisasi profesi


	No
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah
	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
	Sebagai Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	
	
	
	kesehatan;






Belum semua




puskesmas memberikan pelayanan persalinan; Tidak


semua


ibu hamil mau melahirkan di





Puskesmas sedangkan



sebagian besar    bidan  praktek mandiri









tidak memberikan pelayanan  persalinan di
Bidan



Praktek Mandiri








(BPM); Adanya  penambahan kasus    kematian  ibu bersalin karena Covid- 19; Beberapa wilayah ada    yang    jauh    dari fasilitas




pelayanan kesehatan


dan


ada juga

wilayah



yang berbatasan




dengan kabupaten



tetangga seperti









brebes berbatasan




dengan wilayah







Karang Pucung



(Puskesmas karang


Pucung


2) sehingga




pelayanan
persalinan
kurang maksimal.
	terkait, dukungan pemerintah dalam kebijakan persalinan di fasilitas kesehatan, tersedianya dan tersosialisasinya pedoman khusus pelayanan neonatal esensial, Terdapatnya pedoman khusus tata laksana balita sakit, peningkatan dukungan masyarakat dalam deteksi balita sakit melalui posyandu, Tersedianya tenaga bidan diseluruh desa dan kelurahan, Tersedianya kelas ibu hamil di setiap desa, Terlaksananya ANC Terpadu hampir disetiap desa melalui dana BOK, Keterlibatan kader dalam pemantauan ibu hamil, Peningkatan sarana dan prasarana di masing-masing puskesmas

	2
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
	Nilai akuntabilitas sudah baik hanya ada beberapa indikator yang belum mencapai target sehingga mempengaruhi peningkatan nilai akuntabilitas
	Indikator sasaran seperti Tingkat kematian karena tuberculosis
Dan Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif masih belum mencapai target
	Keberadaan spesialis paru;  Peningkatan kualitas  survailans dengan  mengevaluasi hasil akhir pengobatan pada semua kasus TBC yang  diobati, menertibkan TB09 dan TB10; Keberadaan PMO ( Pengawas Menelan Obat
); Keberadaan kader TBC; Keberadaan pendamping TBC SSR Aisyiyah dan SEMAR
PERMENKES No 4 tahun 2019 tentang SPM; adanya dana BOK dan APBD 2; Surveilans Posbindu

	3
	Meningkatnya kualitas pelayanan
	Pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah maksimal hanya ada yang mempengaruhi pelayanan sehingga tidak
maksimal
	Pandemi covid-19
	Bekerjasama dalam pelayanan kesehatan dengan menerapkan protocol kesehatan


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Terkait dengan hal tersebut maka terdapat beberapa kebijakan nasional yang akan dilakasanakan di wilayah Kabupaten Cilacap diantaranya:
a. Penetapan kawasan startegis nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup yaitu Kawasan Pacangsanak (Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan dan Nusakambangan).
b. Kawasan andalan untuk Kawasan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya) dengan pengembangan sektor unggulan pada sektor pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan dan panas bumi.
c. Pembangunan Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Cilacap.
d. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan.
e. Pembangunan Jalan Tol Ruas Banjar – Cilacap, Cilacap – Yogyakarta, Pejagan – Cilacap.
3.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah
Mempedomani Peraturan  Derah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor
16 tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Derah  Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010  tentang  RTRW  Provinsi  Jawa Tengah, Kabupaten masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb  yang   meliputi   Kabupaten   Banjarnegara, Purbalingga,  Banyumas,  Cilacap  dan  Kebumen.  Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb berpusat di kawasan perkotaan Purwokerto dengan arahan pengembangan meliputi memadukan pengembangan kawasan perkotaan Cilacap - Purwokerto – Sokaraja – Purbalingga  –  Klampok.  Pengembangan  wilayah  yang   didasarkan pada sektor unggulan meliputi : (a) pertanian; (b) industri; (c) pariwisata; (d) perdagangan  dan  jasa;  (e)  perikanan;  (f) pertambangan; dan g) panas bumi.
Kawasan strategis ekonomi provinsi yang terdapat di wilayah Kabupaten Cilacap, yaitu :
1. Kawasan Perkotaan Cilacap dan sekitarnya
2. Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan
3. Kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusa Kambangan (Pacangsanak)
4. Kawasan Majenang dan sekitarnya.
Selain itu dalam rencana destinasi pariwisata provinsi di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya adalah destinasi pariwisata Nusakambangan
–
Baturaden
yang
salah
satunya
adalah
Kawasan
Strategis Pariwisata Cilacap – Nusakambangan dan sekitarnya.
3.4.3 Telaahan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
Kabupaten Cilacap
1) Visi dan Misi RTRW Kabupaten Cilacap
Visi RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 adalah Kabupaten Cilacap sebagai pusat ekonomi skala nasional  di  Pulau  Jawa bagian selatan berbasis sektor industri dan perikanan. Sedangkan misi penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing dengan mengembangkan sektor industri dan perikanan sebagai sektor basis ekonomi;
2. Mengembangkan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan) didukung  dengan  peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar;
3. Mengembangkan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa yang terintegrasi;
4. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan berwawasan kelestarian lingkungan;
6. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur bernilai tambah tinggi serta membuka isolasi wilayah.
Dalam rangka mendukung visi dan misi tata ruang Kabupaten Cilacap maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap yaitu mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.
2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap meliputi :
1. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan;
2. pengembangan fungsi kawasan agropolitan;
3. pengembangan fungsi kawasan minapolitan;
4. pengembangan
kawasan
industri
terpadu
berwawasan lingkungan;
5. peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah;
6. pengembangan kawasan permukiman;
7. pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
8. pengembangan
kawasan
pertambangan
berwawasan lingkungan;
9. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung;
10. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
3) Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :
1. Strategi untuk mewujudkan pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang, meliputi :
a. mengembangkan
serta
memperkuat
fungsi,
peran,
dan integrasi PKN, PKL, dan PPK;
b. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan
c. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan secara sinergis
2. Strategi untuk mewujudkan pengembangan fungsi kawasan agropolitan, meliputi :
a. mengembangkan lumbung desa modern;
b. mengembangkan prasarana dan sarana agropolitan; dan
c. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
3. Strategi untuk mewujudkan pengembangan fungsi kawasan sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya, meliputi:
a. mengembangkan lahan perikanan budi daya;
b. mengembangkan kawasan sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya; dan
c. mengembangkan prasarana dan sarana sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya.
4. Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan meliputi :
a. mengembangkan kawasan peruntukkan industri dan jasa pendukungnya;
b. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan menengah;
b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri besar, menengah, dan kecil;
c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
d. mengarahkan kegiatan kelompok industri kedalam kawasan industri dan/atau kegiatan industri kecil dan menengah kedalam sentra-sentra industri untuk memudahkan pengelolaan dampak yang ditimbulkan; dan
e. menyediakan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.
5. Strategi untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah, meliputi :
a. meningkatakan kualitas jaringan prasarana wilayah;
b. meningkatkan sistem jaringan transportasi di seluruh wilayah;
c. meningkatkan kinerja dan pelayanan terminal penumpang dan barang;
d. meningkatkan
pelayanan
angkutan
sungai,
danau,
dan penyeberangan;
b. meningkatkan sistem jaringan perkeretaapian;
c. mengembangkan jaringan pipa minyak bumi, bahan bakar minyak, dan gas;
d. mengembangkan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;
e. mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan seluler;
f. melaksanakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air untuk pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai secara terpadu dan menyeluruh;
g. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
h. meningkatkan pengelolaan air limbah;
i. meningkatkan pengelolaan sistem drainase;
j. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku;
k. mengembangkan
jalur
evakuasi
bencana
dan
ruang evakuasi bencana; dan
l. meningkatkan mitigasi bencana alam pada kawasan rawan bencana alam.
6. Strategi
untuk
mewujudkan
pengembangan
kawasan permukiman, meliputi :
a. mengembangan kawasan permukiman;
b. menyediakan sarana dan prasaran pendukung permukiman;
c. mengendalikan
pengembangan
permukiman
melalui perizinan; dan
d. menata lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan.
7. Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan pariwisata dan jasa pendukungnya, meliputi :
a. mengembangkan kawasan wisata;
b. membangun kawasan destinasi wisata baru;
c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata; dan
d. meningkatkan
dan
membangun
sarana
dan
prasarana pariwisata.
8. Strategi
untuk
mewujudkan
pengendalian
kawasan pertambangan, meliputi :
a. mengendalikan pemanfaatan kawasan pertambangan; dan
b. merehabilitasi dan mereklamasi kawasan bekas tambang.
9. Strategi
untuk
mewujudkan
pemantapan,
pelestarian,
dan perlindungan kawasan lindung, meliputi :
a. mempertahankan fungsi kawasan resapan air;
b. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan setempat;
c. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) terdiri atas 20% RTH public dan 10  RTH privat dari luas kawasan perkotaan;
d. mempertahankan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
e. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan CAT.
10. Strategi untuk mewujudkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis, meliputi :
a. mendukung pengembangan kawasan strategis nasional yang berada di Daerah; dan
b. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.
11. Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
Kabupaten Cilacap sebagai salah satu pusat kegiatan nasional, yang secara regional juga merupakan bagian pengembangan wilayah
kawasan selatan barat Provinsi Jawa Tengah, dengan visi RTRW Kabupaten Cilacap sebagai pusat ekonomi skala nasional di pulau Jawa bagian selatan berbasis sektor industri dan perikanan, serta dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang ada, maka telaahan tata ruang wilayah terkait dengan permasalahan pelayanan kesehatan sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 3.4.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
	No
	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Cilacap
	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1.
	Pemenuhan sarana
prasarana untuk
	Adanya gedung
fasilitas pelayanan
	Belum semua fasilitas
pelayanan kesehatan
	Adanya Perda tentang
Rencana Tata Ruang dan

	
	pengembangan
	kesehatan dasar yang
	dasar berada pada
	Wilayah Kabupaten

	
	fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan
	belum sesuai standar (tidak representatif)
	tanah milik Pemerintah
	Cilacap

	
	rujukan
	
	Kabupaten, dan
	

	
	
	
	kesiapan lahan untuk
	

	
	
	
	pengembangan faslitas
	

	
	
	
	pelayanan kesehatan
	

	
	
	
	yang tidak memenuhi
	

	
	
	
	syarat
	

	
	
	
	
	


3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, telaah Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis sebagai berikut:
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan menuju pelayanan kesehatan semesta (UHC) dengan peningkatan Pelayanan kesehatan Dasar, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan peningkatan pemenuhan sarana prasarana
kesehatan dengan optimalisasi transformasi teknologi dan digitalisasi bidang kesehatan.
2. Peningkatan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar pada fasilitas kesehatan.
3. Peningkatan perlindungan masyarakat dari produk farmasi, makanan dan minuman yang berbahaya serta pemenuhan peralatan kesehatan sesuai standar dan terkalibrasi di fasilitas pelayanan kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat dan implementasi Germas)
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran jangka  menengah  yang  akan  dicapai  oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap selama Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :
1. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah:
a. Meningkatnya Upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan
b. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan
c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Tujuan 2: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kab. Cilacap
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah:
a. Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Cilacap
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
	No
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja
Tujuan/Sasaran

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	Sasaran RPD:
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
	Usia Harapan Hidup
	74,23
	74,4
	74,57
	74.74

	1
	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan
masyarakat
	Indek Keluarga Sehat
	
	
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3

	
	
	
	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan
	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai
standar
	84,21%
	89,47%
	94,74
%
	100%

	
	
	
	
	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)yang memenuhi
syarat.
	80%
	81%
	81,5%
	82,5%

	
	
	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan
	Cakupan Desa/Kelura han Siaga Aktif Mandiri
	20%
	21%
	22%
	23%

	
	Sasaran RPD:
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
	Nilai SAKIP
	74,0
	74,3
	74,5
	74,7

	2
	Meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
	Nilai AKIP
	
	
	76,05
	76,1
	76,15
	76,2

	
	
	
	Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Cilacap
	Nilai IKM
	80
	80
	81
	81


BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
5.1.1 Strategi
Strategi meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan, melalui strategi dengan mendukung penurunan AKI, AKB dan prosentase gizi buruk yaitu peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, usia produktif khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular dengan menurunkan cakupan ibu hamil risiko tinggi seperti mengatasi ibu hamil KEK, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkatkan kunjungan ibu hamil K4, meningkatkan pelayanan nifas, mengatasi komplikasi kebidanan. Menurunkan angka kematian neonatal dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir. Meningkatkan  pelayanan  kesehatan  pada usia produktif dengan meningkatkan rasio posbindu, meningkatkan cakupan pelayanan penderita kanker serviks, penderita DM, penderita hipertensi dan gangguan jiwa. Menurunkan kematian karena tuberculosis, meningkatkan penemuan kasus HIV/AIDS, melakukan penyelidikan epidemiologi kejadian KLB < 24 jam, serta memberikan pelayanan imunisasi dasar lengkap.
Strategi Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan melalui pemberian izin praktek tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan. Upaya lain dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Kesehatan yaitu pemberian izin apotek, took obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga untuk produk makanan dan minuman tertentu.
Strategi meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui promosi kesehatan dengan meningkatkan
cakupan desa/ kelurahan siaga aktif mandiri, meningkatkan presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan penjaringan kesehatan siswa SD (sederajat) dan SMP (sederajat) selain itu peningkatan pelayanan kesehatan lansia. Selain itu menurunkan balita pendek dan sangat pendek (stunting) dengan cara perbaikan gizi seperti peningkatan persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif, memberikan intervensi kepada kasus gizi buruk, meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita. Strategi lain yang dilakukan adalah  meningkatkan  persentase  penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dan  pengawasan obat dan makanan. Strategi yang lainnya dalam pengembangan lingkungan sehat melalui peningkatan persentase  tempat  umum yang memenuhi syarat kesehatan serta peningkatan desa ODF.
Strategi meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah melalui peningkatkan kualitas pelayanan perencanaan dan penganggaran, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan ATK, penyediaan barang cetakan dan penggadaan, penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah, pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
5.1.2 Kebijakan
Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan dengan bekerja sama dengan linprog, linsek, tokoh masyarakat serta sektor terkait, dan advokasi, serta mengkuatkan dan mengaktifkan tim kerja yang ada di lapangan
2. Meningkan kualitas sumber daya kesehatan melalui fasilitasi kompetensi dan kapabilitas, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan, standarisasi fasilitas pelayanan kefarmasian, dan industri rumah tanggan pangan.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui penguatan payung hukum / regulasi, advokasi ke steak holder, kerjasama dengan linprog, linsek, serta sektor terkait.
4. Meningkatnya     akuntabilitas      perangkat      daerah      melalui
perencanaan, pelaporan keuangan, peningkatan SDM.
[image: image44.jpg]



Tabel 5.1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat
	Sasaran 1 : Meningkanya upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan
	Menurunkan AKI, AKB dan prosentase gizi buruk :
1. peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, usia produktif khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular dengan menurunkan cakupan ibu hamil risiko tinggi seperti mengatasi ibu hamil KEK, pertolongan persalinan oleh  tenaga kesehatan,  meningkatkan  kunjungan  ibu  hamil K4, meningkatkan pelayanan nifas, mengatasi komplikasi kebidanan.
2. Menurunkan angka kematian neonatal dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada  bayi baru lahir. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan meningkatkan rasio posbindu, meningkatkan cakupan pelayanan penderita kanker serviks, penderita DM, penderita hipertensi dan gangguan jiwa.
3. Menurunkan kematian karena tuberculosis, meningkatkan penemuan kasus HIV/AIDS, melakukan penyelidikan epidemiologi  kejadian KLB < 24 jam, serta memberikan pelayanan imunisasi dasar lengkap.
	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan dengan bekerja sama dengan linprog, linsek, tokoh masyarakat serta sektor terkait, dan advokasi, serta mengkuatkan dan mengaktifkan tim kerja yang ada


	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan
	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM,  pengembangan  mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber  Daya Manusia Kesehatan. Upaya lain dalam  rangka peningkatan kualitas SDM kesehatan yaitu melalui penerapan registrasi bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. pemberian izin apotek, toko obat, toko  alat  kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga untuk produk makanan dan minuman tertentu.
	Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan melalui fasilitasi kompetensi dan
kapabilitas,
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan, Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan melalui fasilitasi kompetensi dan kapabilitas, peningkatan

pengetahuan
dan ketrampilan
tenaga

kesehatan, standarisasi
fasilitas


pelayanan kefarmasian, dan industri  rumah tangga
pangan ..

	
	Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui promosi kesehatan dengan meningkatkan cakupan desa/ kelurahan siaga aktif mandiri,
2. Meningkatkan presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat,
3. Meningkatkan penjaringan kesehatan siswa SD (sederajat) dan SMP (sederajat),
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia.
5. Menurunkan balita pendek dan sangat pendek (stunting) dengan cara perbaikan gizi seperti peningkatan persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif, memberikan intervensi kepada kasus gizi buruk, meningkatkan pelayanan  kesehatan  anak balita.
5. Strategi lain yang dilakukan adalah meningkatkan persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
6. Pengembangan lingkungan sehat melalui peningkatan  persentase  tempat  umum  (TTU)  yang
memenuhi  syarat  kesehatan  serta  peningkatan  desa
	Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui penguatan payung hukum / regulasi, advokasi ke steak holder, kerjasama dengan linprog, linsek, serta sektor terkait.


	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	
	
	ODF.
	

	Meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
	Nilai AKIP SKPD
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah melalui peningkatkan kualitas pelayanan perencanaan dan penganggaran, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan ATK, penyediaan barang cetakan dan penggadaan, penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat dan  konsultasi keluar daerah, pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah melalui perencanaan, pelaporan keuangan, peningkatan SDM.

	
	
	
	


BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 – 2026 diuraikan sebagai berikut :
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi
dan  Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD Cilacap)
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD Majenang)
c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Dayeuhluhur I
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Dayeuhluhur I
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Dayeuhluhur Ii
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Dayeuhluhur Ii
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Wanareja I
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Wanareja Ii
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Wanareja Ii
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Majenang I
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Majenang Ii
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cimanggu I
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cimanggu Ii
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Karangpucung I
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Karangpucung Ii
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Karangpucung Ii
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cipari
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Patimuan
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Sidareja
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kedungreja
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Gandrungmangu I
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Gandrungmangu Ii
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Bantarsari
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kawunganten
25. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Kampunglaut
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kampunglaut
27. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Jeruklegi I
28. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Jeruklegi Ii
29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPTD Puskesmas Jeruklegi Ii
30. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kesugihan I
31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kesugihan Ii
32. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Adipala I
33. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Adipala Ii
34. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Adipala Ii
35. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Maos
36. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Sampang
37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kroya I
38. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kroya Ii
39. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Binangun
40. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Nusawungu I
41. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Nusawungu Ii
42. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I
43. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I
44. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Selatan II
45. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Selatan II
46. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
47. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
48. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Tengah II
49. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Tengah II
50. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Utara I
51. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Utara I
52. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Utara II
53. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Utara II
g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h) Peningkatan Pelayanan BLUD
1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD Cilacap)
2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD Majenang)
3. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Dayeuhluhur I
4. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II
5. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Wanareja I
6. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Wanareja II
7. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Majenang I
8. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Majenang II
9. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cimanggu I
10. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cimanggu II
11. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Karangpucung I
12. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Karangpucung II
13. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cipari
14. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Patimuan
15. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sidareja
16. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Kedungreja
17. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Gandrungmangu I
18. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Gandrungmangu II
19. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Bantarsari
20. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Kawunganten
21. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Kampunglaut
22. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Jeruklegi I
23. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Jeruklegi II
24. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Kesugihan I
25. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Kesugihan II
26. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Adipala I
27. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Adipala II
28. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Maos
29. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sampang
30. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Kroya I
31. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Kroya II
32. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Binangun
33. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Nusawungu I
34. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Nusawungu II
35. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I
36. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUDUPTD Puskesmas Cilacap Selatan II
37. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
38. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cilacap Tengah II
39. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Utara I
40. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cilacap Utara II
B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2. Pembangunan Puskesmas
3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
5. Pengembangan Rumah Sakit
6. Pengembangan Puskesmas
7. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
9. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
10. Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
11. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
12. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
13. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
15. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Majenang)
16. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
17. Pengadaan Obat, Vaksin
18. Pengadaan Bahan Habis Pakai
19. Pemeliharaan
Sarana
Fasilitas
Pelayanan
20. Kesehatan
21. 
Pemeliharaan
Prasarana
dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
22. 
Pemeliharaan
Rutin
dan

Berkala
Alat Kesehatan/Alat

Penunjang
Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
23. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
b) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
22. Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Jiwa
dan NAPZA
23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
24. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
27. Deteksi
Dini
Penyalahgunaan
NAPZA
di Fasyankes dan Sekolah
28. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB
ke
Laboratorium Rujukan/Nasional
29. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
30. Penyediaan Telemedicine
di Fasilitas  Pelayanan Kesehatan
31. Pengelolaan Penelitian Kesehatan
32. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
33. Operasional Pelayanan Puskesmas
34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
35. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
36. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
37. Pelaksanaan
Kewaspadaan
Dini
dan
Respon Wabah
38. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
3. Pengadaan
Alat/Perangkat
Sistem
Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
d) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
4. Penyiapan
Perumusan
dan
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
a) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
b) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
3. Pembinaan
dan
Pengawasan
Sumber
Daya Manusia Kesehatan
c) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
D. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
a) Pemberian Izin  Apotek,  Toko  Obat,  Toko  Alat
Kesehatan  dan   Optikal,   Usaha   Mikro   Obat Tradisional (UMOT)
1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
b) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
c) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
d) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
e) Penerbitan
Stiker
Pembinaan
pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
f) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bidang Kesehatan Kabupaten Cilacap
Tahun 2023 - 2026
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	Meningka tkan akuntabil itas kinerja Dinas Kesehata n Kab.
Cilacap
	Nilai AKIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nilai
	
	
	76,05
	
	76,1
	
	76,15
	
	76,2
	
	76,2
	

	
	
	Meningka tnya kinerja pelayanan Dinas Kesehata n Kab.
Cilacap
	Nilai IKM
	
	
	
	
	
	
	
	%
	
	
	80
	
	80
	
	81
	
	81
	
	81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
	
	
	
	
	
	541.574.988.802
	
	584.580.695.402
	
	615.176.701.747
	
	642.339.078.949
	
	2.197.155.803.901

	
	
	
	
	1
	02
	01
	
	
	
	Persentase ketercapaian
perencanaan dan keuangan Perangkat daerah
	%
	
	100
	100
	40.000.000
	100
	90.000.000
	100
	92.500.000
	100
	95.125.000
	100
	317.625.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	201
	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Dokumen
	
	
	7
	40.000.000
	7
	90.000.000
	7
	92.500.000
	7
	95.125.000
	28
	317.625.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	201
	01
	Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
	Dokumen
	
	
	3
	25.000.000
	2
	25.000.000
	2
	25.000.000
	3
	25.000.000
	
	100.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	201
	02
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
	Dokumen
	
	
	
	
	1
	10.000.000
	1
	10.500.000
	1
	11.025.000
	3
	31.525.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	201
	03
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
	Dokumen
	
	
	
	
	1
	10.000.000
	1
	10.500.000
	1
	11.025.000
	3
	31.525.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	201
	04
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
	Dokumen
	
	
	
	
	1
	10.000.000
	1
	10.500.000
	1
	11.025.000
	3
	31.525.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	201
	05
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
	Dokumen
	
	
	
	
	1
	10.000.000
	1
	10.500.000
	1
	11.025.000
	3
	31.525.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	201
	06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Laporan
	
	
	
	
	1
	10.000.000
	1
	10.500.000
	1
	11.025.000
	3
	31.525.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	201
	07
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
	Laporan
	
	
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	4
	15.000.000
	16
	60.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat daerah
	%
	
	100
	100
	160.771.966.552
	100
	160.771.966.552
	100
	160.771.966.552
	100
	160.771.966.552
	100
	643.087.866.209

	
	
	
	
	1
	02
	01
	202
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	
	
	
	12
	160.771.966.552
	12
	160.771.966.552
	12
	160.771.966.552
	12
	160.771.966.552
	48
	643.087.866.209


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	01
	202
	01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
	orang/bulan
	
	
	1496
	114.531.086.513
	1496
	114.531.086.513
	1496
	114.531.086.513
	1496
	114.531.086.513
	5984
	458.124.346.052

	
	
	
	
	1
	02
	01
	202
	01
	Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN (RSUD Cilacap)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
	orang/bulan
	
	
	517
	32.459.300.334
	517
	32.459.300.334
	517
	32.459.300.334
	517
	32.459.300.334
	2068
	129.837.201.337

	
	
	
	
	1
	02
	01
	202
	01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD
Majenang)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
	orang/bulan
	
	
	225
	13.781.579.705
	225
	13.781.579.705
	225
	13.781.579.705
	225
	13.781.579.705
	900
	55.126.318.820

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat daerah
	%
	
	
	100
	100.000.000
	100
	105.000.000
	100
	110.250.000
	100
	115.762.500
	100
	431.012.500

	
	
	
	
	1
	02
	01
	205
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah Pegawai yang
terfasilitasi Admistrasi Kepegawaian
	orang
	
	
	170
	100.000.000
	170
	105.000.000
	180
	110.250.000
	190
	115.762.500
	710
	431.012.500

	
	
	
	
	1
	02
	01
	205
	02
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapan
	paket
	
	0
	170
	85.000.000
	172
	86.000.000
	180
	90.300.000
	190
	92.610.000
	712
	353.910.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	205
	09
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	orang
	
	0
	3
	15.000.000
	4
	19.000.000
	5
	19.950.000
	5
	23.152.500
	17
	77.102.500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat daerah
	%
	
	
	100
	849.643.000
	100
	935.545.000
	100
	982.322.250
	100
	1.031.438.363
	100
	3.798.948.613

	
	
	
	
	1
	02
	01
	206
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
	Dokumen
	
	
	4
	849.643.000
	4
	935.545.000
	4
	982.322.250
	4
	1.031.438.363
	16
	3.798.948.613

	
	
	
	
	1
	02
	01
	206
	02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan
	paket
	
	
	12
	68.000.000
	12
	74.800.000
	12
	78.540.000
	12
	82.467.000
	48
	303.807.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	206
	03
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
Disediakan
	paket
	
	
	12
	42.700.000
	12
	46.970.000
	12
	49.318.500
	12
	51.784.425
	48
	190.772.925

	
	
	
	
	1
	02
	01
	206
	04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
disediakan
	paket
	
	
	12
	253.693.000
	12
	280.000.000
	12
	294.000.000
	12
	308.700.000
	48
	1.136.393.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	206
	05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah    Paket    Bahan Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan
	paket
	
	
	12
	60.250.000
	12
	66.275.000
	12
	69.588.750
	12
	73.068.188
	48
	269.181.938

	
	
	
	
	1
	02
	01
	206
	09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
	Laporan
	
	
	12
	425.000.000
	12
	467.500.000
	12
	490.875.000
	12
	515.418.750
	48
	1.898.793.750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan
Perangkat daerah
	%
	
	
	100
	1.925.000.000
	100
	10.805.000.000
	100
	10.903.000.000
	100
	5.983.300.000
	100
	29.616.300.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	207
	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
	laporan
	
	
	4
	1.925.000.000
	4
	10.805.000.000
	4
	10.903.000.000
	4
	5.983.300.000
	16
	29.616.300.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	207
	06
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Disediakan
	Unit
	
	
	9
	90.549.000
	6
	75.000.000
	8
	100.000.000
	8
	100.000.000
	31
	365.549.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	207
	09
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
	Unit
	
	0
	3
	1.284.451.000
	3
	10.000.000.000
	2
	10.000.000.000
	2
	5.000.000.000
	10
	26.284.451.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	207
	10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
	unit
	
	0
	1
	200.000.000
	1
	500.000.000
	1
	550.000.000
	1
	605.000.000
	4
	1.855.000.000


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	01
	207
	11
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
	unit
	
	0
	2
	350.000.000
	1
	230.000.000
	1
	253.000.000
	1
	278.300.000
	5
	1.111.300.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan
Perangkat daerah
	%
	
	
	100
	7.104.138.200
	100
	7.818.413.950
	100
	8.600.255.345
	100
	9.460.280.880
	100
	32.983.088.375

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Unit
	
	
	39
	7.104.138.200
	39
	7.818.413.950
	39
	8.600.255.345
	39
	9.460.280.880
	156
	32.983.088.375

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	450.000.000
	12
	660.000.000
	12
	726.000.000
	12
	798.600.000
	48
	2.634.600.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	2
	1.691.943.700
	2
	1.700.000.000
	2
	1.870.000.000
	2
	2.057.000.000
	8
	7.318.943.700

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Dayeuhluhur I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	48.000.000
	12
	52.800.000
	12
	58.080.000
	12
	63.888.000
	48
	222.768.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Dayeuhluhur I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	113.817.000
	12
	125.198.700
	12
	137.718.570
	12
	151.490.427
	48
	528.224.697

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas
Dayeuhluhur Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	48.000.000
	12
	52.800.000
	12
	58.080.000
	12
	63.888.000
	48
	222.768.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Dayeuhluhur Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	80.616.300
	12
	88.677.930
	12
	97.545.723
	12
	107.300.295
	48
	374.140.248

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Wanareja I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	63.015.600
	12
	69.317.160
	12
	76.248.876
	12
	83.873.764
	48
	292.455.400

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Wanareja Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	39.300.000
	12
	43.230.000
	12
	47.553.000
	12
	52.308.300
	48
	182.391.300

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Wanareja Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	113.201.400
	12
	124.521.540
	12
	136.973.694
	12
	150.671.063
	48
	525.367.697

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Majenang I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	96.831.900
	12
	106.515.090
	12
	117.166.599
	12
	128.883.259
	48
	449.396.848

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Majenang Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	48.954.600
	12
	53.850.060
	12
	59.235.066
	12
	65.158.573
	48
	227.198.299

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cimanggu I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	127.570.200
	12
	140.327.220
	12
	154.359.942
	12
	169.795.936
	48
	592.053.298

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cimanggu Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	50.339.700
	12
	55.373.670
	12
	60.911.037
	12
	67.002.141
	48
	233.626.548

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Karangpucung I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	66.709.200
	12
	73.380.120
	12
	80.718.132
	12
	88.789.945
	48
	309.597.397


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Karangpucung Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	24.000.000
	12
	26.400.000
	12
	29.040.000
	12
	31.944.000
	48
	111.384.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Karangpucung Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	62.400.000
	12
	68.640.000
	12
	75.504.000
	12
	83.054.400
	48
	289.598.400

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cipari
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	112.739.700
	12
	124.013.670
	12
	136.415.037
	12
	150.056.541
	48
	523.224.948

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Patimuan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	98.217.000
	12
	108.038.700
	12
	118.842.570
	12
	130.726.827
	48
	455.825.097

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Sidareja
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	201.479.400
	12
	221.627.340
	12
	243.790.074
	12
	268.169.081
	48
	935.065.895

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kedungreja
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	162.002.100
	12
	178.202.310
	12
	196.022.541
	12
	215.624.795
	48
	751.851.746

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Gandrungmangu I
	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Puskesmas
Gandrungmangu I
	Laporan
	
	
	12
	213.539.700
	12
	234.893.670
	12
	258.383.037
	12
	284.221.341
	48
	991.037.748

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Gandrungmangu
Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	128.031.900
	12
	140.835.090
	12
	154.918.599
	12
	170.410.459
	48
	594.196.048

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Bantarsari
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	140.400.000
	12
	154.440.000
	12
	169.884.000
	12
	186.872.400
	48
	651.596.400

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kawunganten
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	93.600.000
	12
	102.960.000
	12
	113.256.000
	12
	124.581.600
	48
	434.397.600

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas
Kampunglaut
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	73.800.000
	12
	81.180.000
	12
	89.298.000
	12
	98.227.800
	48
	342.505.800

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kampunglaut
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	444.709.200
	12
	489.180.120
	12
	538.098.132
	12
	591.907.945
	48
	2.063.895.397

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Jeruklegi I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	31.200.000
	12
	34.320.000
	12
	37.752.000
	12
	41.527.200
	48
	144.799.200

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Jeruklegi Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	60.000.000
	12
	66.000.000
	12
	72.600.000
	12
	79.860.000
	48
	278.460.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPTD Puskesmas Jeruklegi Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	31.200.000
	12
	34.320.000
	12
	37.752.000
	12
	41.527.200
	48
	144.799.200

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kesugihan I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	113.047.500
	12
	124.352.250
	12
	136.787.475
	12
	150.466.223
	48
	524.653.448

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kesugihan Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	96.831.900
	12
	106.515.090
	12
	117.166.599
	12
	128.883.259
	48
	449.396.848


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Adipala I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	129.570.900
	12
	142.527.990
	12
	156.780.789
	12
	172.458.868
	48
	601.338.547

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Adipala Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	54.000.000
	12
	59.400.000
	12
	65.340.000
	12
	71.874.000
	48
	250.614.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Adipala Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	143.170.200
	12
	157.487.220
	12
	173.235.942
	12
	190.559.536
	48
	664.452.898

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Maos
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	237.847.500
	12
	261.632.250
	12
	287.795.475
	12
	316.575.023
	48
	1.103.850.248

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Sampang
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	97.601.400
	12
	107.361.540
	12
	118.097.694
	12
	129.907.463
	48
	452.968.097

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kroya I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	83.386.500
	12
	91.725.150
	12
	100.897.665
	12
	110.987.432
	48
	386.996.747

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Kroya Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	87.970.200
	12
	96.767.220
	12
	106.443.942
	12
	117.088.336
	48
	408.269.698

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Binangun
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	35.663.100
	12
	39.229.410
	12
	43.152.351
	12
	47.467.586
	48
	165.512.447

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Nusawungu I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	34.739.700
	12
	38.213.670
	12
	42.035.037
	12
	46.238.541
	48
	161.226.948

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Nusawungu Ii
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	135.078.000
	12
	148.585.800
	12
	163.444.380
	12
	179.788.818
	48
	626.896.998

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	103.560.000
	12
	113.916.000
	12
	125.307.600
	12
	137.838.360
	48
	480.621.960

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	33.662.400
	12
	37.028.640
	12
	40.731.504
	12
	44.804.654
	48
	156.227.198

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Selatan II
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	108.845.400
	12
	119.729.940
	12
	131.702.934
	12
	144.873.227
	48
	505.151.501

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Selatan II
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	40.554.600
	12
	44.610.060
	12
	49.071.066
	12
	53.978.173
	48
	188.213.899

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	82.860.000
	12
	91.146.000
	12
	100.260.600
	12
	110.286.660
	48
	384.553.260

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	111.970.200
	12
	123.167.220
	12
	135.483.942
	12
	149.032.336
	48
	519.653.698


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Tengah II
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	49.800.000
	12
	54.780.000
	12
	60.258.000
	12
	66.283.800
	48
	231.121.800

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Tengah II
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	112.278.000
	12
	123.505.800
	12
	135.856.380
	12
	149.442.018
	48
	521.082.198

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap
Utara I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	83.400.000
	12
	91.740.000
	12
	100.914.000
	12
	111.005.400
	48
	387.059.400

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Utara I
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	80.924.100
	12
	89.016.510
	12
	97.918.161
	12
	107.709.977
	48
	375.568.748

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Puskesmas Cilacap Utara II
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	59.850.000
	12
	65.835.000
	12
	72.418.500
	12
	79.660.350
	48
	277.763.850

	
	
	
	
	1
	02
	01
	208
	04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Puskesmas Cilacap Utara II
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	
	
	12
	71.908.000
	12
	79.098.800
	12
	87.008.680
	12
	95.709.548
	48
	333.725.028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase ketercapaian
perencanaan dan keuangan Perangkat daerah
	%
	
	
	100
	509.000.000
	100
	505.400.000
	100
	526.515.000
	100
	562.370.000
	100
	2.103.285.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	209
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerintahan Daerah
	
	
	
	5
	509.000.000
	5
	505.400.000
	5
	526.515.000
	5
	562.370.000
	20
	2.103.285.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	209
	01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	unit
	
	
	23 Mobil, 60 Motor
	314.000.000
	23 Mobil,
60 Motor
	320.000.000
	23 Mobil, 60 Motor
	336.000.000
	23 Mobil, 60 Motor
	363.495.000
	340
	1.333.495.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	209
	05
	Pemeliharaan Mebel
	Jumlah Mebel yang Dipelihara
	unit
	
	
	131
	13.000.000
	131
	13.650.000
	131
	15.015.000
	131
	15.050.000
	524
	56.715.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	209
	06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara
	unit
	
	
	56
	35.000.000
	56
	36.750.000
	56
	40.500.000
	56
	42.000.000
	224
	154.250.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	209
	09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi
	unit
	
	
	1
	75.000.000
	1
	75.000.000
	1
	82.500.000
	1
	86.825.000
	4
	319.325.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	209
	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
	Unit
	
	
	
	0
	1
	35.000.000
	1
	25.000.000
	1
	25.000.000
	3
	85.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	209
	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	paket
	
	
	1
	72.000.000
	1
	25.000.000
	1
	27.500.000
	1
	30.000.000
	4
	154.500.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase cakupan pelayanan
BLUD
	%
	
	100
	100
	370.275.241.050
	100
	403.549.369.900
	100
	433.189.892.600
	100
	464.318.835.655
	100
	1.484.817.678.205

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	
	Peningkatan Pelayanan BLUD
	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan
pelayanan BLUD
	UPTD
	
	
	40
	370.275.241.050
	40
	403.549.369.900
	40
	433.189.892.600
	40
	464.318.835.655
	160
	1.484.817.678.205

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD
Cilacap)
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	186.515.661.000
	1
	208.709.750.000
	1
	226.374.850.000
	1
	244.040.000.000
	1
	679.124.600.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD
Majenang)
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	1
	76.500.000.000
	1
	84.150.000.000
	1
	92.500.000.000
	1
	102.000.000.000
	1
	355.150.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Dayeuhluhur I
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.735.383.000
	1
	2.793.082.000
	1
	2.827.369.000
	1
	2.876.550.000
	1
	11.232.384.000


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	1.352.346.750
	1
	1.419.874.000
	1
	1.490.778.000
	1
	1.565.227.000
	1
	5.828.225.750

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Wanareja I
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	3.399.620.836
	1
	3.573.964.000
	1
	3.752.663.000
	1
	3.940.296.000
	1
	14.666.543.836

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Wanareja II
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	1.750.000.000
	1
	1.837.500.000
	1
	1.917.904.000
	1
	2.002.308.000
	1
	7.507.712.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Majenang I
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	3.588.000.000
	1
	3.762.000.000
	1
	3.944.700.000
	1
	4.136.535.000
	1
	15.431.235.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Majenang II
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	3.498.177.000
	1
	3.673.085.000
	1
	3.856.739.000
	1
	4.049.576.000
	1
	15.077.577.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cimanggu I
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	3.014.369.400
	1
	3.117.139.600
	1
	3.217.139.600
	1
	3.317.139.600
	1
	12.665.788.200

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Cimanggu II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.327.604.300
	1
	2.560.364.500
	1
	2.816.401.500
	1
	3.098.041.500
	1
	10.802.411.800

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Karangpucung I
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.700.000.000
	1
	2.790.000.000
	1
	2.830.000.000
	1
	2.850.000.000
	1
	11.170.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Karangpucung II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	1.445.660.300
	1
	1.315.660.000
	1
	1.447.226.000
	1
	1.591.948.600
	1
	5.800.494.900

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cipari
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	4.115.827.800
	1
	4.217.850.000
	1
	4.323.295.000
	1
	4.431.377.000
	1
	17.088.349.800

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Patimuan
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	3.650.000.000
	1
	4.015.000.000
	1
	4.035.000.000
	1
	4.055.000.000
	1
	15.755.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Sidareja
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	5.045.808.000
	1
	5.246.386.000
	1
	5.454.974.000
	1
	5.671.894.000
	1
	21.419.062.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Kedungreja
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	5.001.400.000
	1
	5.031.110.000
	1
	5.060.835.500
	1
	5.090.577.275
	1
	20.183.922.775

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Gandrungmangu I
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	3.729.000.000
	1
	3.954.690.000
	1
	4.047.184.500
	1
	4.142.076.000
	1
	15.872.950.500

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Gandrungmangu
II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.696.768.100
	1
	2.764.187.500
	1
	2.833.295.000
	1
	2.904.126.000
	1
	11.198.376.600

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Bantarsari
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	4.384.824.000
	1
	4.469.583.600
	1
	4.699.422.800
	1
	5.090.917.600
	1
	18.644.748.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Kawunganten
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	4.651.800.000
	1
	4.671.900.000
	1
	4.689.900.000
	1
	4.705.500.000
	1
	18.719.100.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Kampunglaut
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	955.000.000
	1
	969.700.000
	1
	986.200.000
	1
	1.003.000.000
	1
	3.913.900.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Jeruklegi I
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.437.714.364
	1
	2.681.485.000
	1
	2.949.634.000
	1
	3.244.597.000
	1
	11.313.430.364

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Jeruklegi II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.000.000.000
	1
	2.014.084.000
	1
	2.064.517.100
	1
	2.138.258.400
	1
	8.216.859.500

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Kesugihan I
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.941.752.500
	1
	2.969.800.000
	1
	2.987.800.000
	1
	2.997.800.000
	1
	11.897.152.500

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Kesugihan II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.233.568.100
	1
	2.244.568.100
	1
	2.259.560.000
	1
	2.264.800.000
	1
	9.002.496.200

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Adipala I
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	3.645.000.000
	1
	3.645.000.000
	1
	3.828.250.000
	1
	4.018.612.500
	1
	15.136.862.500

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Adipala II
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	1.820.265.800
	1
	1.908.265.000
	1
	1.937.265.000
	1
	2.032.265.000
	1
	7.698.060.800


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Maos
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.710.252.500
	1
	2.775.600.000
	1
	2.804.600.000
	1
	2.835.600.000
	1
	11.126.052.500

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Sampang
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.923.998.600
	1
	2.938.774.600
	1
	2.953.892.600
	1
	2.969.249.600
	1
	11.785.915.400

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Kroya I
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	4.360.200.000
	1
	4.445.700.000
	1
	4.518.765.000
	1
	4.595.400.000
	1
	17.920.065.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Kroya II
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.467.882.200
	1
	2.512.190.000
	1
	2.560.500.000
	1
	2.610.102.000
	1
	10.150.674.200

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Binangun
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	3.991.820.000
	1
	4.191.419.000
	1
	4.400.988.000
	1
	4.621.023.000
	1
	17.205.250.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Nusawungu I
	Jumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.348.300.000
	1
	2.583.130.000
	1
	2.841.443.000
	1
	3.125.587.300
	1
	10.898.460.300

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD
Puskesmas Nusawungu II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.552.600.000
	1
	2.622.000.000
	1
	2.660.400.000
	1
	2.714.800.000
	1
	10.549.800.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cilacap Selatan I
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	2.428.800.000
	1
	2.428.800.000
	1
	2.428.800.000
	1
	2.428.800.000
	1
	9.715.200.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUDUPTD Puskesmas Cilacap Selatan II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	1.446.048.000
	1
	1.476.550.000
	1
	1.506.560.000
	1
	1.536.570.000
	1
	5.965.728.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cilacap Tengah I
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	1.724.532.600
	1
	1.733.334.000
	1
	1.810.848.000
	1
	1.810.848.000
	1
	7.079.562.600

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cilacap Tengah II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	1.858.410.000
	1
	1.939.560.000
	1
	2.084.280.000
	1
	2.229.120.000
	1
	8.111.370.000

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kantor UPTD Puskesmas Cilacap
Utara I
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	1.997.445.900
	1
	2.066.884.000
	1
	2.143.265.000
	1
	2.227.284.800
	1
	8.434.879.700

	
	
	
	
	1
	02
	01
	210
	01
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cilacap Utara II
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
	Unit Kerja
	
	
	1
	1.329.400.000
	1
	1.329.400.000
	1
	1.342.648.000
	1
	1.356.028.480
	1
	5.357.476.480

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Meningka tkan kualitas derajat kesehata n masyarak
at
	Indek Keluarga Sehat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	
	0,12
	0,15
	
	0,2
	
	0,25
	
	0,3
	
	0,3
	

	
	
	Meningka tnya upaya kesehata n masyarak at dan perseoran
gan
	Indeks pencap aian SPM
bidang kesehat an
	
	
	
	
	
	
	123.611.385.699
	%
	
	79,39
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	
	
	
	
	1
	02
	02
	
	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	123.611.385.699
	
	
	
	
	115.330.337.099
	
	118.309.294.282
	
	121.437.203.162
	
	124.721.508.643
	
	465.143.918.186

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Unit
	
	
	41
	29.713.247.250
	41
	30.629.074.313
	41
	31.590.692.727
	41
	32.600.392.064
	41
	109.878.981.354


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi
	%
	100
	100
	100
	6.758.744.750
	100
	7.096.681.988
	100
	7.451.516.087
	100
	7.824.091.891
	100
	14.476.609.716

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	01
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio
Tempat     Tidur     Terhadap
Jumlah    Penduduk Minimal 1:1000
	unit
	
	0
	
	
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	3
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	01
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RSUD Cilacap)
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio
Tempat     Tidur     Terhadap
Jumlah    Penduduk Minimal 1:1000
	unit
	
	
	1
	2.900.000.000
	1
	3.045.000.000
	1
	3.197.250.000
	1
	3.357.112.500
	
	

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	01
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RSUD Majenang)
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio
Tempat     Tidur     Terhadap
Jumlah    Penduduk Minimal 1:1000
	unit
	
	0
	1
	2.900.000.000
	1
	3.045.000.000
	1
	3.197.250.000
	1
	3.357.112.500
	4
	12.499.362.500

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	05
	Pengembangan Rumah Sakit
	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
	unit
	
	0
	
	
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	3
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	14
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (RSUD Cilacap)
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
	unit
	
	
	1
	500.000.000
	1
	525.000.000
	1
	551.250.000
	1
	578.812.500
	
	

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	14
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Majenang)
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
	unit
	
	0
	10
	458.744.750
	10
	481.681.988
	10
	505.766.087
	10
	531.054.391
	40
	1.977.247.216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai
	%
	88,12
	88,12
	88,39
	22.954.502.500
	89,28
	23.532.392.325
	90,17
	24.139.176.641
	91,07
	24.776.300.173
	91,07
	95.402.371.638

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	02
	Pembangunan Puskesmas
	Jumlah        Pusat
Kesehatan         Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun
	unit
	
	0
	16
	20.064.502.500
	10
	20.807.392.325
	12
	21.389.676.641
	10
	21.889.325.173
	48
	84.150.896.638

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	03
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Jumlah     Fasilitas  Kesehatan Lainnya    yang
Dibangun
	unit
	
	
	2
	390.000.000
	2
	190.000.000
	2
	199.500.000
	2
	209.475.000
	8
	988.975.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	04
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang
Dibangun
	unit
	
	
	
	
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	6
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	06
	Pengembangan Puskesmas
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
	unit
	
	
	2
	150.000.000
	3
	150.000.000
	3
	157.500.000
	3
	165.375.000
	9
	622.875.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	07
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Jumlah     Fasilitas  Kesehatan Lainnya     yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan
dan SDM agar Sesuai Standar
	unit
	
	0
	
	
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	3
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	09
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas
	unit
	
	
	6
	700.000.000
	5
	735.000.000
	1
	735.000.000
	1
	771.750.000
	13
	2.941.750.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	10
	Rehabilitasi        dan Pemeliharaan    Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas
Kesehatan Lainnya
	unit
	
	0
	0
	
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	0


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	11
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah  Dinas Tenaga Kesehatan     yang  Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
	unit
	
	
	1
	150.000.000
	2
	150.000.000
	2
	157.500.000
	2
	165.375.000
	7
	622.875.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	12
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang Disediakan
	unit
	
	0
	
	
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	9
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	13
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang Disediakan
	unit
	
	
	
	
	2
	0
	3
	0
	3
	0
	8
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	14
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
	unit
	
	
	5
	500.000.000
	2
	500.000.000
	2
	500.000.000
	2
	525.000.000
	11
	2.025.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	15
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance
Center
	unit
	
	0
	
	
	39
	0
	39
	0
	39
	0
	117
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	16
	Pengadaan Obat, Vaksin
	Jumlah Obat dan Vaksin yang
Disediakan
	paket
	
	
	38
	500.000.000
	38
	500.000.000
	38
	500.000.000
	38
	525.000.000
	38
	2.025.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	17
	Pengadaan Bahan Habis Pakai
	Jumlah Bahan Habis Pakai
yang Disediakan
	paket
	
	
	38
	500.000.000
	38
	500.000.000
	38
	500.000.000
	38
	525.000.000
	38
	2.025.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	18
	Pemeliharaan   Sarana Fasilitas       Pelayanan Kesehatan
	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Yang Dilakukan Pemeliharaan
	unit
	
	0
	
	
	5
	0
	5
	0
	5
	0
	15
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	19
	Pemeliharaan    Prasarana dan       Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang Dilakukan Pemeliharaan
	unit
	
	0
	
	
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	9
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	20
	Pemeliharaan    Rutin dan       Berkala       Alat
Kesehatan/Alat       Penunjang Medik   Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
	unit
	
	0
	
	
	20
	0
	20
	0
	20
	0
	60
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	201
	21
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
	paket
	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	3
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Upaya layanan
	
	
	39
	85.409.639.849
	39
	87.462.397.469
	39
	89.617.796.810
	39
	91.880.967.273
	156
	354.370.801.401

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil
	%
	95,06
	95,06
	100
	5.583.692.000
	100
	5.585.704.900
	100
	5.587.818.445
	100
	5.590.037.667
	100
	22.347.253.012

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	01
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
	orang
	
	28242
	28818
	40.258.000
	28985
	42.270.900
	29152
	44.384.445
	29319
	46.603.667
	116274
	173.517.012

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	01
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (DAK
NON FISIK)
	
	
	
	
	5.543.434.000
	
	5.543.434.000
	
	5.543.434.000
	
	5.543.434.000
	0
	22.173.736.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan persalinan
	%
	99,95
	99,95
	100
	1.081.010.900
	100
	1.082.510.900
	100
	1.084.085.900
	100
	1.085.739.650
	100
	4.333.347.350

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	02
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Jumlah      Ibu     Bersalin      yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
	orang
	
	27652
	
	30.000.000
	28464
	31.500.000
	28623
	33.075.000
	28783
	34.728.750
	85870
	129.303.750


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	02
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Jumlah      Ibu     Bersalin      yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar (DAK NON FISIK)
	
	
	
	
	1.051.010.900
	
	1.051.010.900
	
	1.051.010.900
	
	1.051.010.900
	0
	4.204.043.600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
	%
	99,27
	99,27
	100
	534.573.000
	100
	537.073.000
	100
	539.698.000
	100
	542.454.250
	100
	2.153.798.250

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	03
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
	orang
	
	27533
	27685
	50.000.000
	27837
	52.500.000
	27989
	55.125.000
	28141
	57.881.250
	28141
	215.506.250

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	03
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
	orang
	
	
	
	484.573.000
	
	484.573.000
	
	484.573.000
	
	484.573.000
	28141
	1.938.292.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
	%
	83,98
	83,98
	100
	6.350.550.800
	100
	6.353.050.800
	100
	6.355.675.800
	100
	6.358.432.050
	100
	25.417.709.450

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	04
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	Jumlah Balita  yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	orang
	
	104674
	110000
	50.000.000
	111348
	52.500.000
	111956
	55.125.000
	112564
	57.881.250
	112564
	215.506.250

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	04
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (DAK NON FISIK)
	
	
	
	
	5.868.750.800
	
	5.825.550.800
	
	5.750.550.800
	
	5.675.550.800
	
	23.120.403.200

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	15
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
	dokumen
	
	7
	4
	431.800.000
	8
	475.000.000
	8
	550.000.000
	8
	625.000.000
	8
	2.081.800.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
	%
	99,45
	99,45
	100
	1.550.025.000
	100
	1.551.275.000
	100
	1.552.587.500
	100
	1.553.965.625
	100
	6.207.853.125

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	05
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan     Pelayanan Kesehatan     Sesuai
Standar
	orang
	
	238377
	238377
	25.000.000
	238377
	26.250.000
	238377
	27.562.500
	238377
	28.940.625
	238377
	107.753.125

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	05
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan     Pelayanan Kesehatan     Sesuai Standar (DAK NON FISIK)
	
	
	
	
	1.525.025.000
	
	1.525.025.000
	
	1.525.025.000
	
	1.525.025.000
	238377
	6.100.100.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
	%
	67,64
	67,64
	100
	2.043.857.100
	100
	2.048.107.100
	100
	2.052.569.600
	100
	2.057.255.225
	100
	8.201.789.025

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	06
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	Jumlah      Penduduk      Usia Produktif   yang Mendapatkan    Pelayanan
Kesehatan     Sesuai Standar
	orang
	
	1352574
	1362574
	60.000.000
	1372564
	61.750.000
	1385000
	66.212.500
	1396000
	68.148.125
	1396000
	256.110.625

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	06
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	Jumlah      Penduduk      Usia Produktif   yang Mendapatkan     Pelayanan Kesehatan     Sesuai Standar (DAK NON FISIK)
	
	
	
	
	1.958.857.100
	
	1.958.857.100
	
	1.958.857.100
	
	1.958.857.100
	
	7.835.428.400

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	16
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
	Jumlah Pos UKK yang dibina
	dokumen
	
	0
	1
	25.000.000
	1
	27.500.000
	1
	27.500.000
	1
	30.250.000
	4
	110.250.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase  warga negara usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
	%
	67,23
	67,23
	100
	1.344.674.400
	100
	1.346.174.400
	100
	1.347.749.400
	100
	1.349.403.150
	100
	5.388.001.350

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	07
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	Jumlah        Penduduk        Usia Lanjut    yang Mendapatkan Pelayanan  Kesehatan     Sesuai Standar
	orang
	
	265133
	235133
	30.000.000
	235233
	31.500.000
	235333
	33.075.000
	235433
	34.728.750
	235433
	129.303.750

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	07
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	Jumlah        Penduduk        Usia Lanjut    yang Mendapatkan Pelayanan  Kesehatan     Sesuai Standar (DAK NON FISIK)
	
	
	
	
	1.314.674.400
	
	1.314.674.400
	
	1.314.674.400
	
	1.314.674.400
	
	5.258.697.600


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	%
	67,88
	67,88
	100
	72.890.000
	100
	74.140.000
	100
	75.452.500
	100
	76.830.625
	100
	299.313.125

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	08
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	orang
	
	640959
	650959
	25.000.000
	660959
	26.250.000
	670940
	27.562.500
	680900
	28.940.625
	680900
	107.753.125

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	08
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	
	
	
	
	47.890.000
	
	47.890.000
	
	47.890.000
	
	47.890.000
	
	191.560.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase penderita DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	%
	98,45
	98,45
	100
	9.377.898.000
	100
	9.379.148.000
	100
	9.380.460.500
	100
	9.381.838.625
	100
	37.519.345.125

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	09
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	Jumlah      Penderita     Diabetes Melitus     yang
Mendapatkan    Pelayanan
Kesehatan     Sesuai Standar
	0rang
	
	29804
	30604
	25.000.000
	31404
	26.250.000
	32204
	27.562.500
	33004
	28.940.625
	33804
	107.753.125

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	09
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	Jumlah      Penderita     Diabetes Melitus     yang
Mendapatkan    Pelayanan
Kesehatan     Sesuai Standar (DAK NON FISIK)
	
	
	
	
	9.352.898.000
	
	9.352.898.000
	
	9.352.898.000
	
	9.352.898.000
	
	37.411.592.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
	%
	121,32
	121,32
	100
	235.749.500
	100
	236.979.475
	100
	238.270.949
	100
	239.626.996
	100
	950.626.920

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar
	orang
	
	2905,8
	3632,25
	24.599.500
	4116,55
	25.829.475
	4358,7
	27.120.949
	4697,71
	28.476.996
	4698
	106.026.920

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	21
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
	orang
	
	0
	
	25.000.000
	1000
	26.250.000
	1250
	27.562.500
	1450
	28.940.625
	1450
	107.753.125

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	22
	Pengelolaan  Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
	orang
	
	0
	
	25.000.000
	70
	26.250.000
	85
	27.562.500
	95
	28.940.625
	250
	107.753.125

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	27
	Deteksi      Dini Penyalahgunaan      NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah
	orang
	
	156
	
	25.000.000
	35
	26.250.000
	50
	27.562.500
	60
	28.940.625
	145
	107.753.125

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar (DAK NON FISIK)
	orang
	
	
	
	136.150.000
	
	132.400.000
	
	128.462.500
	
	124.328.125
	
	521.340.625

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC
sesuai standar
	%
	35,92
	35,92
	100
	3.874.350.000
	100
	3.878.850.000
	100
	3.883.575.000
	100
	3.888.536.250
	100
	15.525.311.250

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	11
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
	orang
	
	18857
	19837
	90.000.000
	19834
	94.500.000
	19890
	99.225.000
	19900
	104.186.250
	19900
	387.911.250

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	11
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (DAK NON FISIK)
	
	
	
	
	3.784.350.000
	
	3.784.350.000
	
	3.784.350.000
	
	3.784.350.000
	19900
	15.137.400.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
	%
	69,97
	69,97
	100
	1.017.400.000
	100
	1.029.400.000
	100
	1.042.000.000
	100
	1.055.230.000
	100
	4.144.030.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
	orang
	
	33458
	33920
	240.000.000
	34241
	252.000.000
	34472
	264.600.000
	34881
	277.830.000
	34881
	1.034.430.000


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (DAK NON FISIK)
	
	
	
	
	777.400.000
	
	777.400.000
	
	777.400.000
	
	777.400.000
	
	3.109.600.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase desa/kelurahan
STBM
	%
	0
	0
	10
	1.508.673.000
	20
	1.521.168.320
	40
	1.534.294.556
	60
	1.548.073.954
	60
	6.112.209.830

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	17
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	dokumen
	
	0
	3
	224.966.400
	3
	237.461.720
	3
	250.587.956
	3
	264.367.354
	12
	977.383.430

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	29
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
	Jumlah     Dokumen      Hasil
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
	dokumen
	
	
	
	25.000.000
	1
	25.000.000
	1
	25.000.000
	1
	25.000.000
	3
	100.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	17
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK
NON FISIK)
	dokumen
	
	0
	38
	1.258.706.600
	38
	1.258.706.600
	38
	1.258.706.600
	38
	1.258.706.600
	38
	5.034.826.400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proporsi peserta jaminan
kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
	%
	76,33
	76,33
	82
	38.859.878.399
	85
	40.802.872.319
	87
	42.843.015.935
	90
	44.985.166.732
	90
	167.490.933.385

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	26
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
	dokumen
	
	2
	3
	38.509.878.399
	2
	40.435.372.319
	2
	42.457.140.935
	2
	44.579.666.732
	2
	165.982.058.385

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	32
	Operasional Pelayanan
Rumah Sakit
	Jumlah Rumah Sakit PONEK
yang terbentuk
	dokumen
	
	3
	5
	75.000.000
	5
	78.750.000
	5
	82.687.500
	5
	87.000.000
	20
	323.437.500

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	38
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
	unit
	
	39
	40
	275.000.000
	40
	288.750.000
	40
	303.187.500
	40
	318.500.000
	40
	1.185.437.500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
	%
	100
	100
	100
	6.002.869.600
	100
	6.011.119.800
	100
	6.019.780.200
	100
	6.028.877.925
	100
	24.062.647.525

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	13
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
	dokumen
	
	-
	
	
	1
	575.000.000
	1
	600.000.000
	1
	695.750.000
	1
	1.870.750.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	13
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (DAK NON
FISIK)
	dokumen
	
	-
	38
	5.837.869.600
	38
	5.093.369.800
	38
	5.044.380.200
	38
	4.923.337.925
	38
	20.898.957.525

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	14
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai
Standar
	dokumen
	
	-
	
	
	1
	50.000.000
	1
	55.000.000
	1
	60.000.000
	1
	165.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	24
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan
	dokumen
	
	-
	
	
	1
	45.000.000
	1
	48.000.000
	1
	51.000.000
	1
	144.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	28
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB
ke
Laboratorium Rujukan/Nasional
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa    (KLB)          ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Didistribusikan
	paket
	
	-
	
	
	1
	25.000.000
	1
	27.500.000
	1
	30.000.000
	1
	82.500.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	37
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon
Wabah
	Jumlah         Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Kewaspadaan Dini dan Respon
Wabah
	dokumen
	
	-
	
	
	1
	45.000.000
	1
	51.000.000
	1
	54.000.000
	1
	150.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	20
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	dokumen
	
	-
	2
	90.000.000
	1
	99.000.000
	1
	108.900.000
	1
	119.790.000
	4
	417.690.000


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	36
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
	laporan
	
	1
	2
	75.000.000
	1
	78.750.000
	1
	85.000.000
	1
	95.000.000
	4
	333.750.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase menurunnya angka
kesakitan dan kecacatan akibat penyakit
	%
	NA
	NA
	20
	3.357.392.050
	21
	3.371.142.050
	22
	3.385.579.550
	23
	3.400.738.925
	23
	13.514.852.575

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	25
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	dokumen
	
	6
	6
	210.000.000
	6
	215.750.000
	8
	219.000.000
	9
	220.000.000
	9
	864.750.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	25
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
(DAK NON FISIK)
	dokumen
	
	38
	38
	2.882.392.050
	38
	2.857.392.050
	38
	2.832.392.050
	38
	2.807.392.050
	38
	11.379.568.200

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	19
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan Tradisional Lainnya
	dokumen
	
	-
	2
	20.000.000
	2
	22.000.000
	2
	24.200.000
	2
	26.620.000
	2
	92.820.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	23
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Khusus
	dokumen
	
	-
	0
	20.000.000
	3
	25.000.000
	3
	29.987.500
	3
	40.726.875
	9
	115.714.375

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	22
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga
Kesehatan Puskesmas
	keluarga
	
	53950
	72000
	25.000.000
	74000
	26.000.000
	75000
	30.000.000
	78000
	31.000.000
	227000
	112.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Kasus
	3492
	3681
	3677
	85.000.000
	3673
	95.000.000
	3667
	105.000.000
	3662
	110.000.000
	11002
	395.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	41
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
	Jumlah Orang dengan HIV yang
Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
	Kasus
	
	649
	780
	80.000.000
	930
	85.000.000
	1080
	90.000.000
	1225
	100.000.000
	3235
	355.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	Pengelolaan pelayanan
kesehatan Malaria (Dinas
	Jumlah orang yang
mendapatkan pelayanan
	Kasus
	
	15
	17
	20.000.000
	19
	25.000.000
	20
	30.000.000
	20
	35.000.000
	59
	110.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	43
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok (Dinas Kesehatan
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok
	tatanan
	
	0
	1
	15.000.000
	1
	20.000.000
	1
	25.000.000
	1
	30.000.000
	3
	90.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase FKTP terakreditasi
	%
	97,4
	97,4
	100
	2.614.156.100
	100
	2.653.681.405
	100
	2.695.182.975
	100
	2.738.759.624
	100
	10.701.780.104

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	30
	Penyediaan Telemedicine    di Fasilitas  Pelayanan Kesehatan
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi  Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (DAK)
	unit
	
	
	3
	1.756.556.100
	3
	1.763.881.405
	3
	1.752.382.975
	3
	1.790.959.624
	9
	7.063.780.104

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	33
	Operasional Pelayanan Puskesmas
	Jumlah     Dokumen
Operasional   Pelayanan Puskesmas
	dokumen
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	50.000.000
	3
	50.000.000
	9
	100.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	33
	Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas
Kampunglaut
	Jumlah      Dokumen Operasional   Pelayanan
Puskesmas
	dokumen
	
	
	12
	462.600.000
	12
	464.800.000
	12
	462.800.000
	12
	462.800.000
	38
	1.853.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	34
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Jumlah      Dokumen Operasional   Pelayanan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
	dokumen
	
	
	12
	320.000.000
	12
	325.000.000
	12
	330.000.000
	1000
	335.000.000
	1036
	1.310.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	02
	202
	35
	Pelaksanaan Akreditasi
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
	Jumlah Fasilitas Kesehatan
yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
	unit
	
	38
	19
	75.000.000
	20
	100.000.000
	0
	100.000.000
	20
	100.000.000
	39
	375.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase pemanfaatan SIK
terintegrasi di Fasyankes
	%
	60
	60
	65
	50.000.000
	70
	52.500.000
	75
	55.125.000
	80
	57.881.250
	80
	215.506.250

	
	
	
	
	1
	02
	02
	203
	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
	Laporan
	
	
	2
	50.000.000
	3
	52.500.000
	3
	55.125.000
	3
	57.881.250
	11
	215.506.250


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	02
	203
	01
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan
	dokumen
	
	
	2
	50.000.000
	2
	52.500.000
	2
	55.125.000
	2
	57.881.250
	8
	215.506.250

	
	
	
	
	1
	02
	02
	203
	02
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan
	dokumen
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	1
	02
	02
	203
	03
	Pengadaan  Alat/Perangkat Sistem     Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
	Jumlah        Alat/Perangkat Sistem       Informasi Kesehatan dan      Jaringan       Internet yang
Disediakan
	unit
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi
	%
	84,62
	84,62
	92,31
	157.450.000
	100
	165.322.500
	100
	173.588.625
	100
	182.268.056
	100
	678.629.181

	
	
	
	
	1
	02
	02
	204
	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Faslitias Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	dokumen
	
	
	136
	157.450.000
	138
	165.322.500
	140
	173.588.625
	142
	182.268.056
	142
	678.629.181

	
	
	
	
	1
	02
	02
	204
	01
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
	unit
	
	118
	136
	76.450.000
	138
	80.272.500
	140
	84.286.125
	142
	88.500.431
	142
	329.509.056

	
	
	
	
	1
	02
	02
	204
	02
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai
Standar
	unit
	
	-
	
	36.000.000
	14
	37.800.000
	14
	39.690.000
	13
	41.674.500
	142
	155.164.500

	
	
	
	
	1
	02
	02
	204
	03
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Pelayanan kesehatan
	unit
	
	34
	39
	45.000.000
	39
	47.250.000
	39
	49.612.500
	39
	52.093.125
	39
	193.955.625

	
	
	
	
	1
	02
	02
	204
	04
	Penyiapan    Perumusan dan    Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Rujukan
	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
	dokumen
	
	0
	
	
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	9
	0

	
	
	Meningka tnya kualitas Sumber Daya Kesehata n
	Persent ase Puskes mas dengan 9 jenis tenaga kesehat an sesuai standar
	
	
	
	
	
	
	
	%
	
	
	84,21
	
	89,47
	
	94,74
	
	100
	
	100
	

	
	
	
	
	1
	02
	03
	
	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	
	
	
	
	
	3.982.600.000
	
	3.986.850.000
	
	3.991.312.500
	
	3.995.998.125
	
	15.956.760.625

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase tenaga kesehatan
teregistrasi
	%
	55
	55
	91,2
	3.982.600.000
	92,1
	3.986.850.000
	93
	3.991.312.500
	94
	3.995.998.125
	94
	15.956.760.625

	
	
	
	
	1
	02
	03
	201
	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota
	Laporan
	
	
	2
	55.000.000
	2
	57.750.000
	2
	60.637.500
	2
	63.669.375
	8
	237.056.875

	
	
	
	
	1
	02
	03
	201
	01
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Jumlah        Dokumen       Hasil Pembinaan   dan Pengawasan Tenaga Kesehatan  serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
	dokumen
	
	
	2
	30.000.000
	2
	31.500.000
	2
	33.075.000
	2
	34.728.750
	8
	129.303.750

	
	
	
	
	1
	02
	03
	201
	02
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Jumlah        Dokumen       Hasil Pembinaan   dan Pengawasan Tenaga Kesehatan  serta Tindak
	dokumen
	
	
	0
	25.000.000
	3
	26.250.000
	3
	27.562.500
	3
	28.940.625
	12
	107.753.125


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	03
	202
	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
	Laporan
	
	
	3
	3.902.600.000
	3
	3.902.850.000
	3
	3.903.112.500
	3
	3.903.388.125
	12
	15.611.950.625

	
	
	
	
	1
	02
	03
	202
	1
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Jumlah       Dokumen     Hasil Perencanaan  dan Distribusi serta     Pemerataan  Sumber Daya
Manusia Kesehatan
	dokumen
	
	
	1
	35.000.000
	100
	36.960.000
	100
	38.808.000
	100
	40.748.400
	301
	151.516.400

	
	
	
	
	1
	02
	03
	202
	02
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
Memenuhi     Standar     di Fasilitas     Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
	orang
	
	
	28
	100.000.000
	55
	105.000.000
	97
	110.250.000
	285
	115.762.500
	465
	431.012.500

	
	
	
	
	1
	02
	03
	202
	02
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
Memenuhi     Standar     di Fasilitas      Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (DAK Non Fisik)
	orang
	
	
	124
	3.737.600.000
	124
	3.729.390.000
	124
	3.720.979.500
	124
	3.712.148.475
	496
	14.900.117.975

	
	
	
	
	1
	02
	03
	202
	03
	Pembinaan  dan Pengawasan  Sumber  Daya Manusia Kesehatan
	Jumlah        Dokumen       Hasil Pembinaan   dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
	dokumen
	
	0
	1
	30.000.000
	1
	31.500.000
	1
	33.075.000
	1
	34.728.750
	4
	129.303.750

	
	
	
	
	1
	02
	03
	203
	
	Pengembangan    Mutu dan    Peningkatan Kompetensi      Teknis Sumber  Daya  Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
	Dokumen
	
	
	1
	25.000.000
	1
	26.250.000
	1
	27.562.500
	1
	28.940.625
	4
	107.753.125

	
	
	
	
	1
	02
	03
	203
	01
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
	Orang
	
	
	55
	25.000.000
	76
	26.250.000
	93
	27.562.500
	114
	28.940.625
	338
	107.753.125

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	02
	04
	
	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
	
	
	
	
	
	649.741.250
	
	661.884.513
	
	674.709.938
	
	6.217.703.734
	
	8.085.977.524

	
	
	
	Persent ase fasilitas pelayan an kefarma sian dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)
yang
memen uhi syarat.
	
	
	
	
	
	
	
	%
	78
	78
	80
	
	81
	
	81,5
	
	82,5
	
	82,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan
	%
	100
	100
	100
	37.577.750
	100
	39.456.638
	100
	41.429.469
	100
	43.500.943
	100
	161.964.800

	
	
	
	
	1
	02
	04
	201
	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan  dan   Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Jumlah Laporan kegiatan Pemberian Izin Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan Optikal UMOT
	Laporan
	
	
	3
	37.577.750
	3
	39.456.638
	3
	41.429.469
	3
	43.500.943
	12
	99.739.825


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	04
	201
	01
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,  dan   Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,  dan   Optikal, Usaha   Mikro   Obat Tradisional (UMOT)
	dokumen
	
	-
	5
	22.000.000
	5
	23.100.000
	5
	24.255.000
	5
	25.467.750
	15
	26.741.138

	
	
	
	
	1
	02
	04
	201
	02
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,  dan  Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Jumlah Apotek, Toko  Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	sarana
	
	0
	256
	10.577.750
	256
	11.106.638
	267
	11.661.969
	278
	12.245.068
	278
	45.591.425

	
	
	
	
	1
	02
	04
	201
	03
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin
	Sarana
	
	0
	256
	5.000.000
	256
	5.250.000
	267
	5.512.500
	278
	5.788.125
	278
	27.407.263

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)
yang memenuhi syarat.
	%
	56
	56
	60
	612.163.500
	62
	622.427.875
	63
	633.280.469
	65
	6.174.202.791
	65
	7.924.012.724

	
	
	
	
	1
	02
	04
	202
	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	Jumlah Laporan Pemberian Sertifikat Porduksi untuk sarana produksi Alkes kelas 1 tertentu dan Perbekalan kesehatan
	laporan
	
	
	3
	210.000.000
	3
	213.000.000
	3
	216.150.000
	3
	2.219.457.500
	12
	2.858.607.500

	
	
	
	
	1
	02
	04
	202
	01
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi  Alat  Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi  Alat  Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	dokumen
	
	0
	3
	30.000.000
	3
	31.500.000
	3
	33.075.000
	3
	34.728.750
	9
	129.303.750

	
	
	
	
	1
	02
	04
	202
	01
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi  Alat  Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi  Alat  Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (DAK BPOM)
	dokumen
	
	0
	3
	150.000.000
	3
	150.000.000
	3
	150.000.000
	3
	2.150.000.000
	9
	2.600.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	04
	202
	02
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta  Tindak  Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	dokumen
	
	0
	3
	30.000.000
	3
	31.500.000
	3
	33.075.000
	3
	34.728.750
	9
	129.303.750

	
	
	
	
	1
	02
	04
	203
	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi
	
	
	
	1
	210.000.000
	1
	213.000.000
	1
	216.150.000
	1
	2.219.457.500
	4
	2.858.607.500


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	04
	203
	01
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak  Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	dokumen
	
	
	200
	30.000.000
	210
	31.500.000
	220
	33.075.000
	230
	34.728.750
	860
	129.303.750

	
	
	
	
	1
	02
	04
	203
	01
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak  Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (DAK BPOM)
	dokumen
	
	
	200
	150.000.000
	210
	150.000.000
	220
	150.000.000
	230
	2.150.000.000
	860
	2.600.000.000

	
	
	
	
	1
	02
	04
	203
	01
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak  Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	dokumen
	
	
	200
	30.000.000
	210
	31.500.000
	220
	33.075.000
	230
	34.728.750
	860
	129.303.750

	
	
	
	
	1
	02
	04
	204
	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot
Air Minum (DAM)
	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Laporan
	
	
	1
	21.000.000
	1
	22.050.000
	1
	23.152.500
	1
	24.310.125
	1
	90.512.625

	
	
	
	
	1
	02
	04
	204
	01
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	dokumen
	
	0
	3
	21.000.000
	3
	22.050.000
	3
	23.152.500
	3
	24.310.125
	12
	90.512.625

	
	
	
	
	1
	02
	04
	205
	
	Penerbitan    Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
	Jumlah stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan jajanan
	
	
	
	
	22.000.000
	
	23.100.000
	
	24.255.000
	
	25.467.750
	
	72.822.750

	
	
	
	
	1
	02
	04
	205
	01
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak  Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
	dokumen
	
	0
	
	22.000.000
	3
	23.100.000
	3
	24.255.000
	3
	25.467.750
	9
	72.822.750

	
	
	
	
	1
	02
	04
	206
	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Tangga
	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post market
	laporan
	
	
	2
	149.163.500
	2
	151.277.875
	2
	153.572.969
	2
	1.685.509.916
	8
	2.043.462.349


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	04
	206
	01
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan
	unit
	
	
	150
	50.000.000
	160
	52.500.000
	165
	55.125.000
	170
	57.881.250
	645
	215.506.250

	
	
	
	
	1
	02
	04
	206
	01
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak  Lanjut  Pengawasan (DAK BPOM)
	unit
	
	
	
	76.876.000
	
	75.376.000
	
	73.876.000
	
	1.601.828.099
	0
	1.827.956.099

	
	
	
	
	1
	02
	04
	206
	02
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut
Pengawasan
	dokumen
	
	
	1
	22.287.500
	1
	23.401.875
	1
	24.571.969
	1
	25.800.567
	
	

	
	
	Meningka tnya Pemberda yaan Masyarak at Bidang Kesehata n
	Cakupa n Desa/K eluraha n Siaga Aktif Mandiri
	
	
	
	
	
	
	
	%
	
	
	20
	
	21
	
	22
	
	23
	
	23
	

	
	
	
	
	1
	02
	05
	
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
	
	
	
	
	
	3.648.707.350
	
	3.660.000.440
	
	3.671.858.185
	
	3.684.308.816
	
	14.664.874.791

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS).
	%
	85,75
	85,75
	85,75
	3.648.707.350
	85,8
	3.660.000.440
	85,9
	3.671.858.185
	86
	3.684.308.816
	
	14.664.874.791

	
	
	
	
	1
	02
	05
	201
	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
	Laporan
	
	
	1
	65.000.000
	1
	62.750.000
	1
	65.887.500
	1
	69.181.875
	4
	262.819.375

	
	
	
	
	1
	02
	05
	201
	01
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
	dokumen
	
	1
	2
	65.000.000
	2
	62.750.000
	2
	65.887.500
	2
	69.181.875
	8
	262.819.375

	
	
	
	
	1
	02
	05
	202
	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
	Laporan
	
	
	2
	3.533.707.350
	2
	3.539.250.440
	2
	3.545.070.685
	2
	3.551.181.941
	8
	14.114.210.416

	
	
	
	
	1
	02
	05
	202
	01
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Jumlah      Dokumen      Hasil Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan  dan
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	dokumen
	
	2
	1
	55.861.800
	5
	58.654.890
	5
	61.587.635
	5
	64.667.016
	16
	240.771.341

	
	
	
	
	1
	02
	05
	202
	01
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Jumlah      Dokumen      Hasil Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan  dan
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (DAK NON FISIK)
	dokumen
	
	
	
	3.422.845.550
	5
	3.422.845.550
	5
	3.422.845.550
	5
	3.422.845.550
	15
	13.691.382.200

	
	
	
	
	1
	02
	05
	202
	02
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat
	Keluarga
	
	299000
	300000
	55.000.000
	330000
	57.750.000
	340000
	60.637.500
	350000
	63.669.375
	350000
	182.056.875

	
	
	
	
	1
	02
	05
	203
	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
	Laporan
	
	
	1
	50.000.000
	1
	58.000.000
	1
	60.900.000
	1
	63.945.000
	4
	232.845.000


	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikat or Sasaran
	KODE
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Target Akhir Renstra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp
	target
	Rp

	
	
	
	
	1
	02
	05
	203
	01
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan  Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
	dokumen
	
	1
	1
	50.000.000
	1
	58.000.000
	4
	60.900.000
	4
	63.945.000
	10
	232.845.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 merupakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap.
Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada  tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.
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Tabel 7.1
Indikator  Kinerja  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cilacap yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026
	No
	Indikator
	Satuan
	Target Pertahun

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Indek Keluarga Sehat
	%
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3

	2
	Indeks pencapaian SPM
bidang kesehatan
	Nilai
	100
	100
	100
	100

	3
	Persentase Puskesmas
dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
	%
	84,21
	89,47
	94,74
	100

	4
	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi
syarat.
	%
	80
	81
	81,5
	82,5

	5
	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
	%
	20
	21
	22
	23

	6
	Nilai AKIP
	Nilai
	76,05
	76,1
	76,15
	76,2

	7
	Nilai IKM
	Nilai
	80
	80
	81
	81


Adapun Definisi Operasional dalam penentuan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Indeks Keluarga Sehat
Proporsi keluarga sehat / jumlah seluruh keluarga diwilayah tertentu yang besarannya berkisar antara 0 - 1
2. Indeks Pencapaian SPM bidang kesehatan:
Merupakan penghitungan pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Formula penghitungan IP SPM yaitu % indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan  Bobot  Mutu  minimal  layanan dasar (20) ditambah % indeks pencapaian penerima layanan dasar dikalikan Bobot Penerima layanan dasar (80). Angka IP SPM mengunakan hasil penghitungan pada aplikasi pelaporan SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri.
3. Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.
Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat dibagi fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang di periksa dikali 100%
4. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri :
Jumlah desa siaga aktif mandiri dibagi jumlah desa kali 100%
5. Nilai AKIP :
Nilai hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja  Perangkat  Daerah pada tahun n-1
6. Nilai IKM :
Nilai hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pada Dinas Kesehatan Kab. Cilacap pada tahun n
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Tabel 7.2 Indikator Kinerja Urusan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan
	No
	Indikator
	Rumus Formula Indikator
	Satuan
	Sumber Indikator
	
	Target Kinerja dan Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	2021
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	Target
	Target
	Target
	Target

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi
	Jumlah rumah sakit rujukan pemerintah yang terakreditasi minimal strata utama di bagi jumlah rumah sakit pemerintah di kab.
Dikali 100%
	%
	Permendagri 18/2020
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai
	Jumlah PKM, Pustu, Pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai dibandingkan dengan jumlah seluruh PKM, Pustu, Pusling dikalikan 100%
	%
	Renstra Kemenkes th 2020- 2024
	88,12
	88,39
	89,28
	90,17
	91,07

	3
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya
dalam kurun waktu satu tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	95,06
	100
	100
	100
	100
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	No
	Indikator
	Rumus Formula Indikator
	Satuan
	Sumber Indikator
	
	Target Kinerja dan Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	2021
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	Target
	Target
	Target
	Target

	4
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	99,95
	100
	100
	100
	100

	5
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam
kurun waktu satu tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	99,27
	100
	100
	100
	100

	6
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya
dalam kurun waktu satu tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	83,98
	100
	100
	100
	100

	7
	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun ajaran
	%
	Permendagri 18/2020
	99,45
	100
	100
	100
	100

	8
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
	Cakupan orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu
	%
	Permendagri 18/2020
	67,64
	100
	100
	100
	100


	No
	Indikator
	Rumus Formula Indikator
	Satuan
	Sumber Indikator
	
	Target Kinerja dan Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	2021
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	Target
	Target
	Target
	Target

	
	
	satu tahun
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu
satu tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	67,23
	100
	100
	100
	100

	10
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	47,88
	100
	100
	100
	100

	11
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Cakupan penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	98,45
	100
	100
	100
	100


	No
	Indikator
	Rumus Formula Indikator
	Satuan
	Sumber Indikator
	
	Target Kinerja dan Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	2021
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	Target
	Target
	Target
	Target

	12
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	121,32
	100
	100
	100
	100

	13
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	35,92
	100
	100
	100
	100

	14
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
	%
	Permendagri 18/2020
	69,97
	100
	100
	100
	100

	15
	Persentase desa/kelurahan STBM
	Jumlah desa/kel STBM dibagi jumlah seluruh desa/kel dikali 100%
	%
	SDGs
	0
	10
	20
	40
	60


	No
	Indikator
	Rumus Formula Indikator
	Satuan
	Sumber Indikator
	
	Target Kinerja dan Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	2021
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	Target
	Target
	Target
	Target

	16
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
	Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah) nyatakan dalam satuan persen (%)
	%
	SDGs
	76,33
	82
	85
	87
	90

	17
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
	Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB / potensi KLB yang ditangani/ ditanggulangi < 24 jam oleh kabupaten terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu
	%
	Permenkes 75 Tahun 2016
	100
	100
	100
	100
	100

	18
	Persentase menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit
	Cakupan pelayanan penyakit menular dan tidak menular dibagi jumlah indikator penyakit dikali 100% Penyakit menular (DBD, Sipilis, Hepatitis, Pnemonia) Penyakit tidak menular (Ca Serviks)
	%
	Renstra Kemenkes th 2020- 2024
	NA
	20
	21
	22
	23


	No
	Indikator
	Rumus Formula Indikator
	Satuan
	Sumber Indikator
	
	Target Kinerja dan Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	2021
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	Target
	Target
	Target
	Target

	19
	Persentase FKTP terakreditasi
	Jumlah FKTP (Puskesmas) yang telah memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku dibagi jumlah seluruh FKTP (Puskesmas) dikali 100%
	%
	Permenkes 21 tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes
	97,4
	97,44
	100
	100
	100

	20
	Persentase pemanfaatan SIK terintegrasi di Fasyankes
	Jumlah fasyankes yang memanfatkan sik terintegrasi di bagi jumlah fasyankes di kali 100%
	%
	Renstra Kemenkes 2020 - 2024
	60
	65
	70
	75
	80

	21
	Persentase tenaga kesehatan teregistrasi
	Jumlah tenaga kesehatan yg mempunyai SIP difaskes pemerintah bagi total tenaga kesehatan di faskes pemerintah dikali 100%
	%
	Renstra Kemenkes 2020 - 2024
	55
	91,2
	92,1
	93
	94

	22
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan
	Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian yang sesuai standard an perijinan dibagi total fasilitas pelayanan kefarmasian x 100%
	%
	Permendagri 17/2021
	100
	100
	100
	100
	100


	No
	Indikator
	Rumus Formula Indikator
	Satuan
	Sumber Indikator
	
	Target Kinerja dan Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	2021
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	
	Target
	Target
	Target
	Target

	23
	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.
	Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi standar dan persyaratan izin edar SPP-IRT dibagi jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diperiksa dikalikan 100%
	%
	Renstra Dinkes Prov. 2018- 2023
	56
	60
	62
	63
	65

	24
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
	Persentase rumah tangga dengan indikator PHBS tatanan rumah tangga yang memenuhi kriteria strata utama dan paripurna dibagi jumlah rumah tangga yang didata di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
	%
	a. Pedoman Program Pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga Th 2016
b. Pedoman Pehitungan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Prov Jateng Th 2018
	85,75
	85,75
	85,8
	85,9
	86


BAB VIII
PENUTUP
Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 adalah selama empat tahun, Apabila sampai dengan periode perencanaan 2027 belum ditetapkan Renstra yang baru, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2027.
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap  dapat  menjalin  koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Kesehatan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan
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Kebijakan OPD
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BAB VI. RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Narasi daftar program kegiatan |

dan subkegiatan OPD
Tabel 6.1 diurutkan kegiatan

yang mendukung outcome

Tabel 6.1 Rencana Program,
Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026

Kondisi awal tahun 2021 dan 2022 ditambahkan

IP SPM dikomunikasikan dengan tapem

Jumlah Upaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diperbaiki DO

dan target

Penyediaan  Telemedicine di
Kesehatan kondisi 21 22 23 kosong.
Tujuan sasaran target dirubah
Anggaran disesuaikan dengan RPD

Fasilitas  Pelayanan





SERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN Cl LACAP TAHUN 2023-2026
Pada hari ini Selasa, tanggal 22 Maret 2022 di Ruang Rapat Stikes Graha Mandiri Cilacap (Kantor Sementara Bappeda Kabupaten Cilacap) telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.
Catatan hasil verifikasi yang tertuang dalam Lembar Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir dalam Serita Acara ini digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
Para pemangku kepentingan mewakili Perangkat Daerah menerima Hasil
',
Verifikasi untuk ditindaklanjutr dalam waktu 3 (tiga) hari. Hasil tindak lanjut Verifikasi
Rancangan Akhir Renstra akan menjadi lampiran dokumen yang akan ditetapkan oleh Bupati Cilacap sebagai dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
a.n Kepala B
Kepala B"


kesra

Cilacap, 22 Maret 2022 Perencana Bidang Pemkesra
AMIN MUHT D
SKM M.Kes
NIP. 1969031 199203 1 005
Pemangku Kepentingan Dinas Kesehatan

BINA MARIANA S.T., M.Eng.
NIP. 198302282010012019
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1.
TRI SURATNO, S.KM.MPH

Sub Koordinator
1.
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3.
DIAH NURIAH

Kegiatan dan Anggaran Penyusun Program
LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
1. Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
Kesesuaian
Bab/ Sub Bab
Sistematika Renstra
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Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
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Narasi kepegawaian aset dan lain lain

Kesesuaian Sistematika Renstra Sesuai
Tidak


Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
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	Tabel 2.1 Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat

	Pendidikan OPD Kabupaten
Cilacap 2021
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Tabel 2.2 Jumlah pegawai
	

	Berdasarkan Golongan di OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021
	
	

	Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021
	
	

	2.3 Kinerja Pelayanan OPD
Kabupaten Cilacap
	
	

	Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan
	
	

	Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2021.
Narasikan apabila terjadi perubahan perhitungan/ DO/ capaian indikator yang tidak sesuai dengan BAB VI
	
	Indikator lama dan baru dicantumkan

	Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021
	
	

	2.4 Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
	
	

	Narasi perkiraan tantangan ke depan dan peluang pengembangan pelayanan
	
	

	BAB III. PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	
	
	

	3.1 Identifikasi
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
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Bab / Sub Bab
Narasi permasalahan pembangunan mengacu pada data dasar RPJMD
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
3.2 Telaahan Tujuan Sasaran RPD Tahun 2023- 2026
Narasi dan telaaahan Rumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga Terkait dan SKPD Provinsi Terkait
Narasi Telaahan Renstra Lembaga Di Atasnya (kemendagri wajib)
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Mendagri; K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Kesesuaian Sistematika Renstra Sesuai
Tidak


Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
--
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	Bab/ Sub Bab
	Kesesuaian Sistematika
Renstra
	Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra

	
	Sesuai
	Tidak
	

	BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Narasi indikator kinerja OPD
	
	
	

	BAB VIII. PENUTUP
	
	
	

	Narasi kaidah pelaksanaan. Renstra digunakan sampai terpilih bupati baru dan ditetapkannya renstra baru. TID Bupati dengan TID Sekda
	
	
	Nomor sub dihapus langsung narasi
TID Bupati dengan TID Kepala OPD Narasi diperbaiki


2. Catatan dan Arahan Perbaikan Lainnya
	No
	Uraian
	Catatan / Perbaikan

	
	
	Perbaikan dikembalikan ke bappeda jumat, 25 maret 2022


Perangkat Daerah,

Cilacap,
Maret 2022
Tim Verifikasi,
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TRI SURATNO
NIP 1969062519
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Pada tanggar·

.  ��:u;:srrRost:s Lrn�MW�ARIANA  S.
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L____


t•F"'............. ,. .......................
Daftar Tabel





Daftar Gambar





RReennstsrtara-K-KLL dadnaRnReRennesnstrtsartar-aKL SKKPdaDabnPuRrpoeavntiesnntsria/


KaKbuoptaaten  /


Kota





RancanganRenstra   -SKPD





Perumusan


Strategidan kebijakan





Nota DinasPengantarKepala


SKPD perihalpenyampaian RancanganRenstra  -SKPD


kepadaBappeda





Perumusan


Tujuan





Penelaahan


RTRW





Penelaahan KLHS





Perumusan


Isu -isu strategis berdasarkan tusi





Perumusan


sasaran





Analisis


Gambaran pelayanan SKPD





SPM





Rancangan Renstra-SKPD


Pendahuluan


Gambaranpelayanan SKPD


isu-isustrategisberdasarkan tugaspokokdanfungsi


visi, misi , tujuandansasaran      , strategidankebijakan


rencana program , kegiatan , indikatorkinerja , kelompok sasarandanpendanaanindikatif


indikatorkinerja SKPD yang mengacupadatujuandan sasaran RPJMD .





Pengolahan


datadan informasi





Perumusan indikatorkinerja SKPD yang mengacupada tujuandansasaran


RPJMD





Perumusan rencanakegiatan , indikatorkinerja , kelompoksasaran danpendanaan


indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD








Perumusan visidanmisi SKPD





SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





SUB KOORDINATOR


DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





SUB KOORDINATOR


DAN KELOMPOK JABATAN


FUNGSIONAL





SUB KOORDINATOR


DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL








SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN








SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET





SEKRETARIAT





UPTD





SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL








BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN








BIDANG PELAYANAN KESEHATAN








BIDANG


KESEHATAN MASYARAKAT








BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT





KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





KEPALA DINAS





JABATAN FUNGSIONAL





KABAG UMUM





DIREKTUR





KASI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS





KABID PELAYANAN





KASI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN





KASI PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT INAP





KASI PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT JALAN





KABID KEPERAWATAN





Tabel 2.3.1.1 Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap





Tabel 2.3.1.2 Pencapaian Kinerja Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap





Tabel 2.3.1.3 Pencapaian Kinerja Layanan RSUD Majenang Kabupaten Cilacap





Tabel 2.3.2.4 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kab.Cilacap





NO





NAMA





TANDA TANGAN





JABATAN





S.KM.MM.





A�ggaran dan Pela.e_oran





---·-------·-·-----------------





BAB I PENDAHULUAN	Lampiran Peraturan Bupati Cilacap xxxxxxxxxxxxxxx... dst


Lat:ar Belakang


Narasi pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra. keterkaitan antara Renstra dengan perencanaan penganggaran yang lain





Landasan Hukum�
�
Narasi daftar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang terkait Renstra (masukkan PUG SPM* SDGs)�
�
1.3. Maksud dan Tujuan�
�
Narasi maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah�
�
1.4. Sistematika Penulisan


Narasi sistematika penulisan Renstra Perangkat Oaerah, serta garis besar isi dokumen�
�
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kabupaten Cilacap Gambaran SOTK terbaru�
�
2.2 Sumber Daya OPD


Kabupaten Cilacap�
�
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